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ABSTRAK

Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah keschatan
masyarakat yang tidak saja berdampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek
Idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan.

DKI Jakarta sebagai Ibukota negara RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat
dalam jumlah kasus Confirm Al hingga 2007 yaitu 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia.
Untuk itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomer 15 Tahun 2007 dan Perda nomor 4
Tahun 2007 sebagai langkah tindak lanjut pengendalian Al di DKI Jakarta. Kedua kebijakan
ini mengatur aspck pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Janvari hingga Desember 2007 telah melaksanakan
tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telah dibuatnya dalam
pengendalian Al di seluruh DKI. Program dan kegiatan telah berjalan selama satu tahun ,
sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis mengenai kebijakan meliputi unsur input
kebijakan, proses dan output serta outcome dari kebijakan pengendalian Al tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis pembuatan kebijakan pengendalian Al dan
implementasinya di DKI Jakarta, dengan titik berat pada Input Kebijakan, proses kebijakan
dan output kebijakan serta Outcome kebijakan. Input kebijakan yang akan dianalisis adaiah
sumber undang undang atau peraturan yang diryjuk untuk pembuatan kebijakan, unsur
pengaruh internal maupun ecksternal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Proses
kebijakan akan dianalisis peran subyek yaitu aktor atau Stakeholder, obyek yang diatur dalam
pergub dan perda, dan metode yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Output kebijakan
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adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 tahun 2007
di lapangan atau di masyarakat. Sedangkan outcome adalah dampak yang ditimbuikan dilihat
dari jumiah morbiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pasca kebijakan.

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan
wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan
informan pendukung yang akan dimintai informasinya terkait implementasi kebijakan. Data
primer dari hasil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekunder, telaah terhadap
dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (Contens
Analysis), terhadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sckunder. Hasil disajikan
dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudah dipahami oleh pengguna kebijakan.

Hasil peng¢litian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007
telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrodusir oleh
sttuasi perkembangan kasus Al global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengaruh
tekanan masyarakat, inferest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu
Gubernur Sutiyoso. Beberapa implementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub
sudah baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi
antar instansi terkait telah berjalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah
dilaksanakan namun belum tuntas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utama pengendalian
namun biosecurity adalah strategi pilihan yang dianjurkan. Sertifikasi kesehatan hewan
merupakan kebijakan kompromistis untuk mewadahi penggemar unggas peliharaan,
pelaksanaan bagus di awal pada sertifikasi periodik 6 bulanan kurang baik. Kepatuhan
masyarakat terhadap produk kebijakan perlu disosialisasikan lagi, langkah yang tegas dalam
Law Enforcement oleh aparat. Jumlah morbiditas kasus pra dan pasca implementasi kebijakan
terdapat frend menurun. Demikian pula jumiah mortalitas. Namun CFR Confirm Al masih
tetap tinggi.

Hal yang disarankan adalah perlu peraturan daerah baru untuk pengendalian AT di DKI
Jakarta yang lebih komprehensif dari segi subyek yang terlibat maupun obyek yang diatur
schingga langkah pengendalian dilakukan secara terintegrasi sesuai yang diamanatkan oleh
Inpres nomor 1 tahun 2007 tentang Intruksi peningkatan intensitas pengendalian Al secara

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



3]

terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNL/Polri. Perda yang akan dibuat tersebut perlu
dilengkapi dengan kajian akademis yang mendalam, serta mempertimbangkan aspek
i geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

Daftar pustaka : 53 (1990-2007)
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POLICY ANALYSIS TO HANDLING ABOUT AVIAN INFLUENZA AND THE
IMPLEMENTATION IN DKI JAKARTA

Xxii + 108 pages, 12 tables, 12 picture, 4 grafic and 3 enclosures

ABSTRACT

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of
healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even
defend and security.

DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second
number after West Java in case of Conform Al up to 2007 i.e 26 cases among others 23
are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and
Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle Al in DKI
Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take care bridling and hen
circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to
December 2007 has done field activities as implementation of Governor’s and
Regional’s Regulations which have been made in Al bridling of the whole DKI. These
program and activities are succeeding during one year, until now are never doing
analysis about capability about the input of ability process and output also outcome of
bridling experiences of this Al

This research will analyzing to make bridling capability of Al and the
implementation in DKI Jakarta by focusing of capability input, policy process and
capability output, also capability outcome. Policy input which want to be analysis is as
source of law or regulation which are revocationed for policy making, kind of internal
and external influences which are effected policy making. Policy process will be analytic
the subject role it is actor or stakeholder of object which will be reguled in the Governor
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and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output
is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional
regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result
which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy.

Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against
better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to
ask by us about the involved information with policy implementation. The primer datas
of interview process will be confirmed with the secondary datas, analysis about
document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer
data and interprestation fulfilled with secondary datas. The products will be served in the
form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user.

The research products indicate that Governor Regulation number 15 and
Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher
regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases
of global Al national as well as local DKI and beside that also the effect of society
pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor
Sutiyoso. Some policy implementation which is Successed are as socialization of befter
Governor Regulation, but the Regional Regulation must bedone further. Coordination,
communication and Governor Regulation and information inter involved instances are
going better. Population of 4 domestic cattles have been done but it is not clearly yet.
Vaccination is no more the best strategy of bridling but biosecurity is chased strategy
which is suggested by health Certification of animal become compromistic policy to
coordinate animal care makers, better implementation in the beginning of periodical
certification of 6 months are not better yet. The proper society against policy product is
necessary been socializationed again, the decided step in Low Enforcement by the
competent employees. The sum of morbidity cases before and after implementation of
policy there are trend decreasing. Also the sum of mortalities. But CFR Confirm Al is
still high.

The problem which is suggested is necessary is regional regulation to bridle Al
in DKI Jakarta which are more comprehensive from the subject side which involved as

well as the reguled object so that the bridling step may be done integratedly according
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what are suggested by President Instruction (Inpres) number 1 of the year 2007 about
Instruction of intensive increasing of Al bridling integratedly include involved side of
TNI/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full
filled by deep academic wisdom and aspect geografic balance, demografic and nature
forces and aspect of Ipoleksosbudhankam of DKI Jakarta.

Bibliografy 53 (1990 — 2007).

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



Halaman

KATA PENGANTAR ... ceirarenienratenesssssssenssesrssannessssssssnasenssasinsaens i
DAFTARISI ...t isticsmanssssciosanssssisiassssmesmas sonsrarensassesersasasieamsersesssmcan ii
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .......ccocveerieiencivineicecsinnesicieccnenen oo 1

1.2. Rumusan Masalahl .......e.ccniiimenionsienoinnimesnesesesmssmssssscesss sosennenss 10

1.3. Pertanyaan Penelitian .....c.ccocveereruriiccveimiecrrsasiecsnensssssmasssroresnns 11

1.4. Tujuan Penelifian ......cccocveieiercoveiiraeeresieenireensesresnessssnerassesinnansses 12

1.5. Manfaat Penelitian .......cc.ccurercmvcsiinmsinasesissnserinsensrossosnsarossssnarncs 13

1.6. Ruang Lingkup PENEIAD ....eve..ociommrerioeeeereeeneessseeenoesssmessenseeseen 14
BABII TINJAUAN PUSTAKA

2.1, FIUBULUNE oot ietecrsnen e rressnsnesevenansenesssnesaresosananasanssnassnansres 16

2.2. Kebijakan Kesehatan .......c...cccceivierreesieriarssisnnenressensarssriseensnsons 28

2.3, Kebijakan Depopulasi Unggas ......c.cuceermveerncraceseancesraesrnarncreoses 36

2.4. Kebijakan Otoda Terkait Isu Al ...ccoovveveereeevee e see e 42
BABIII KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI ISTILAH

3.1. Kerangka TeOTT ...c.eccecieivcrccvormeeicranmrearassnerasvassuessassssssmessnsasosess 44

3.2. Kerangka KOnsep ....ccccvrviiicrceintinnrsiceinveenenresrssessenssensscsnsessenans 46

3.3. Definisi IStiah ... ernicrirensrecenern et ene s s seaarens 49
BABIV METODA PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian ........coeccrvnivermreeincrsccenonnerrnesstnessscraesoenses 52

4.2. Tempat Penelitian .......ccccovcerveirresrinerrsresrerasssrssserenesssesonervorassansas 52

4.3, Waktu Penelitian .........c.ocveieccamessicancrsnennnrassnrossirsssessisermeasesoncens 52

DAFTAR ISI

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



4.4, Populasi dan Sampel Penelitian ........ccccomcrivennrmeccmnnerenccrsseencess
4.5, Instrumen Penelitian .......cueccoveieemminiisinciionmncrsssne s ionrersenscenense
4.6. Metoda Pengumpulan Data ........cccoecveeeenecviccnncneicecreieeessrieeeenns
4.7, Validasi Data .....ccimciiicnninicsieicesicesisiversrssnessasassesses
4.8. Pengolahan Data ........cccociveiercreeiieesinvsssniaseenesaassesrsnesssssasesssnns
4.9. Analisis dan Penyajian Data ......cc.coccececcininnnroniecinnineescnssenecsaesees

BABY HASIL PENELITIAN

SRR o] n TOT I, L Y ool N ...
5.2. Kebijakan Pengendalian Al DKI Jakarta .......cccececmrecrrresuainneereons
5.3. Input Pembuatan Kebijakan Pengendalian Al DKI Jakarta .........
5.4. Proses KeblaKan ......cocceceeerivneecsrviinisnsionnesesrissesssssasatssnmasmasassnses
5.5. Qutput Kebijakan dan Implementasinya .........ccccoveeevereniiereecnninnne
5.6. Dampak Kebijakan (QUICOME) -.covreeemerrneerenrienevsivaiavieceresconennns

BAB VI PEMBAHASAN
6.1. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian ........ococeccarvccecinereneccanvens

6.2. Konsepsi Pembuatan Kebijakan Pengendalian AI Berbasis

Ketahanan Nasional ...cccoceveuiiecenmmerreresisarrsssisraesesmermssssoeensressesens

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. PEDOMAN WAWANCARA

2. PERGUB NO 15 TAHUN 2007
3. PERDA NO 4 TAHUN 2007

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008

53
34
54
35
54
56

57

58

59

78
94

109

118

134
137



Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5

Tabel 3.1

Tabel 5.1.

Tabel 5.2

Tabel 5.3

Tabel 5.4

Tabel 5.5

Tabel 5.6

DAFTAR TABEL

Halaman
Kasus Al “Confirmed” Global (s/d akhir Maret 2007) ......cccoverceeneas 17
Kasus Al “Confirmed" Nasional {(s/d akhir Maret 2007) ................. 19
Kasus Al “Probable” Nasional (s/d akhir Maret 2007) .............. 19
Kasus Al “Suspect” Nasional (s/d akhir Maret 2007) ......cccccevvencene. 20
Rekapitulasi Kasus Al pada Manusia (s/d akhir Maret 2007) .......... 20
IBetihist Istilabe, ....... NG, . ... oo 49
Diskripsi INfOIMAN ...ccccooriiiiinreciiinetienrenvsreeerrnssermeesssssesensversssnssnseras 57
Kasus AI “Confirmed” DKI Jakarta (s/d akhir Maret 2007) ............ 64
Peta Posisi, Interes dan Komitmen Stakeholder .........ocvveevvivencnann. 68

Jumiah Depopulast Unggas di Wilayah DKI Jakarta sampai dengan
gl 31 pETieeU N e e e
.iumlah Unggas Hasil Sweeping sampai dengan Tgl. 1 s/d tgl. 15
Moaret 208 Lammeill 1 S8, T . W ——— . ..o vassanes
Jumlah Sertifikasi Kesehatan Unggas yang teah dikeluarkan 31

Maret 2007 oottt e e e e b

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008

83

84

87



Gambar 2.1
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Gambar 2.5
Gambar 3.1
Gambear 3.2

Gambar 5.1

Gambar 5.2.

Gambar 5.3

Gambar 5.4

Gambar 5.5

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Penampang Virus Avian Influensa dan Susunan Genomnya ........... 23
Segitiga Analsis Kebijakan ......cc..ccceeveivernincrorinnecinnsienrnscreenennenns 30
Pengelompokan Analisis Kebijakan Model Gordon ........c..cvueeneee. 31
The Epidemiologic Triangle .............c..cvocveiicinnionacnrnnenncionnns 37
Induk Semang (Hosf) Penularan Al ......ccoeveceviieneveeiecnrevseserennnns 38
Kerangka Teori System Kebijakan Model Easton -....cccccvevveecearenens 45
Skema Kerangka Konsep Penelitian .........cocoeveivnecinerecicnecrerenienes 48
Skema Operasional Pergub Nomor 15 Tahun 2007 ...........coceeeennee. 74
Skema Operasional Perda Nomor 4 Tahun 2007 ........cooveeecivnvennee. 77

Peta Penyakit Al pada Unggas Di Propinsi DKI Jakarta Tahun
2005 g 2fipainir . o N Ty
Peta Penyakit Flu Burung pada Manusia di Propinsi DKI Jakarta
Tahun 2005 §/8 2007 ........oociiuvnmssiisinissisnieneraresinreaseressaseansasssses
Peta Penyakit Al pada Unggas Flu Burung pada Manusia di

Propinsi DK Jakarta Tahun 2005 s/d 2007 ......cccovcivrvvvvrcrccnneninnns

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



-

Grafik 5.1.

Grafik 5.2.

Grafik 5.3.

Grafik 54.

DAFTAR GRAFIK

Grafik Trend Time Epidemiology Perbulan .........ccccovvveeeevvercecnnane. 08
Jumlah Kasus Confirm di Lima Wilayah DKI Jakarta Periode

2005 5/d 2007 ..oveeiriivicrismeriniseissicmers st asrse st e srnere s ses e sre s nans 101

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



P S P P

b e s kA e mabmale s - - o b

Lampitan 1.
Lampiran 2.

Lampiran 3.

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara dengan Informan
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah (Seffing Global- National-Lokal Policy)

Penyakit Flu Burung (dvian Influenza) bukanlah penyakit baru. Penyakit ini
diduga telah ada ratusan tahun lalu. Flu Burung yang selanjufnya kita sebut Avian
Influenza (Al) Pertama kali diidentifikasi di Italia (1878) dari sejenis unggas liar
(Atmawinata E, 2006).

Penyebaran Virus Al juga sangat luas. Pada tahun 1924 virus diidentifikasi di
Amerika Serikat, tahun 1959 di Skotlandia, tahun 1963 di Inggris, tahun 1966 sudah ada
di Kanada, tahun 1976 dikenali di Australia, 1979 di Jerman, 1983 di Irlandia, tabun
1994 ada di Meksiko dan Pakistan. Pada tahun 1997 diidentifikasi di Hongkong dan
menjadi wabah pada seluruh unggas di sana. Dari wabah di Hongkong ini untuk pertama
kalinya menelan korban jiwa manusia di tahun 2000. Tahun 2003 menyebar ke Korea
Selatan, Jepang, Vietnam, Thailand, Kamboja, China, Turki dan masuk Indonesia (Peiris
JSM, 2006).

Kini wabah telah menyebar ke selurvh benua. Kasus Confirmed Flu Burung
global hingpa awal Maret 2007 berdasarkan laporan WHO adalah sebesar 270 kasus
dan 164 orang diantaranya meninggal dunia atau CFR 60,7 %. Kasus yang sebenarnya
adalah jauh lebih banyak karena wabah ini seperti fenomena gunung es. Jumlah korban
dengan angka tertinggi justru berasal dari Indonesia, diikuti oleh Vietnam, Thailand dan

China.
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Menurut OIE (suatu badan yang menangani masalah kesehatan hewan dunia)
Kerugian yang ditimbulkan oleh wabah Al sekitar 150 milliar unggas mati dan
menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar (Nguyen TH.2005)

Analisis yang sangat mengkhawatirkan datang dari laporan Sebuah Jumal Ilmiah
Internasional ”The Lancer” edisi Desember 2006 yang memprediksi jumlah kematian
secara global akibat Al sebesar 62 juta jiwa. Prediksi ini didasarkan pada analisis
terhadap pandemi influenza pada periode sebelumnya (Spanish Flu, Asian Flu) yang
memakan korban puluhan juta jiwa. Prediksi jumlah korban yang demikian besar adalah
hasil hitungan bila wabah tidak dapat ditangani secara baik atau angka ini merupakan
skenario terburuk pandemi global.

Perkembangan kasus AI di Indonesia sendiri dimulai pada pertengahan Juli
2003. Dimana saat itu terjadi kematian secara mendadak berbagai jenis unggas.
Kematian mencakup areal yang sangat luas, dengan jumlah angka kesakitan dan
kematian jutaan ekor terutama terkonsentrasi di pulau Jawa. Tanggal 29 Agustus 2003
Deptan merilis berita adanya kasus wabah yang mematikan di sejumlah kabupaten di
Jawa Tengah yang dikonfirmasikan sebagai Wabah Virus Tetelo (Wew Castle Dissease)
dengan jenis Vilogenik Viscerotropik. Tanggal 28 oktober 2003 Departemen Pertanian
dan Kesehatan Hewan (Adgrifood and Veterinary) Singapura tiba tiba melarang impor
burung dan unggas lainnya dari Indonesia. 19 Nopember 2003 dari sumber independen
di Indonestia telah mengirim informasi tentang adanya wabah Al ke International Society
Jor Infectious Diseases terutama di Jawa Barat dan bagian selatan Pulau Sumatera. Pada
pertengahan Desember 2003 sebuah rapat digelar di Deptan, beberapa pihak yang hadir -
menyarankan agar pemerintah segera mengumumkan dan transparan serta tidak menutup

nutupi adanya kasus Al di Indonesia (Naipospos. T. 2006).
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Tanggal 24 Januari 2004 Ahli Biologi Molekuler FKH Universitas Airlangga
C.A. Nidom mengumumkan hasil survailance DNA. terhadap 100 ekor sampel ayam di
daerah wabah menghasilkan beberapa sample diantaranya teridentifikasi positif 4vian
Influenza (Al). Baru pada 25 Januari 2004 Deptan menyatakan secara resmi kasus flu
burung terjadi di Indonesia. Jumlah kematian yang dilaporkan mencapai 4,7 juta ekor.
Penyebaran Al yang mula-mula di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan telah meluas
hingga ke Sulawesi Selatan (Maret 2005) ( Media Indonesia, 2006)

Pada April 2005 penelitian terus dikembangkan dan berhasil ditemukan virus Al
pada babi-babi di Tangerang. Penclitian pada manusia juga dilakukan terhadap 80
peketja peternakan di daerah wabah Tangerang, sampel dikirim ke Laboratorium
Referensi WHO di Universitas Hongkong ternyata 1 orang dinyatakan positif namun
tidak menunjukkan gejala klinis yang berarti (Media Indonesia. 2006).

Pada Juli 2005, warga Serpong Tangerang Iwan Sutirta Rifai (38 Thn) dan dua
anaknya meninggal karena Al. Inilah kali pertama Al membawa korban jiwa di
Indonesia. Pada 19 September 2005 pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan
Siti Fadilah Supari mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Al secara nasional.

Sampai akhir Maret 2007 sesuai data Deptan dan Depkes, 30 propinsi dari 33
propinsi telabh melaporkan adanya kasus flu burung dan mengakibatkan 89 kasus
Confirm 68 diantaranya meninggal dunia atau CFR 76.4 %. Dengan kondisi ini
menempatkan posisi Indonesia diurutan teratas baik dari angka kematian (Mortality)
maupun perbandingan kasus morialitas dan morbiditas atau tingkat Case Fatality Rate

(CFR).
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Kini setelah 10 tahun berlalu, Hongkong tempat asal muasal wabah Al boleh
bernapas lega karena issue flu burung dapat dieliminir hingga tingkat yang minimal.
Demikian pula dengan Korea, Jepang, Thailand, Cina, dan Kamboja telah dapat
mengendalikan wabah ini walau secara sporadis masth muncul.

Namun kondisi justru terjadi sebaliknya di tanah air, walaupun wabah Al di
Indonesia secara efektif baru dimulai pada pertengahan tahun 2003 tapi “prestasi”
Indonesia berada diurutan teratas dalam jumlah kasus, angka kematian maupun Cluster.
Jumlah kasus Confirmed 89 kasus 68 diantaranya meninggal dunia atau Case Fatality
Rate (CFR) 76,4 %. Coba bandingkan dengan Thailand untuk kasus Confirmed yang
hanya 68,0 %, Cina 63,6 % dan Vietnam yang hanya 45,2 %. Sedangkan dari segi
jumlah Cluster (Keluarga atau kelompok yang terserang) Indonesia juga memiliki
cluster paling banyak (9 cluster) dan distribusi tersebar di daerah yang densitas populasi
unggas dan manusia sangat padat seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
Sumatera Selatan dan Sumatera Utara (Saptonohadi, 2006)

Penanganan terhadap wabah Al di Indonesia berjalan lambat dan cenderung
pada trend wabah yang makin nyata. Hal ini dapat dilihat dari angka kesakitan
(Morbidity rate) dan angka kematian (Fatality Rate) yang makin tinggi bahkan tertinggi
di Dunja. Kalau dibiarkan kondisi ini sangat berbahaya dan pandemi yang dikawatirkan
adalah nyata adanya.

Kebijakan pencegahan, pegendalian dan pemberantasan Al pada awalnya adalah
menjadi wewepang Departemen Pertanian khususnya Direktorat Kesehatan Hewan,
Namun ketika Al telah berdampak pada kesehatan manusia dan mengakibatkan korban

jiwa manusia kebijakan penanganan berada pada Deptan dan Depkes. Seiring waktu dua
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departemen ini mengeluarkan kebijakan yang kurang sinkron dan cenderung sektoral.
Kebijjakan penanganan tidak berjalan secara efektif hingga peran penanganan
ditingkatkan setingkat Menko dan Bappenas serta dibentuk Komnas Flu Burung dan
Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza.

Indonesia saat ini telah berada pada fase 3 pandemi flu burung, yaitu fase
penularan terjadi dari hewan ke manusia. Flu burung makin mengganas, berbagai
kebijakan penanganan untuk mencegah penularan dan penyebaran Al dilakukan baik
oleh departemen pertanian maupun Departemen Kesehatan. Departemen Pertanian
mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam penanganan, berupa : Vaksinasi terhadap
unggas dan depupalasi unggas serta disinfektan daerah tertular. Sedangkan Strategi
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Al adalah : Penerapan Biosecurity secara
ketat, Tindakan pemusnahan selektif (depopulasi), Tindakan vaksinasi seluruh unggas
sehat di daerah tertular, pengendalian lalulintas unggas dan produknya, survaillance dan
penclusuran, pengisian kandang kembali (Resfocking), peningkatan kesadaran
masyarakat (Public Awareness), Pemusnahan menyeluruh (Stamping out) di daerah
tertular baru dengan syarat tertentu dan kegiatan monitoring dan evaluasi (Renstra Al

2006- 2008).

Sedangkan Departemen Kesehatan mengeluarkan sejumlah kebijakan antara lain :
Melaksanan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap para peternak
dan masyarakat umum, Penemuan kasus (Case Finding) baik secara aktif maupun pasif,
pemeriksaan Spesimen terhadap tersangka penderita Al, pengobatan terhadap penderita
dan menyiapkan 44 kemudian berkembang menjadi 100 Rumah Sakit rujukan Al

( Renstra Al 2006~ 2008).
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Kebijakan yang telah dibuat oleh Deptan, Depkes dan Bappenas serta Komisi
Nasional Flu Burung sering tidak berjalan efektif terutama pada implementasi di
lapangan. Penerapan otonomi daerah telah membuat multi penafsiran tentang kebijakan
yang datang dari supra struktur. Respon kebijakan ditanggapi secara beragam sesuai
selera kedaerahan. Contoh nyata adalah kebijakan pelarangan pemeliharaan unggas
sektor IV rumah tangga (Vilage and back yard production). Ada kepala daerah yang
seria merta memberlakukan pemusnahan masal (stamping ouf) pada seluruh unggas
contoh di DKI, memberlakukan pemusnahan selektif seperti di Bogor, bahkan tidak
memberlakukan pelarangan pemeliharaan di sektor TV seperti di Depok.

Adalah satu fenomena yang menarik, DKI Jakarta secara nyata densitas populasi
unggas rendah tetapi tinggi dalam densitas populasi manusia dibanding dengan Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Telah pula kita ketahui bahwa jum!lah kasus
confirmed, probable maupun suspect DKI Jakarta menempati urutan tertinggi di
Indonesia, dengan tingkat kematian (CFR) yang tinggi pula, Pertanyaannya apakah ini
berkaitan dengan pola lalu lintas unggas ratusan ribu ekor yang masuk ke Wilayah DK1
tiap hari yang tak termonitor dan tak terkendali? Ataukah wabah AI di DKI telah
melangkah satu langkah lebih maju menuju pandemi yaitu penularan dari manusia ke
manusia (Tahap ke 4 pandemi Al dari 6 tahap) dengan Cluster yang masih terbatas.

Kebijakan pertama dalam rangka mengendalikan wabah Al yang cukup serius
telah ditunjukkan Pemda DK Jakarta Pada 24 - 26 Pebruari 2006. Pada rentang waktu
selama tiga hari berturut turut Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Gerakan melawan
wabah Avian Influenza. Genderang perang melawan Al ditabuh oleh Gubernur Sutiyoso
pada apel penanggulangan dan pemberantasan Al pada Jumat 24 Pebruari 2006 yang

dihadiri antara ain oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono serta pejabat Depkes.
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Pemda DKI menerjunkan Tim yang terdiri dari Dinas Peternakan, Aparat
Kecamatan dan Kelurahan, PDHI, mahasiswa FKH IPB, PMI dan unsur masyarakat
lainnya. Tim menyebar ke 5 wilayah DKI (55 kelurahan yang dicurigai terinfeksi Al)
untuk melakukan pengambilan sampel pemeriksaan dari kotoran di dubur ayam/burung
lalu diuji dengan Tes Cepat (Rapid Test) Avian Influenza Virus Antigen Test.

Hasilnya pemeriksaan terhadap 3000 sampel unggas dari 55 kelurabhan di 5
kotamadya DKI didapatkan 37 unggas dinyatakan positif terinfeksi HSN1 atau 1,2 %.
Suvatu angka yang cukup signifikans secara statistik. Jika jumlah sampel pemeriksaan
diperbesar kemungkinan akan ditemukan jumlah angka yang jauh lebih besar lagi. Hari
pertama pemeriksaan didapatkan 20 ekor positif H5N1, hari kedua 15 ekor dan hari ke
tiga 2 ekor. Al sudah terdeteksi dihampir seluruh DKI terutama kelurahan-kelurahan di
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kelurahan tersebut
antara lain Senen, Sawah Besar, Duri Kosambi, Pondok Kopi, Cipinang Melayu, Duren
Sawit dan Pisangan timur, Kupang Rawa, Johor Baru, Srengseng, Grogol Selatan dan
Utan Kayu. (Indo Pos, 27 Pebruari 2006).

Daerah yang dinyatakan positif dilaksanakan Depopulasi selektif terhadap semua
jenis unggas yang ada pada radius yang ditetapkan kurang lebih 1 km dari Zona beresiko
tinggi (High Pathogenic Avian Influenza). Tantangan dalam kebijakan ini adalah
perlawanan dari pemilik ternak/unggas kesayangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
menurut mereka dana kompeﬁsasi yang diberikan sebesar Rp. 10.000,- tidak seimbang
dengan dana yang dikeluarkan untuk membeli hewan tersebut. Akibatnya pemusnahan
unggas pada Zona Resiko Tinggi tidak dapat dilakukan dengan tuntas dan sering
berujung pada konflik pemilik dengan petugas. Sehingga pelaksanaan depopulasi tidak

berjalan sesuai tujuan.
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Langkah yang lebih tegas Pemda DKI dalam penanggulangan wabah Al di
wilayah DKI adalah diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 tahun
2007 tanggal 17 Januari 2007 dan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Depopulasi).

Kebijakan ini mengatur tentang pemeliharaan dan peredaran unggas jenis ayam,
itik, entok, angsa, burung dara dan burung puyuh terhitung mulai tanggal 1 Pebruari
2007 masyarakat di DKI dilarang memelihara unggas jenis ini di pemukiman.
Disamping itu dalam kebijakan ini juga diatur tentang kebijakan peredaran unggas,
penunjukan pejabat dan instansi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan
oleh Dinas Peternakan, Dinas kesehatan, Dinas frantib serta Walikota madya DKI
Jakarta,

Tiga bulan setelah terbitnya Pergub No. 15 tahun 2007, barulah Perda nomor 4
Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemelibaraan dan Peredaran Unggas (Depopulasi) di
DKI Jakarta diundangkan. Produk perundangan hasil karya Eksekutif dan Legislatif ini
mulai berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 19 April 2007.

Kedua Produk kebijakan ini ditujukan untuk pengendalian wabah AI di DKL
Penyusunan produk kebijakan ini dilakukan oleh Aktor/Stakeholder pembuat Kebijakan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor Input, Proses dan Output yang berpengaruh
terhadap kebijakan.

Fokus penelitian ini adalah pada analisis kebijakan pengendalian wabah Al di
DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 tahun 2007
dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahuan 2007, tentang

Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Depopulasi). Disamping itu pada
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penelitian ini juga akan melihat pengaruh Pra depopulasi Unggas dan Pasca depopulasi
Unggas terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas pada manusia akibat wabah Al. Pra
depopulasi unggas adalah rentang waktu antara kasus pertama yang dilaporkan di DKI
Jakarta sampai dengan tanggal 31 Januari atau batas akhir diperbolehkannya memelihara
unggas di pemukiman. Sedangkan Pasca Depopulasi Unggas adalah rentang waktu
dimulainya pelarangan pemeliharaan unggas di pemukiman (tanggal 1 Pebruari 2007).

Analisis terhadap kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas dilakukan sesuai rekomendasi Easton dalam Buse
et.al (2005) yang mengatakan “Sistem kebijakan merupakan seluruh pola yang
melibatkan tiga unsur, vaitu : Input, Proses dan Qutput. Dalam filosofi ini, suatu
kebijakan dianggap sebagai suatu kesatuan dan komponen yang saling berhubungan
yang dibangun atas ketiga unsur tersebut. Pendekatan ini menuntut perlunya pemahaman
tentang unsur-unsur yang membangun sistem kebijakan tersebut. Sehingga pada setiap
elemen tersebut sclanjutnya akan diteliti dan dianalisis secara iebih dalam untuk
mencapai tujuan dalam penelitian ini.

Outcome atau dampak kebijakan akan dilihat dari tingkat morbiditas dan
mortalitas pra dan pasca depopulasi. Disamping itu Qutcome kebijakan akan dilihat
dengan menganalisis aspek Lingkungan Strategisnya aspek Ipoleksosbudhankam,
geografi, demografi, dan kekayaan alam (4stagatra). Aspek-aspek di atas dianalisis
dengan tujuan melihat dampak yang ditimbulkan dari kasus Al, dimana tidak hanya
kesehatan hewan dan manusia yang dirugikan akan tetapi hampir berpengaruh pada

semua sektor kehidupan.
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Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis, metodologis dan
aplikatif khususnya bagi peneliti sendiri maupun pengambil keputusan dalam upaya
pencegahan dan pengendalian wabah Al di DKI Jakarta khususnya dan di Indonesia

pada umumriya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat di sintesa rumusan masalah sebagai
berikut:

Avian Influenza bukanlah penyakit baru. Penyakit ini diduga telah ada ratusan
tahun lalu dan merupakan penyakit khas pada sejenis unggas. Seiring berjalannya waktu
virus Al yang memiliki kemampuan bermutasi dan dapat menyerang jenis hewan lain
bahkan mampu menular pada manusia (Zoonosis).

Al menjadi penyakit yang hingga kini masih misterius. Banyak pertanyaan yang
belum terjawab berkaitan wabah Al Isu di seputar wabah Al tidak saja masalah
peternakan, keschatan hewan, keschatan manusia semata, tetapi meluas menjadi wacana
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan pertahanan dan keamanan.

Berbagai upaya atau strategi penanggulangan global, regional, nasional serta
lokal telah dan sedang diupayakan dengan satu tujuan mengendalikan wabah, bila
mungkin memusnahkan wabah.

Salah satu strategic actions dalam pengendalian wabah yang direkomendasikan
baik oleh WHO, OIE, Deptan dan Depkes adalah Strategi Depopulasi pada unggas.
Diketahui bahwa unggaslah hewan yang hingga saat ini diakui para ahli sebagai Induk

semang antara penular penyakit Al secara langsung pada manusia, dengan

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



11

menghilangkan unggas (Hosf) sebagai salah satu komponen “The Epidemiologic
Triangle™. Dalam Teori tersebut suatu penyakit timbul akibat dari beroperasinya faktor
agen (Agenf), induk semang (Host) dan lingkungan (Environment). Penyakit timbul
kalau ketiga faktor tersebut ada dan saling mendukung, Bila salah satu dari ketiga faktor
tersebut dihilangkan maka secara otomatis penyakit akan dapat dikendalikan,

DKI Jakarta menjadi obyek penelitian ini karena DKI diklaim oleh para ahli
adalah pusat (Epicentrum) dari wabah Al di Indonesia. DKI merempati rangking
tertinggi sebelum akhimya disusul Jabar dalam jumlah kasus (morbiditas dan mortalitas
manusia). Angka CFR di DXKI juga menempati rangking tertinggi (86,4 %). Di DKI
pulalah untuk pertamakalinya kebijakan Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran
unggas (depopulasi) diatur oleh per:-a.turan perundangan secara tegas (Pergub No. 15
Tahun 2007 dan Perda No. 4 Tahun 2007).

Penelitian ini melakukan analisis terhadap kebijakan pengendalian wabah Al di
DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 tahun 2007
dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas (Depopulasi) di DKI1 Jakarta. Disamping itu
penelitian ini akan melihat pengaruh Pra depopulasi Unggas dan Pasca depopulasi

Unggas terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas pada manusia akibat wabah Al.

1.3.  Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana Garis Besar Kebijakan Pemerintah Pusat dan bagaimana peran
pelaku kebijakan dalam kaitannya dengan strategi depopulasi unggas.

1.3.2. Bagaimana konstribusi aspek input, proses dan output serta outcome dari strategi

depopulasi unggas di DK Jakarta.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

14.

1.4.1.

1.4.2.

12

Bagaimana wujud kebijakan Pemda DKI dan bagaimana peran pelaku kebijakan
dalam mengendalikan wabah Al khususnya strategi depopulasi unggas.
Bagaimana implementasi kebijakan Pemda DKI dalam depopulasi unggas
dilaksanakan di DKI Jakarta.

Bagaimana pengaruh atau dampak strategi kebijakan depopulasi unggas di DKI
Jakarta terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas manusia di DK Jakarta.
Bagaimana Bentuk Peta Geomedik wabah Al di DKI Jakarta pra dan pasca

depopulasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum, Menganalisis Kebijakan Pengendalian Wabah Al di DKI
Jakarta melatui Pergub No. 15 Tahun 2007 dan Perda No. 4 Tahun 2007, tentang
Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas ({Depopulasi), dan
mengetahui  pengaruh kebijakan tersebut terhadap tingkat morbiditas dan

mortalitas manusia di DKI1 Jakarta.

Tujuan Khusus

1.4.2.1. Mengetahui Garis Besar Kebijakan Pemerintah Pusat dan peran pelaku
kebijakan dalam kaitannya dengan strategi depopulasi unggas.

1.4.2.2. Mengetahui Bagaimana konstribusi aspek input, proses dan output serta
outcome dari strategi depopulasi unggas di DKI Jakarta.

1.4.2.3. Mengetahui wujud kebijakan Pemda DKI dan peran pelaku kebijakan

dalam kaitannya dengan strategi depopulasi unggas.
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1.4.2.4. Mengetahui implementasi kebijakan Pemda DKI dalam kaitannya
dengan strategi depopulasi unggas utamanya pada era otonomi daerah
dilihat dari implementasinya di DKI Jakarta.

1.4,2.5. Mendapatkan gambaran pengaruh strategi kebijakan depopulasi unggas
di DKI Jakarta terhadap tingkat morbiditas dan mortalitas manusia di
DK1 Jakarta.

1.4.2.6. Mendapatkan gambaran bentuk Peta Geomedik wabah Al di DKI

Jakarta pra dan pasca depopulasi.

Manfaat Penelitian

Manfaat akan disusun sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, meliputi

manfaat teori, manfaat metodologis dan manfaat aplikasi antara lain :

1.5.1. Manfaat Teoritis  Sebagai sumbangan referensi akademis berkaitan dengan

Wabah Al yang hingga kini masih menyimpan pertanyaan seputar Al yang

belum terjawab.

1.5.2. Manfaat Metodologis Thesis ini diharapkan menambah pengetahuan

tentang metodologis studi kebijakan dan keaneragaman analisis dalam studi

kebijakan.

1.5.3. Manfaat Aplikasi  Dari Thesis ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Lembaga/komisi maupun Stakeholders yang terkait dengan kebijakan
pengendalian A] utamanya pada era otoda dewasa ini.
b. Pemda DKI Jakarta sebagai bahan kajian akademik pembuatan peraturan

daerah dalam kaitan wabah Al
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c. Dinas Peternakan DKI dan Sudin Peternakan kota sebagai bahan penyusunan
strategi pengendalian Al

d. Dinas Kesehatan DKI, Sudinkes kota serta RS Rujukan Al sebagai bahan
penyusunan strategi pengendalian Al di DKI Jakarta.

e. Pengusaha pada sektor perunggasan yang terkena dampak langsung dari
kebijakan depopulasi unggas.

f. Masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan depopulasi unggas.,

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metoda penelitian kualitatif. Penelitian
akan dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Bantuan dari pihak lain (penghubung) baru
diperlukan saat proses menjumpai para informan sebagai sumber data primer. Pada
penelitian kualitatif populasi dan sample tidak dikenal, tetapi berupa Informan
didasarkan pertimbangan pada pengetahuan pemahaman pada kebijakan
penanggulangan Al pada tataran internasional, nasional maupun lokal (DKI Jakarta).
Terkait topik, ruang lingkup dan lokasi penelitian informan yang akan dimintai
pendapatnya di bagi atas dua kelompok yaitu Informapn Utama yaitu informan yang
terkait langsung dengan proses pembuatan kebijakan depopulasi unggas di DKI Jakarta
(Stakeholders Lokal DKI) serta Informan Pendukung yaitu informan yang tidak terkait
langsung namun memiliki pengaruh strategis (Stakeholders Nasional) dan pada
penelitian ini juga kami sertakan informan dari masyarakat yang terkena dampak secara
langsung kebijakan depopulasi ini.

Penelitian dilakukan di seluruk DKI Jakarta meliputi Jakarta Pusat, Jakarta

Utara, Jakarta Barat, Jakarta selatan dan Jakarta Timur. Data utama diperoleh di Dinas
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Kesehatan dan Dinas Peternakan Propinsi DK1, Dinas Kesehatan dan Subdin Peternakan
di lima kotamadya di DKI tersebut. Data Pendukung untuk crossceck perlu dilakukan di
Depkes, Deptan, DPRD DKI Jakarta, Komnas Flu Burung, Asosiasi Perunggasan
Nasional, Kelompok profesi Veteriner, Lembaga Riset dan perguruan tinggi lainnya
yang relevan dengan kasus Al.

Penelitian dilakukan selama Dua Belas bulan, empat bulan pertama uvntuk
memperoleh data morbiditas dan mortalitas sebelum dilakukannya kebijakan depopulasi
di DKI serta analisis kebijakannya. Enam bulan berikutnya untuk memperoleh data
tingkat morbiditas dan mortalitas setelah dilakukannya kebijakan depopulasi di DKI serta
evaluasi kebijakannya, menguji pengaruh kebijakan depopulasi terthadap morbiditas dan
morialitas.

Data kualitatif dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara mendalam
(Indepr Interviev) terhadap informan yang telah ditentukan.

Analisis terhadap seluruh data primer dan sekunder dianalisa sesuai kaidah
statistik. Data kualitatif dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis isi (content
analysis}) dan Stakeholders analysis dengan maksud untuk membahas sesuai
topik/masalah yang diangkat sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil data primer. Data hasil
penelitian kemudian disajikan/ditampilkan dalam bentuk matriks, diagram, tabel, grafik
dan naratif dengan tujuan untuk memudahkan dalam interpretasi.

Hasil penpelitian ini nantinya sangat berguna dan memberi manfaat baik manfaat
teori, metodologi maupun aplikasi dalam pengendaliaan Al di DKI Jakarta khususnya

Indonesia umumnya.
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BAB IT
TINJAUAN PUSTAKA

2.1, Flu Burung (Avian Influenza)
2.1.1. Analisis Situasi AY

Virus Influenza pada abad 20 telah beberapa kali menimbutkan pandemi.
Pandemi itu antara lain Spanish flu mewabah pada tahun 1918 di Eropa, penyebab
adalah Virus Influenza Tipe A (HIN1). Korban berkisar antara 40-50 juta, 50 %
korbannya adalah usia muda dan sehat. Korban meninggal setelah beberapa hari setelah
infeksi (Peiris, 2005).

Pada tahun 1957 pandemi influenza mewabah lagi kali ini di Asia disebut juga
Asian Flu. Penyebabnya adalah Virus Influenza Tipe A (H2N2), mengakibatkan 1 juta
jiwa meninggal Kemudian pada tahun 1968 di hongkong timbul lagi wabah disebut
dengan HongKong Flu. Penyebab adalabh Virus Influenza Tipe A (H3N2)
mengakibatkan korban meninggal 1 juta jiwa. Hongkong flu hingga sckarang masih
mewabah secara sporadis.

Pada tahun 1997 kembali dunia dikejutkan dengan adanya wabah oleh Virus
Influenza tipe A (H5N1) dikenal luas sebagai Virus Flu Burung (4dvian Influenza) di
Hongkong. Dari wabah di Hongkong ini untuk pertama kalinya menelan korban jiwa
manusia di tabun 2000. Tahun 2003 virus menyebar secara cepat menyebar ke Korea

Selatan, Jepang, Vietnam, Thailan, Kamboja, China, Turki dan masuk Indonesia.
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2.1.1.1, Perkembangan Kasus Al Global

Kini wabah telah menyebar ke Eropa Barat dan Afrika. Menurut sumber
WHO dan Jurnal Ilmiah The /ancet bila wabah tidak ditanganai secara baik dan
tepat diperkirakan 50-60 juta jiwa akan melayang. Hingga akhir Maret 2007
berdasarkan laporan WHO 270 orang "Confirmed” terserang Al dan 164 orang
diantaranya meninggal dunia. Korban dengan angka tertinggi berasal dari

Indonesia, diikuti oleh Vietnam, Thatland dan China.

Tabel 2.1. Kasus Al “Confirmed” Global ( s/d akhir Maret 2007)

NEGARA KASUS MENINGGAL | CFR (%)
Indonesia 89 68 76,4
Vietnam 93 42 452
Thailand 25 17 68,0
RRC 22 14 63,6
Mesir 14 6 42,9
Ajerbaijan 8 5 60,3
Cambodia 6 6 100
Iraq 2 2 100
Lain-lain 11 4 36,4
Total 270 164 60,7

Sumber : Posko KLB Flu Burung Depkes R1.
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2.1.1.2. Perkembangan Kasus Al Nasional

Perkembangan Al secara nasional dimulai sejak pertengahan 2004. Out
Break awalnya di peternakan komersial pamun seiring waktu tumbuh dan
menyebar secara pesat di area peternakan tidak saja komersial namun pada
peternakan rumahan/rakyat ( Village and back yard production).

Hingga akhir maret 2007 Al telah dilaporkan di 30 Propinsi dari 33
propinsi dengan jumlah kematian pada unggas mencapai ratusan juta. Pada
Manusia kasus Confirmed Al yang dilaporkan posko KLB Depkes RI hingga
akhir Maret 2007 sejumlah 89 orang, 68 diantaranya meninggal dunia dengan
tingkat CFR 76,4 %. Kasus tertinggi di Jawa Barat diikuti DKI Jakarta, Banten,
Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Sumatera Utara.

Kasus Probable dan Suspect Al secara nasional jumlahnya lebih besar
lagi. Bila dijumiahkan keseluruhan mencapai 553 kasus 139 diantaranya
meninggal dunia. dengan tingkat CFR 25,14 %.

Propinsi yang telah melaporkan kasus hingga maret 2007 diantaranya
Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa
Yogjakarta, Lampung, Sumatera Seclatan, Swmatera Utara, Sumatera Barat,
Sulawesi selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Angka kasus tiap
daerah berbeda-beda namun Al cenderung pada daerah yang populasi penduduk

dan populasi manusia yang memiliki kepadatan (Densitas) tinggi.
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Tabel 2.2 ; Kasus Al “Confirmed” Nasional (s/d akhir Maret 2007)

PROPINSI KASUS MENINGGAL | CFR (%)
Jawa Barat 29 23 79,3 %
Banten | 12 10 U833%
Jawa Timur 7 4 57,1 %
fawa Tengah 5 4 80,0 %
DI Yogjakarta - - 0%
Sumatera Utara 7 6 85,7 %
Lampung 3 0 0%
Sumatera Barat 2 0 0%
Sumatera selatan 1 1 100%
Sulawesi Selatan 1 1 100 %

OTAL 89 68 76,4

Sumber : Posko KLB Flu Burung Depkes R1.

Tabel 2.3 : Kasus AI “ Probable” Nasional (s/d akhir Maret 2007)

PROPINSI KASUS MENINGGAL| CFR (%)
IDKI Jakarta 7 2 28,6 %
Jawa Barat 3 2 66,7 %
IPanten 3 1 333%
Sulawesi Selatan 1 0 0%
TOTAL 14 5 35,7 %

Sumber : Posko KLB Flu Burung Depkes RI.
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Tabel 2.4 : Kasus Al “ Suspect” Nasional (s/d akhir Maret 2007)

PROPINSI KASUS IMENINGGAL CFR (%)

Jawa Barat 133 17,7%
Banten
Jawa Timur 39 o 0 %
Jawa Tengah 28 7 25,0 %

I Yogjakarta 16 1 6,3%
Sumatera Utara 7 2 28,6 %

ampung 16 1 6,3 %
Sumatera Barat 27 0 0%
Sulawesi Selatan 4 1 4,2 %
[Lain-lain 18 3 [Bervariasi
TOTAL 450 6 14,67

Sumber : Posko KIL.B Flu Burung Depkes RI.

Tabel 2.5 : Rekapitulasi Kasus Al pada Manusia (s/d akhir Maret 2007)

DIAGNOSA KASUS MENINGGAL CFR ( %)
Confirm 89 68 76,4
[Probable 14 5 35,7
Suspect 450 66 14,67
TOTAL 553 139 25,14

Sumber : Posko KL.B Flu Burung Depkes RI. (Diolah)
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2.1.1.3. Perkembangan Kasus Al Lokal (DKI Jakarta)

Perkembangan AI di DKI Jakarta diduga telah ada pada pertengahan
2004 dan tumbuh dengan pesat sepanjang tahun 2005. Pada awal 2005 dan 2006
DKI Jakarta menempati rangking perfama dalam jumlah kasus nasional sebelum
disusul oleh Jawa Barat. Posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan tingkat
kebutuhan konsumsi daging unggas diduga turut memicu perkembangan Al
Ratusan ribu unggas tiap hari masuk kota Jakarta dari Jateng, Jabar, Lampung
dan Banten turut memberi andil penyebaran penyakit (Saptonohadi, 2005).

Menurut data Dinas Kesehatan DKI, hingga akhir Maret 2007 di wilayah
DKI Jakarta Al dilaporkan kasus Confirmed Al 22 kaus 19 diantaranya
meninggal atau CFR 86,4 %, kasus Probable AI 7 kasus 2 diantaranya
meninggal dan kasus Suspect Al 98 kasus 25 diantaranya meninggal terdistribusi

di 5 kota di wilayah DKI.

2.1.2 Patofisiologi Virus Influenza

Virus Influenza termasuk family Orthomyxoviridae dengan tiga tipe virus yaitu
A, B dan C. Sedangkan karakteristik morfologi dari semua tipe, subtipe dan strain virus
influenza adalah mirip. Struktur virus terdiri dari 8 nukleokapsid dalam susunan heliks
ganda dibentuk oleh nukleoprotein dan protein matrik (M) yang dikenal sebagai antigen
internal, kemudian masih ada haemaglutinin (HA) dan Neuramidase (NA) yang dikenal
juga sebagai antigen permukaan. HA antigen adalah antigen utama yang memungkinkan

virus influenza menempel pada sel tubuh penjamu, menyebabkan infeksi dan
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terbentuknya antibodi (Ig A dan Ig G) yang akan menetralisir infeksi virus tersebut
(Mirawati S. 2005).

Virus influensa pada manusia adalah tipe A, B dan C. Ada beberapa yang telah
berhasil diisolasi dari manusia antara lain : HIN1, H2N2, H3N2, HIN2 dan H5N1. Jenis
subtipe yang mempunyai efek penularan cepat dan luas adalah A (HIN1) dan A(H3N2)
serta tipe B.

Virus influenza pada hewan adalah tipe A. Sedangkan serotipenya cukup banyak
paling tidak 15 serotipe kombinasi dari 15 HA dan 9 NA. Virus dapat diisolasi dari
golongan unggas, babi, kuda, sapi ikan paus, anjing laut bahkan Jerman akhir-akhir ini
dilaporkan pada kucing.

Virus Avian Influenza (AI) menurut virulensinya dibedakan menjadi dua yaitu
High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI).
HPAI ditemukan di Indonesia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Canada dan Belanda.
Sedangkan LPAI ditemukan di China, Korea, Jepang dan USA. Di Hongkong ditemukan
dua-duanya HPAI dan LPAI. Akhir-akhir ini telah berhasil diisolasi virus Al olch
peneliti biologi molekuler dari Balai Penyelidikan Penyakit Veteriner Deptan RI dari
virus di lapangan. Strain isolat lapangan ini memiliki ciri genom yang berlainan
sehingga dinamakan menurut tempat ditemukan. Strain ini antara lain : Strain
Yogjakarta, Kulonprogo, Wonosobo, Tulungagung, Bangli, Manggarai, Kupang,

Tangerang, Simalungun, Purworejo, Bantul dli. (Naipospos. 2006)
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2.1.2.1 Sifat Virus

Virus Al dapat bertahan hidup dalam air dengan suhu 22 °C selama 4 hari
dan pada suhu 0 °C selama 30 hari. Pada daging ayam akan mati pada pemanasan
80 °C selama 1 menit, dan pemanasan 60 % selama 30 menit. Virus Al pada
telur ayam akan mati pada pemanasan 64 °C selama 4,5 menit. Virus akan
bertahan lama dalam faeces ayam. Sifat virus sangat tidak stabil mudah berubah
(mutasi) dari tidak ganas menjadi ganas dan sebaliknya. Virus akan mati pada
sediaan amonium kuatener, formalin 2-5%, iodin, phenol dan natrium hipoklorit
(Naipospos.2006).

Gambar 2.1 : Penampang Virus Avian Influenza dan susunan genomnya.
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2.1.2.2 Mutasi Gen.Dalam hal mutasi gen virus Avian Influenza dikenal dua
macam :

a. Antigenic Drift (Perubahan antigenik Minor). Yaitu terjadinya
perubahan yang minimal pada asam amino di RNA pada HA dan NA virus, tidak
menyebabkan terbentuknya serotipe baru, tapi bisa menyebabkan epidemik. Saat
ini di belahan bumi utara sudah terjadi antigenik drift dari A(H3N2) panama
menjadi A(H3N2) Fujian. Antigenik drif ini sering terjadi pada tipe A dan B
(Kurniawan L.2005).

b. Antigenic Shift (Perubahan antigenik Mayor). Yaitu perubahan yang
mendadak dimana seluruh RNA virus diganti dengan RNA yang baru, sehingga
terbentuk serotipe yang baru. Perubahan antigenik mayor ini biasanya terjadi
apabila virus influenza A(H3N2) atau A(HIN1) bertemu dengan virus invluenza
A(H5N1) yang akan mengakibatkan perubahan genetik dan menghasilkan varian
virug baru. Varian virus baru ini tidak dikenal sebelumnya, dan oleh karenanya
imunitas individu dan imunitas kelompok (population immunity) tidak ada, hal
ini dapat mencetuskan pandemi . Apabila penanganan penyakit ini tidak segera
diperkirakan virus ini dapat kembali mengalami perubahan antigenik minor
(drift) yang mencetuskan pandemi global atau interpandemi. Para ahli
memperkirakan siklus pandemi influenza terjadi antara 10 hingga 40 tahun sekali

{Kurniawan L. 2005).
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2.1.2.3 Reservoir dan Cara Penularan

Reservoir alamiahnya adalah sejenis unggas liar dan unggas air seperti
itik, dan enthok Dapat pula menular pada unggas domistik, burung puyuh,
merpati, babi, bahkan akhir akhir ini dilaporkan menular pada kuda, ikan paus,
anjing laut, sapi ,kucing dan manusia. Al pada unggas dapat menyebar dengan
cepat diantara populasi dalam satu flok (Cluster ) peternakan dan mengakibatkan
tingkat kesakitan (Morbidity Rate} 80100 % serta Tingkat kematian (Fatality
Rate) 80-100 %. Al pada unggas dengan tingkat kesakitan dan kematian begitu
besar hanya dapat disaingi oleh penyakit New Castle Dissease (ND), sechingga
awalnya pada tahun 1994 penyakit ini dikira adalah Strain baru ND.

Kotoran, sekreta hidung dan mulut unggas terinfeksi merupakan agen
penular Al. Virus yang ada di kotoran akan menyebar mencemari air, peralatan
kandang, dan udara sekitar. Penularan dari hewan ke manusia tidak mudah
karena antara hewan dan manusia memiliki reseptor yang berbeda. Untuk
menular ke manusia diperlukan prasarat tertentu dalam struktur genom virus Al,
sehingga sesuai dengan reseptor yang dimiliki manusia. Babi diduga sebagai
pecampur (Mixing) yang tepat untuk merubah genom virus didukung oleh sifat
Virus Al yang sangat tidak stabil sehingga dapat terjadi mutasi gen membentuk
Serotipe baru yang Patogen maupun sebaliknya. Penularan dari manusis ke
manusia sejauh ini belun dapat dibuktikan (Naipospos. T. 2006).

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Kesehatan Hewan
Dunia (OIE) terdapat ¢ tahap dalam penularan Virus Avian Influenza (Al)

menuju pandemi yaitu :
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Tahap 1 : Al menular hanya pada sejenis unggas liar,
Tahap 2 : Al menular dari unggas liar ke unggas domestik dan hewan lain.
Tahap 3 : Al menular dari hewan ke manusia.
Tahap 4 : Al menular dari manusia ke manusia namun pada area terbatas (Small
Cluster)
Tahap 5 : Al menular dari manusia ke manusia dengan area yang cukup luas
(Larger Cluster)

Tahap 6 : Al menular ke area yang sangat luas (Pandemic).
2.1.24 Gejala Klinis

Gejala klinis Al pada hewan ditandai dengan nafsu makan menurun
sampai hilang, suara ngorok, pilek (snot), jengger dan kepala membiru., Pada
bedah bangkai dijumpai kerusakan pada organ pernafasan dan pencernaan. Ciri
yang mencolok adalah terjadinya kematian mendadak dengan tingkat kematian
yang sangat tinggi dalam populasi. Gejala klinis AI pada manusia adalah seperti
gejala flu pada umumnya yaitu demam tinggi (> 38 C), sakit tenggorokan, batuk,
pilek (beringus), nyeri otot, sakit kepala dan dalam waktu singkat perjalanan
penyakit menjadi memburuk dan munculnya radang paru-paru (Pneumonia) dan
pasien akan mati karena gagal napas (Naipospos.T, 2006).

Menurut WHO Kasus Al pada manusia gejala klinisnya dikelompokkan
menjadi tiga yaitu :
a. Kasug Possible (Suspect) :

1. Radang Pernafasan Akut (demam) 38 °C, batuk, sakit tenggorokan,

pilek, atau
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2. Seminggu terakhir berkunjung ke peternakan yang terinfeksi Al, atau
3. Kontak dengan penderita influenza Sub Type A (H5N1) yang
Konfirm, atau.
4. Petugas laboratorium yang memeriksa spisemen orang atau hewan
tersangka Al (HSNI).

b. Kasus Probable. Adalah kasus Possible (Suspect) disertai salah satu :
13 Dalam waktu singkat menjadi pneumonia, atau
o Tes laboratorium terbatas mengarah ke virus Al subtype A H5NI
positif (HI tes atau IFA menggunakan monoklonal antibodi ) atau.
3. Tidak ada bukti penyebab yang lain.

c. Kasus Confirmed :
1. Kultur Virus Influenza subtype A (H5NI) positif atau
2, PCR influenza (HS5) positif. Atau

2 Peningkatan titer antibodi HS sebesar 4 kali.

2.1.2.5 Diagnosa

Diagnosa terhadap kasus AI dapat ditegakkan dengan jalan mengetahui
riwayat penyakit, melihat gejala klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium adalah darah (serum),
usap tenggorok, bilas tenggorok, dan usap hidung. Uji laboratorium yang
digunakan adalah HI test untuk melihat kenaikan titer antibodi, PCR (Polimerase
Chain Reaction) untuk memastikan virus A (H5NI) dan tindakan Isolasi virus

(Mirawati.S. 2005).
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2.1.2.6 Pengobatan

Tindakan yang diambil bila terdapat kasus suspect Al menurut Depkes
adalah :
a. Oksigenasi jika terdapat sesak napas.
b. Hidrasi dengan pemberian cairan parenteral  infus).
¢. Pemberian antivirus oseltamivir (Tamifiu) 75 mg dosis tunggal selama 7 hari.
Pemberian pada anak kurang dari 15 kg adalah 30 mg 2 kali sehari. 15-23 kg
adalah 45 mg 2 kali sehari. Oseltamivir berfungsi untuk mencegah maturasi
(kematangan} virus menjadi bentuk dewasa sehingga efektif digunakan pada 1-2

hari setelah terinfeksi dan tidak efektif pada kasus lama.

2.2. Kebijakan Kesehatan
2.2.1. Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan

Kebijakan atau Policy menurut Webster Dictionary didefinisikan sebagai berikut
”Method of action selected to guide and determine present and future decisions” artinya
metoda dari aksi yang dipilih untuk membimbing dan menentukan keputusan saat ini
maupun yang akan datang.

Kebijakan Publik atau Public Policies merupakan rangkaian tindakan,
pernyataan, peraturan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah untuk
mengarahkan tindakan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat (Dunn, 2003).
Kebijakan Publik dimaksudkan untuk menanggulangi berbagai masalah yang dibadapi
oleh publik, sehingga keadaan yang mengakibatkan ketidakpuasan maupun kebutuhan-

kebutuhan publik perlu dicarikan cara pemecahannya. Aktor yang terlibat dalam
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pemecahan masalah publik adalah mereka yang secara langsung terkena akibat dan
pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Masalah Publik akan
berdampak pada kebijakan publik maka kebijakan publik adalah agenda pemerintah
sebagai tindakan pertanggungjawaban atas masalah yang timbul di masyarakat (Islamy,
2000).

Menurut Dwijowiyoto (2003), kebijakan publik dibedakan menjadi dua bagian
yaitu berdasarkan makna kebijakan dan berdasarkan bentuk kebijakan. Kebijakan
berdasarkan makna adalah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk
dilaksanakan atau sebaliknya untuk tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan
Publik berdasarkan bentuk, dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan tertulis seperti dalam
perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dil.
Kebijakan bentuk tidak tertulis atau lazimnya disebut Konvensi.

Suatu kebijakan timbul karena ada proses pembuatan kebijakan (Policy making)
yang melibatkan faktor stakeholders, content dan process sebagai tindak lanjut atau
Jollow up dari suatu permasalahan.

Aktor kebijakan atau Stakeholders dapat memberikan dukungan atau tuntutan
terhadap sasaran kebijakan. Aktor kebijakan terlibat langsung dalam pembuatan
kebijakan pada tahap perumusan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Aktor
kebijakan yang paling dominan dalam perumusan kebijakan untuk menentukan isi dan
memberikan legitimasi disebut penentu/pembuat kebijakan (Policy maker). Sementara
itu aktor lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan di luar policy maker biasanya
terdiri dari elite partai politik, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

adalah dikenal sebagai kelompok kepentingan (Oportunity group atan Pessure group).
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Sedangkan kelompok yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan atau unsur pelaksana
kebijakan maka kelompok terebut disebut target group.

Gambar 2.2, Segitiga Analisis Kebijakan ( Buse. Et al. 2005)

Context

Actors
o Individuals
e Groups

e  Organizations

Content Process
2.2.2. Analisis Kebijakan Kesehatan

Analisis kebijakan adalah bidang yang bersifat ilmu terapan dimana untuk
melaksanakan analisis diperlukan berbagai disiplin ilmu (Multi disiplin). Model. analisis
kebijakan lebih ditentukan oleh hal-hal yang bersifat situasional, dan sifat dari persoalan
itu sendiri, sehingga untuk analisisnya diperlukan pemahaman dan kajian terhadap
historis, hukum dan etika, antropologis, geografis kebijakan (Parson, 2005).

Menurut Dunn (2003), analisis kebijakan merupakan aktivitas pemahaman
terhadap suatu kebijakan, Implementasi dari kebijakan serta pengaruh dampak,
menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan (Policy makers)
maupun para pengguna (User).

Sedangkan tujuan analisis kebijakan adalah untuk menyempurnakan kebijakan
dengan cara menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan serta memberi umpan balik atau solusi terhadap

kebijakan yang akan datang.
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Nagel (1990) mensyaratkan analisis yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan yang baik meliputi sepuluh faktor yaitu : Keadaan eksternal tidak dalam
kondisi timpang, waktu tepat dan sumber daya cukup tersedia, sumber daya yang baik,
kebijakan berbasis teori yang tepat sebab-akibat, hubungan langsung antara sebab-
akibat, ketergantungan hubungan yang minimal, ada penjelasan tentang tujuan, tugas
dilakukan secara khusus dalam kejadian yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang
sempurna, kekuasaan memperoleh izin sempurna { hogwood et.al. 1984 dalam Walt,

1994).

Gambar 2.3. Pengelompokan Analisis Kebijakan model Gordon et.al

ANALISIES ANALISIS UNTUK
KEBUUAKAN KEBIJAKAN
1 2 3 4 ANALISIS
ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIZ ADYOKASI
DETERMINASI IS1 MONITORING & INFORMASI KEBUAKAN
KEBUAKAN KEBLKAN EVALUASI UNTUK
KEBIJAKAN KEBOAKAN

(Sumber : Gordon, et af (1997) dalam Parsons (2005)

Menurut Gordon et.al (dalam Parsons 2005), Analisis Monitoring dan kebijakan
menyatakan bahwa fokus analisis ini adalah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan
dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan apa dampak kebijakan terhadap suatu
persoalan tertentu.

Dunn (2003) merekomendasikan tiga pendekatan dalam menganalisis suatu

kebijakan meliputi :
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a. Pendekatan empiris, ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan
akibat dari suatu kebijakan. Tipe pertanyaan utama bersifat faktual (apakah sesuatu
ada?) dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriftif

b. Pendekatan valuatif, terutama ditekankan pada penentuan bobot atau nilai
beberapa kebijakan. Tipe pertanyaan berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?) dan
macam informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.

C. Pendekatan normatif, ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang
akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Tipe pertanyaan utama
berkenaan dengan tindakan/aksi (apa yang harus dilakukan?). Sedangkan macam
informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif.

Analisis kebijakan harus bersifat Comprehensif dan Integratif diperoleh dengan
yang mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan prospektif untuk secara terus
menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Analisis
kebijakan yang terintegrasi salah satunya dapat dilakukan dengan mengkaji secara

keseluruhan dari sistem kebijakan (policy system).

2.2.3. Kebijakan dan Peran Institusi Terkait Wabah Al
2.2.3.1. Peran, Posisi Lembaga Infernasional
Khusus Wabah Al, peran internasional seperti PBB telah dirasakan, terutama
penyiapan dukungan pengendalian penyakit berupa dukungan tehnis agar
pengendalian memenuhi standar internasional. Dalam sidang ke-62 United
Nations Economic and Social Comision for Asia and The Pasific (UNESCAP) 11

april 2006 di Jakarta David Nabbaro seorang anggota senior komite

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



1

33

penanggulangan Al PBB dan Paul Wolwofitz Presiden Bank Dunia menaruh
perhatian yang besar terhadap tuntasnya penanganan Al di Asia tenggara
khususnya Indonesia. Pada kesempatan itu dikucurkan dana 200.000 dollar AS
untuk komite nasional penanganan flu burung dan pencegahan pandemi
influenza, 130.000 dollar AS untuk studi restrukturisai peternakan unggas dan
sistem pemasarannya dan 15 juta dollar AS untuk surveilans dan kontrol untuk
hewan dan manusia (Kompas, 12 April 2006). Selain itu negara-negara kaya
dalam pertemuan di Beijing China juga mengikrarkan bantun dana untuk Al
sebesar 1,9 Miliar dollar AS untuk disalurkan ke berbagai negara yang terkena
dampak Al terutama diprioritaskan untuk komunitas rakyat miskin.(Kompas, 14

April 2006).

2.2.3.2. Peran dan Posisi Bapennas dan Komnas Al

Kebijakan pencegahan ,pegendalian dan pemberantasan Al pada awalnya
adalah menjadi wewenang Departemen Pertanian khususnya Direktorat Jenderal
Kesesehatan Hewan, Namun ketika Al telah berdampak pada kesehatan manusia
dan mengakibatkan korban jiwa manusia kebijakan penanganan berada pada
Deptan dan Depkes. Seiring waktu dua departemen ini mengeluarkan kebijakan
yang kurang sinkron dan cenderung sektoral. Sehingga kebijakan penanganan
ditingkatkan setingkat Menkokesra atau Bappenas.

Untuk strategi kebijakan penanganan secara nasional penanggulangan Al
BAPPENAS mengelurkan 10 kebijakan yaitu :

a. Pengendalian Penyakit pada hewan.
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b. Penatalaksanaan Kasus pada manusia.

¢. Perlindungan kelompok resiko tinggi.

d. Survailans pada hewan dan manusia.

e. Restrukturisasi sistem industri perunggasan.
f. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
g. Penguatan dukungan peraturan

h. Peningkatan kapasitas.

i. Penelitian dan kaji tindak

j.  Monitoring dan Evaluasi

2.2.3.3. Peran dan Posisi Departemen Pertanian

a. Kebijakan Pengendalian penyakit pada hewan.

1) Tujuan. Menurunkan kasus kematian hewan dan mencegah

kasus menyebaran penyakit ke tempat yang luas.

2) Target.
a) Mempertahankan daerah bebas Al
b) Membebaskan sektor 1 (Industri Unggas terintegrasi
dengan biosekurity tinggi) dan sektor 2 (produsen unggas non
integrasi dengan biosekurity sedang) perunggasan nasional pada

akhir 2000
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c) Menekan Al pada sektor 3 (produsen unggas komersial
dengan biosekurity minimum) dan scktor 4 (pelihara unggas
rumahan skala kecil dengan biosekurity nihil) pada akhir 2008.

d) Mencegah penularan Al pada hewan selain unggas.

Kegiatan pokok

a. Melaksanakan depopulasi selektif pada daerah tertular.

b. Melaksanakan stamping out pada daerah tertular baru.

C. Memperketat biosekurity

d. Meningkatkan pengawasan dan karantina terhadap lalu
lintas media pembawa Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAT)
e. Penyediaan Vaksin dan peningkatan cakupan vaksinasi

pada hewan terutama pada sektor 3 dan 4 industri perunggasan.

2.2.3.4. Peran dan Posisi Departemen Kesehatan

a. Penatalaksanaan Kasus pada manusia.

1)

Tujuan. Kecepatan dan ketepatan diagnosis penyakit, serta

penatalaksanaan kasus sesuai standar.

2)

Target :
a} Terdeteksinya penyakit Al paling lambat 3 hari di 8
laboratorium regional dan 1 laboratorium rujukan nasional.

b) Sernua kasus ditangani dengan standar pelayanan.
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¢) Menurunnya kematian akibat penyakit Al
3) Kegiatan Pokok ;
a. Pengadaan obat anti viral.
b. Pelaksanaan rujukan penderita ke RS yang ditunjuk.
c. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan kasus Al di
RS.
d. Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP)
penatalaksanaan kasus.

e. Pelatihan tenaga kesehatan

2.2.3.5. Peran Instansi Pendukung dan Masyarakat dalam Wabah dan
Upaya Pelaksanaan Kebijakan (sebagai obyek dari kebijakan)

Instansi pendukung yang terlibat dalam Pencegahan wabah Al telah dapat
dirasakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Instansi yang terlibat antara lain
Departemen Dalam Negri, Departemnen Pendidikan nasional, TNI dan Polri.
Peran serta Masyarakat juga tidak kalah pentingnya antara lain oleh Ormas, LSM

dan masyarakat itu sendiri.

2.3. Kebijakan Depopulasi Unggas

2.3.1. Filosofi Kebijakan, Maksud dan tujuan serta Landasan Hukum Kebijakan
Depopulasi

Filosofi dasar kebijakan depopulasi pada unggas diilhami oleh filosofi dari teori

Segitiga epidemiologi ”The Epidemiologic Trianggie”. Dalam Teori tersecbut suatu

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



1

37

penyakit timbul akibat dari beroperasinya faktor agen, induk semang dan lingkungan.
Penyakit timbul kalau ketiga faktor tersebut ada dan saling mendukung, Bila salah satu
dari ketiga faktor tersebut dihilangkan maka secara otomatis penyakit akan dapat
dikendalikan.

Gambar 2. 4 The Epidemiologic Triangle (Notoatmodjo, 2003)

INDUK SEMANG

(HOST)

PENYEBAB PENYAKIT LINGKUNGAN

(AGENT) (ENVIRONMENT)

Adapun maksud kebijakan depopulasi unggas adalah meniadakan atau
memusnahkan salah satu faktor dari The Epidemiologic Trianggle dalam hal ini adalah
Induk semang Antara penyebaran Al yaitu jenis unggas.

Sedangkan Tujuan kebijakan Depopulasi unggas adalah untuk mencegah
penularan Al lewat kontak langsung dengan unggas. Karena hingga kini para ahli masih
meyakini bahwa unggaslah hewan perantara penyebaran Al pada manusia.

Berdasarkan catatan Subdit Zoonosis Ditjen P2PL Departemen Kesehatan,
sebanyak 82.4 % penderita Al mempunyai riwayat kontak dengan unggas sebelum sakit

dan sebanyak 17,6 % mengaku tidak ada kontak dengan unggas.
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Gambar 2.5 : Induk Semang ( Host) Penularan Al

Spektrum Inang Virus Influenza A

influenza anjing laut
H7N7 H4N5
H3N2

: %ang asll ebek
—~ H1-H15 A
| M . A Fr——

influenza manusia T mﬂ"e"za et
H1N1 (1s33.1979) H5N1(1997,2003) "W H1N1 H3N2
H2N2(1957) HIN2(1999) H1N2

H3N2(1968) H1N2(2002)  Influenzaikan paus  H4NG(2000)

H7N7(2003) H3N2 FI3NS H5N1 (2004)

Sumber : Deptan Rl, (2006)

2.3.2. Kebijakan Komparatif Depopulasi

2.3.2.1. Strategi dan Kebijakan depopulasi di Negara Lain.

Ketika di Italia, pada 1999 terjadi wabah H7NI. di area populasi
padat, terjadi penyebaran cepat Al. Pemerintah setempat menerapkan
kebijakan Pemusnahan secara masal (stamping out), dengan pemusnahan
jutaan unggas. Kebijakan ini cukup efektif mengendalikan wabah Al di

negara itu, Namun Kebijakan sramping out tidak selalu dapat dilakukan
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terutama di daerah dengan populasi unggas yang padat (Happy K. Shieh,

2006).

Pemerintah Thailand melaksanakan kebijakan depopulasi begitu
mengetahui wabah AJ ada di negaranya. Depopulasi selektif dilakukan
pada awal tahun 2004 dengan memusnahkan 30 juta unggas. Pada wabah
kedua, bulan Juli dan Agustus 2004 (tahun yang sama) dimusnahkan 1
juta unggas. Pada Oktober 2005 memusnahkan lagi 50 ribu unggas.

Selain depopulatif sirategi yang yang diambil Thailand juga
meliputi laporan cepat penyakit dan menerapkan sistem pemantauan.
Membuang bangkai unggas beserta produknya, pembersihan dan
disinfeksi peralatan, karantina petermakan terinfeksi dalam radius $§ km.
Pengendalian pergerakan hewan contohnya dalam memindahkan unggas
ke tempat penjagalan dibutuhkan ijin khusus. Strtategi berikutnya yang
dilakukan Thailand adalah peternakan unggas ditingkatkan kualitas
menjadi peternakan standar dengan melakukan akreditasi peternakan
standar, registrasi dan identifikasi hewan terutama untuk ayam kampung
dan ayam petarung. Pelatihan peternak yang terkena dampak flu burung
sebelum melakukan restocking, pemantavan dan diagnosa, pelatihan
relawan desa. Pembagian daerah (Zoning) dan kompartementalisasi
unggas serta kompensasi terhadap peternak yang terkena dampak

kebijakan pemerintah (Somsak Pakpinyo, 2006).
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| Kebijakan yang hampir sama juga telah diterapkan oleh Vietnam,
bahkan Vietnam mengerahkan unsur militer dalam penanganan wabah
Al Dari kebijakan yang terpadu di Vietnam ini negara itu telah berhasil
mengendalikan Al dari Negara dengan tingkat Mortalitas dan morbiditas
! tertinggi di Dunia turun menjadi nomor dua setelah Indonesia.

'-_ : Pengalaman Hong Kong merupakan model yang perlu dicontoh.
Hongkong mengalami beberapa wabah HSNI yaitu pada 1997, 2001,
2002 dan 2003. Schingga pemerintah Hong Kong menerapkan kebijakan

stamping out sebanyak tiga kali. Hongkong sangat berhati-hati dan

E menerapkan kebijakan yang terpadu. Dari pengalaman Hong Kong kita
[ dapat menyimpulkan, pengendalian dan manajemen pengendalian dan
peningkatan biosekuritas yang amat baitk pada peternakan unggas,
sehingga Hong Kong sampai sekarang tidak mengalami kasus infeksi

pada manusia. {Happy K. Shieh, 2006).
2.3.3. Pembuatan Kebijakan Depopulasi di DKI Jakarta.

Adalah satu fenomena yang menarik, DKI Jakarta secara riel densitas populasi
unggas rendah tetapi unggul dalam densitas populasi manusia dibanding dengan Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Telah pula kita ketahui bahwa jumlah kasus
confirmed, probable maupun suspect DKI Jakarta menempati urutan tertinggi di

Indonesia, dengan tingkat kematian (CFR) yang tinggi pula.

Kebijakan pertama dalam rangka mengendalikan wabah Al yang cukup serius

telah ditinjukkan Pemda DKI Jakarta Pada 24-26 Pebruari 2006. Pada rentang wakiu
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selama tiga hari berturut turut Pemerintah DKI Jakarta mencanangkan Gerakan melawan
Al. Genderang perang melawan Al ditabuh oleh Gubernur Sutiyose pada apel
penanggulangan dan pemberantasan Al pada Jumat 24 Pebruari 2006.

Pemda DKI menerjunkan Tim yang terdiri dari Dinas Peternakan, Aparat
Kecamatan dan kelurahan, PDHI, mahasiswa FKH IPB, PMI dan unsur masyarakat
lainnya. Tim menyebar ke 5 wilayah DKI (55 kelurahan yang dicurigai terinfeksi Al
untuk melakukan pengambilan sampel pemeriksaan dari kotoran di dubur ayam/burung
lalu diuji dengan Tes Cepat (Rapid Test) Avian Influenza Virus Antigen Test.

Hasilnya pemeriksaan terhadap 3000 sampel unggas dari 55 kelurahan di 5
kotamadya DKI didapatkan 37 unggas dinyatakan positif terinfeksi HSN1 atau 1,2 %.
Suatu angka yang cukup signifikans secara statistik. jika jumlah sample pemeriksaan
diperbesar kemungkinan akan ditemukan jumlah angka yang jauh lebih besar lagi. Hari
pertama pemeriksaan didapatkan 20 ekor positif HSN1, hari kedua 15 ekor dan hari ke
tipa 2 ekor, Al sudah terdeteksi dihampir seluruh DKI terutama kelurahan-kelurahan di
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Kelurahan tersebut
antara lain Senen, Sawah Besar, Duri Kosambi, Pondok Kopi, Cipinang Melayu, Duren
Sawit dan Pisangan Timur, Kupang Rawa, Johor Baru, Srengseng, Grogol Selatan dan
Utan Kayu. (Indo Pos, 27 Pebruari 2006).

Daerah yang dinyatakan positif dilaksanakan Depopulasi selektif terthadap semua
jenis unggas yang ada pada radius yang ditetapkan kurang lebih 1 km dari Zona beresiko
tinggi (High Pathogenic Avian Influenza). Tantangan dalam kebijakan ini adalah
perlawanan dari pemilik ternak/unggas kesayangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

menurut mereka dana kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 10.000,- tidak seimbang
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dengan dana yang dikeluarkan untuk membeli hewan tersebut. Akibatnya pemusnahan
unggas pada Zona Resiko Tinggi tidak dapat dilakukan dengan tuntas dan sering
berujung pada konflik pemilik dengan petugas. Sehingga pelaksanaan depopulasi tidak
berjalan sesuai tujuan.

Langkah yang lebih tegas Pemda DKI dalam penanggulangan wabah Al di
wilayah DKI adalah diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 tahun
2007 tanggal 17 Januari 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran
Unggas.

Kebijakan ini mengatur tentang Pemeliharaan unggas jenis ayam, itik, entok,
angsa, burung dara dan bumung puyuh terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2007
masyarakat di DKI dilarang memelihara unggas jenis ini di pemukiman, Disamping itu
dalam kebijakan ini juga diatur tentang kebijakan peredaran unggas, penunjukan pejabat
dan instansi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Dinas

Peternakan, Dinas keschatan, Dinas Trantib serta Walikota Madya DKI Jakarta.

2.4. Kebijakan Otda terkait isu Al

Otonomi daerah (Otda) lahir seiring bergulirnya reformasi di Indonesia. Dasar
dari kebijakan otda adalah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
yang disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004. Dasar yang lain
adalah Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan

Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004,
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Sesuai UU Otda, Kebijakan Otda mengatur pelimpaban tanggungjawab
keuangan, fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah.

Isu Al mendapat tanggapan multi penafsiran tentang kebijakan yang datang dari
supra struktur. Respon kebijakan ditanggapi secara beragam sesuai selera kedaerahan.
Contoh nyata adalah kebijakan pelarangan pemeliharaan unggas sektor IV rumah tangga
(Field and back yard production), Ada kepala daerah yang serta merta memberlakukan
pemusnahan masal (stamping out) pada seluruh unggas contoh di DXI, memberlakukan
pemusnahan selektif seperti di Bogor, bahkan tidak memberlakukan pelarangan
pemeliharaan di sektor IV seperti di Depok. Demikian pula untuk daerah-daerah lain di
Indonesia tidak ada keseragaman atau model yang dapat dijadikan acuan penanganan

pada era otda ini.
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BAB III

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI ISTILAH

3.1. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Model
kerangka David Easton. Buse at al. (2005) menyatakan Kerangka Model Easton
merupakan kerangka yang menyederhanakan (Simplifying) dari kompleksitas pembuatan
keputusan politik kebijakan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pembuatan
kebijakan. Eastor menbagi pembuatan kebijakan menjadi tiga unsur yang saling terkait
yaitu unsur Input, unsur Proses dan unsur Output. Input terjadi karena adanya
permohonan atau rekomendasi baik secara perorangan, kelompok kepentingan maupun
melibatkan Institusi atan lembaga tertentu, selanjutnya issue tersebut didorong oleh
kelompok kekuatan masyarakat (The energy which drives the system) untuk selanjutnya
mendapat tanggapan oleh penguasa untuk mengerahkan sumberdaya dari pemerintah
dalam memproses pembuatan kebijakan. Untuk menjadi output atau suatu bentuk
kebijakan perlu adanya proses pembuatan kebijakan. Pada unsur proses terjadi tarik
menarik dan saling mempengaruhi terhadap unsur input serta aspek lingkungan
strategisnya. Sedangkan unsur OQutput adalah hasil (Resultante) dari proses pembuatan
kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan adakalanya tidak dapat memuaskan sehingga perlu
dievaluasi menghasilkan umpan balik (Feed back) untuk dikaji lagi untuk memperbaiki

proses pembuatan kebijakan dan implementasinya pada masa mendatang,
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Menurut Dunn (2003), untuk analisis kebijakan diperlukan rangkaian aktivitas
intelektual yang diatur menurut urutan waktu meliputi penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi atau penilaian
kebijakan. Analisis kebijakan yang baik harus terintegrasi dan dilakukan secara
komprehensif yang mengkaitkan tahap penelitian retrospektif dan prospektif untuk
secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
Analisis kebijakan yang terintegrasi salah satunya dapat dilakukan dengan mengkaji

secara keselurnhan dari sistem kebijakan (Policy system).

Gambar 3.1: Kerangka Teori System Kebijakan Mode! Easton

INPUTS PROSES ouUTPUT
o Demands e Public Policies
e Resources BLACK BOX Jfor goods and
s  Support services

I Feedback Loop

Sumber : Diadaptasi dari Easton dalam Buse at.al (2005)

Barker 1996 (dikutip dari Adisasmito, 2006) Studi Kebijakan Kesehatan dapat
dilakukan sebagai bagian dari kegiatan akademis atau untuk meningkatkan, mendorong
kebijakan pelayanan kesehatan tertentu. Hasil Studi dapat mempengaruhi pembuat
kebijakan (Stakeholders) maupun pressure group dan berimplikasi terhadap input,
proses dan output kebijakan dan implementasi pada masa mendatang. Studi kebijakan

dilakukan terhadap proses pembuatan kebijakan yang menelaah pada tahapan issue-issue
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dibuat, pada tahap objective sefting, penentuan prioritas, tahap mencari dan memilih

opsi-opsi, tahap pelaksanaan (implementasi) dan tahapan evaluasi kebijakan.

3.2,

Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan kerangka teori ,
dapat disusun kerangka konsep penelitian tentang Analisisi kebijakan
pengendalian Al di DKI Jakarta serta Implementasinya :
Kebijakan depopulasi sesuai Pergub No. 15 tahun 2007 dan Perda No. 4 Tahun
2007 berfujuan untuk mengendalikan wabah AI di DKI Jakarta. Depopulasi
adalah svatu tindakan gawat darurat (Emergency Action) untuk mencegah
penyebaran penyakit Al dengan cara memusnahkan atau meniadakan/
menghilangkan dari populasi. Kebijakan depopulasi di DKI Jakarta tersebut
menyatakan secara efektif terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2007 pemukiman
di DKI bebas dari unggas.
Mengapa Al ?. Karena Al telah masuk agenda atau issue global (International),
Nasional maupun tingkat lokal/daerah. Al telah menimbuikan dampak yang
sangat luas tidak saja aspek kesehatan namun juga Geografi, demografi serta
aspek Ipoleksosbudhankam. AI sebagai masalah kesehatan berpotensi menjadi
pandemik, tidak dapat dihentikan, dampak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat serta masalah ini sedang menjadi perhatian (Fashionable).
Analisis dan Implementasi Kebijakan Depopulasi. Menurut Barker (1996) Studi
kebijakan memiliki banyak tujuan, diantaranya adalah bertujuan menganalisis

dan evaluasi apakah kebijakan berjalan atau tidak, bila berjalan apakah berjalan
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dengan baik sesuai kriteria tertentu. Fokus studi bisa pada implementasi
kebijakan. Implementasi Kebijakan menurut Gadomski et al 1990 (dikutip dan
Adisasmito, 2006) dapat dilihat dari 5 komponen implementasi yaitu : Input,
proses, output, outcome atau dampak. Black 1992 (dikutip dari Gill Walt. 1994)
Penelitian Evaluatif kebijakan difokuskan pada evaluasi yang potensial
mempengaruhi kebijakan yang berkaitan pengenalan ide baru, tehnik baru,
metoda baru, pemaparan (discriptif) terhadap keadaan saat ini dan keadaan yang
diharapkan. Evaluasi merupakan bagian akhir dari proses kebijakan namun
merupakan awal dari perubahan proses implementasi melalui proses umpan balik
{feed back mecanism).
Indikator keberhasilan implementasi kebijakan depopulasi pada
penelitian ini dapat dilihat dari 2 indikator utama QOutcome yaitu :
a. Jumlah Kesakitan {Morbidity). Adalah jumlah manusia yang sakit akibat
Al sebelum diberlakukannya Kebijakan depopulasi dan setelah diberlakukannya
kebijakan depopulasi.
b. Jumlah Kematian (Mortality). Adalah jumlah manusia yang mati akibat
Al sebelum diberlakukannya Kebijakan depopulasi dan setelah diberlakukannya
kebijakan depopulasi.
Pada akhir penelitian evaluatif akan dapat dihasilkan rekomendasi yang
bermanfaat bagi pembuat kebijakan (Policy makers) maupun para pengguna (Users)
sebagal umpan balik (Feed Back) guna peyempurnaan aspek input, proses dan output

pada kebijakan pengendalian Al di DKI Jakarta pada masa mendatang.
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Gambar 3.2 SKEMA KERANGKA KONSEP PENELITIAN

INSTRUMENT INPUT

O UU, Inpres No. 1 tahun 2007

1 Peraturan dan Strategi Bappenas tentang Al
[0 Peraturan dan Stafegi Deptan tentang Al

O Peraturan dan Strategi Depkes tentang Al
O Kebijakan Otda

fan

PROSES
SUBYEK OBYEK METODA
INPUT QUTPUT
KEBIJAKAN o PemdaDKI | e Pemeliharaan | s Pergub No.15 KEBIJAKAN
» Dispet Unggas Th. 2007.
¢ Dinkes » Peredaran e Perda No. 4
i e Deptan Unggas Th. 2007
» Depkes o Masyarakat
» Bindalwas

ENVIRONMENT INPUT v

Internal Ekstemal

O Eiitlokal O Situasi Nasional
O Masyarakat O Regional
O Presure Group { [0 Global

FEED BACK

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



49

3.3. Definisi Istilah
Tabel 3.1 : Definisi Istilah
NO ISTILAH DEFINISI CARA ALAT HASIL
ISTILAH UKUR UKUR UKUR
1 | KEBIJAKAN | Adalah peraturan | -Wawancara | - Panduan | -Mendapatkan

DEPOPULASI | yang dibuat oleh | Mendalam | wawancara | Informasi
pemda DKI mendalam | unsur :
Jakarta berupa | -Dukumen INPUT,
Peraturan Kebijakan PROSES dan
Gubernur DKI OUTPUT
Jakarta nomor 15 kebijakan Al.
tahun 2007.

Adalah suatu | -Stakeholder

tindakan gawat | Analysis Map Of - Interest,
darurat Interest, position and
(Emergency position comitment
Action) untuk and Stakehol
mencegah comitment | ders Map.
penyebaran Stakehol

penyakit Al ders

dengan cara

memusnahkan atau

meniadakan

/menghilangkan

dari populasi.

a. INPUT Unsur-unsur yang | Wawancara | - Panduan | Informasi/
mendorong dan Mendalam | wawancara | gambaran
bahan utama (In Dept mendalam | unsur—unsur
pembuatan Interviev) yang
kebijakan terdiri mendorong
dari : pembuatan
- Instrumental kebijakan
Input, depopulasi di
- Environmental DKI Jakarta.
Input dan
- Resources
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b. PROSES Unsur-unsur yang | -Wawancara | - Panduan | -Informasi/
Terlibat dalam Mendalam | wawancara | gambaran
proses pembuatan | ( In Dept mendalam | unsur—unsur
kebijakan terdiri Interviev yang terlibat
dari pembuatan
- Subyek ( stake -Map Of | kebijakan
holders), -Stakeholder | Interest, depopulasi di

Analysis position DKI Jakarta
- Obyek dan and
comitment | -Interest,
- Metoda Stakehol | position and
ders comitment
Stakehol
ders Map

¢. OUTPUT Adalah hasil Wawancara | - Pandvan { -Informasi/
(Resultante) dari | Mendalam | wawancara | gambaran
input dan proses { In Dept mendalam | hasil secara
pembuatan Interview lansung
kebijakan itu pembuatan
sendiri kebijakan

depopulasi di
DKI Jakarta
OUT COME Adalah dampak | Wawancara | Panduan -Informasi/
vang  ditimbulkan | Mendalam | wawancara | gambaran
sebagai akibat dari | ( In Dept mendalam | Dampak
r(cbijakan Interviev yang
ditimbulkan
oleh
kebijakan
depopulasi di
DKI Jakarta
berupa angka
morbiditas
dan
mortalitas
L. MORBIDITAS |Adalah jumlah | Data sekun | Check List | - Time Trend
manusia yang sakit | der hasil Surveilans | epidemiologi
ibat AI selama | surveilans Al Al
F,:riode penelitian | prospektif - Peta Geome
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b. MORTALITAS

untuk  populast  di
DKI Jakarta.

Adalah jumlah
manusia yang mati
pkibat Al selama
periode  penelitian
untuk populasi  di
DKI Jakarta.

dan
retrospektif

Data sekun
der hasil
surveilans
prospektif
dan
retrospektif

Check List
Surveilans

dik penyeba-
ran Al di
DKI Jakarta.

-Time Trend
epidemiologi
Al

- Peta Geome
dik penyeba-
ran Al di
DKI Jakarta
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BABIV
METODA PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian dirancang menggunakan metoda penelitian dan kualitatif. Data primer
dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara mendalam terhadap informan yang telah
ditentukan secara porposional dengan metoda bola salju disajikan secara diskriptif. Data
sekunder diperoleh dari observasi lapangan dan telagh terhadap dokumen, surat, produk
peraturan atau kebijakan. Data yang terkumpul dilaksanakan pengolahan data dan
dianalisis isi (Contens Analysis) terhadap data primer dan data sekunder. Kedua data
diperlukan untuk tujuan trianggulasi data. Diharapkan dengan data gabungan ini

didapatkan hasil yang obyektif dan saling mendukung.

4.2, Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di DKI Jakarta. Data utama diperoleh di Dinas Kesehatan
dan Dinas Peternakan Propinsi DX, Biro Hukum DKI, Sudin Peternakan dan kesehatan.
Data Pendukung untuk crossceck perlu dilakukan di Depkes, Deptan, DPRD DKI
Jakarta, Komnas Al, Asosiasi Perunggasan Nasional. Dan sumber lainnya yang relevan

dengan kasus Al

43. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan selama dua belas bulan, empat bulan pertama bersifat
retrospective study untuk memperoleh data morbiditas dan mortalitas sebelum

dilakukannya kebijakan depopulast di DKI serta analisis kebijakannya. Delapan bulan
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berikutnya bersifat Prospective study untuk memperoleh data tingkat morbiditas dan
mortalitas setelah dilakukannya Kkebijakan depopulasi di DKI serta analisis
kebijakannya, menguji pengaruh kebijakan depopulasi terhadap morbiditas dan

mortalitas.

4.4. Populasi dan Sampel Penelitian
Pada penelitian kualitatif populasi dan sample tidak dikenal, tetapi berupa
Informan didasarkan pertimbangan pada pengetahuan, pemahaman pada kebijakan
penanggulangan Al pada tataran Internasional, Nastonal maupun Lokal (DKI Jakarta).
Terkait topik, ruang lingkup dan lokasi penelitian informan yang akan dimintai
pendapatnya di bagi atas dua kelompok antara lain :
4.3.1. Informan Utama (Nara sumber Aspek pembuatan kebijakan)
a. Kepala Dinas Peternakan Propinsi DKI Jakarta/staf terkait
b. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta/staf terkait
¢. Kepala Biro Hukum Pemda DKI

d. Kepala Unit pengendali Al Ditjen Peternakan Deptan RI

4.3.2, Informan Pendukung. (Nara sumber Aspek Implementasi kebijakan)
a. Kepala Suku dinas Komnas Penanggulangan Flu Burung
b. Ketua Perhimpunan pedagang unggas Pasar Burung Pramuka
c. Pengusaha pengepul unggas Wilayah Jakarta Timur.

d. Ketua Pedagang unggas pasar Kramat Jati Jakarta timur
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4.5. Instrumen Penelitian

4.5.1. Instrumen Utama : Peneliti itu senditi

4.5.2. Instrumen Pelengkap :

a.

b.

Pedoman wawancara

Alat tulis

Alat perekam/tape recorder
Kamera

Staf pembantu pengumpul data.

4.6. Metoda Pengumpulan Data

4.6.1. Data Primer

54

Data primer diperoleh dengan metoda wawancara mendalam (Indepth

Interview) pada seluruh Informan yang telah ditentukan. Setiap Informan

dilakukan wawancara dengan durasi 45 menit s/d 90 menit disesuaikan dengan

kebutuhan.

4.6.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan observasi, telaah terhadap

dokumen, surat, produk peraturan atau kebijakan terkait Al di Depkes, Deptan

Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Komnas flu burung, media masa cetak

elektronik dan lembaga penelitian lainya.
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Validasi Data

Guna meningkatkan validitas, dilakukén dengan triangulasi sumber data,
maupun analisis.

4.7.1. Triangulasi sumber

Dilakukan dengan metoda cross check terhadap sumber data. Metoda im
dilaksanakan dengan mencari informan yang berbeda.
4.7.2. Triangulasi Metoda.

Penelitian ini dilakukan dengan metoda wawancara mendalam terhadap
informan dan metoda telaah terhadap data sekunder yang bersifat kuantitatif
yang akan sangat bermanfaat untuk menunjang penelitian atau kesimpulan aspek
kualitatif.

4.7.3. Triangulasi Data.

Analisis data dalam penelitian ini direncanakan akan dilakukan oleh lebih
dari satu orang dengan meminta pendapat ahli (pembimbing Tesis) mengenai
interpretasi dan analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dan
koreksi atas kesalahan serta untuk menghindari subjektifitas dalam analisis data

penelitian.

Pengolahan Data

Data sekunder yang diperoieh dilakukan kompilasi, dan disajikan secara
diskriptif dengan grafik frend, peta geomedik (Mapping) seria dianalisis
hubungan antara kebijakan depopulasi unggas terhadap tingkat morbiditas dan

mortalitas manusia di DKJ Jakarta.
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Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kemudian
diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Expanded Fieldnotes

Memperjelas catatan kecil yang dibuat pada waktu pelaksanaan
wawancara dan kemudian memeriksa catatan tersebut dengan melakukan
cross check dari tape recorder, karena mungkin ada keterangan yang
didapat dari informan tidak tercatat jelas.
b. Entry dan Mengatur Data

Memasukkan data hasil wawancara ke komputer dan
mengorganisasikan data tersebut dalam bentuk transkrip sehingga
memudahkan dalam analisis.
c. Meringkas Data

Merupakan kegiatan meringkas data yang telah di-entry tadi

dalam bentuk matriks.

4.9.  Analisis dan Penyajian Data

Analisis data primer dianalisis dengan tekmik analisis isi (content analysis)
dengan maksud untuk membahas sesuai topik/masalah yang diangkat sehingga dapat
mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, Data sekunder dalam penelitian
ini dianalisis dengan tehnik analisis diskriptif untuk satu tujuan memperkuat hasil yang
telah diperoleh. Data hasil penelitian akan disajikan/ditampilkan dalam bentuk matriks,

diagram, tabel dan naratif dengan tujuan untuk memudahkan dalam interpretasi.
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BABYVY
HASIL PENELITIAN

5.1. Data Informan

Subyek penelitian ini adalah responden atau Informan yang diambil secara Purposive
didasarkan pada pertimbangan pengetahuan pemahaman pada kebijakan penanggulangan Al
pada tataran Internasional, Nasional maupun Lokal (DKI Jakarta). Terkait topik, ruang lingkup
dan lokasi penelitian, Informan yang akan dimintai pendapatnya di bagi atas dua kelompok
yaitu /nforman Utama dan Informan Pendukung .Informan utama adalah Informan yang
terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan Pengendalian AI di DKI Jakarta, terdiri dari :
Kepala Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta/Staf terkait, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta/Staf terkait, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Kepala Unit Pengendalian Al
Departemen Pertanian. Informan Pendukuﬁg adalah Informar; yang tidak terlibat secara
langsung pembuatan kebijakan namun profesinya terkait dengan kebijakan, terdiri dari: Kepala
Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Burung Pramuka,
Ketua Pengepul Unggas Jakarta Timur, Ketua Pedagang Unggas Pasar Kramat Jati.
Berdasarkan Ceklist Wawancara Mendalam diperoleh diskripsi Informan seperti tabel 5.1

Tabel 5.1 Diskripsi Informan

Kode Umur/ Pekerjaan/Dinas/Jabatan | Pendidikan | Keterlibatan dalam Pembuatan
Informan{ Jenis Kelamin Kebijakan/ Klasifikasi Informan,

A.l. | 51Thn /Perempuan Dinas Peternakan Prov. | 81, Dokter | Terlibat Langsung/ Informan
DKI Jakarta Hewan Utama

A2, | 37Thn /Perempuan| Dinas Kesehatan Prov. | S2, MKM | Terlibat Langsung/ Informan
DX Jakarta Utama

A3. |43 Thn/Laki-laki | Biro Hukum Prov. 82, Terlibat Langsung/ Informan
DKI Jakarta M.Hum. Utama

A4, | 59 Thn/Laki-laki | Ditjen Petemakan S1, Dokter | Terlibat Langsung/ Informan|
Deptan R Hewan Utama

B.1. |33 Tho/ Laki-laki | Sudinkesmas Kodya S1, Dokter | Tidak Terlibat Langsung/
Jaktim Umum Tnforman Pendukung

B.2. | 40 Thn/Laki-laki | Ketua Perhimpunan S1 Biologi | Tidak Terlibat Langsung/
Pedagang Psr. Pramuka Informan Pendukung

B.3. | 34 Thn/Laki-laki | Pengusaha Pengepul SLTA Tidak Terlibat Langsung/
Unggas Jaktim Informan Pendukung

B.4. | 47 Thn/Laki-laki | Pengusaha Pedagang | SLTA Tidak Terlibat Langsung/
unggas Pasar. Kr. Jati Informan Pendukung

Sumber : Data Primer
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Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa Informan berjumiah 8 orang
dengan jenis kelamin 6 laki-laki dan 2 perempuan dengan rentang umur termuda 33
tahun dan tertua 59 tahun. Pekerjaan, Dinas atau Jabatan Informan merupakan beragam,
lintas sektor dan telah berfungsi sebagai aktor atau mewakili aktor yang terlibat dalam
pembuatan kebijakan. Latar belakang pendidikan Informan mencerminkan multidisiplin
ilmu di bidang Kedokteran Hewan, Kedokieran Manusia, Kesehatan Masyarakat,
Hukum, Praktisi Peternakan, dan Dunia Bisnis. Tingkat pendidikan Informan 2 orang
bergelar S2, 4 orang bergelar S1 dan 2 orang setingkat SLTA. Bila dikaitkan dengan
aspek keterlibatan Informan dalam pembuatan kebijakan pengendalian AI di DKI
Jakarta, 4 Informan diklasifikasikan Informan Utama dan 4 orang yang lain sebagai

Informan Pendukung.

5.2. Kebijakan Pengendalian Al DKI Jakarta

5.2.1. Pergub No. 15 Tahun 2007

Adalah Kebijakan yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta untuk
mengendalikan Wabah Al di wilayah ini. Wujud kebijakan berupa Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada
tanggal 17 Januari 2007 oleh Gubernur Sutiyoso terdiri atas 4 halaman folio. Isi
Pergub Nomor 15 ferdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal. Substansi materinya meliputi
Bab I Ketentuan Umum, Bab II tentang Pemeliharaan Unggas, Bab III Peredaran
Unggas, Bab IV tentang Pengendalian dan Pengawasan, Bab V tentang Sankst,

Bab VI dan VII tentang Ketentuan Peralihan dan ketentuan Penutup.
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5.2.2. Perda No 4 Tahun 2007

Kebijakan Ini merupakan Kebijakan yang memperkuvat Pergub Nomor 15
tahun 2007 yang dibuat oleh pemda DKI Jakarta untuk mengendalikan makin
parahnya Wabah Al di DKI. Wujud kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan
Peredaran Unggas. Perda ini ditetapkan pada tanggal 19 April 2007 oleh
Gubernur Sutiyoso terdiri atas 11 halaman folio. Isi Perda Nomor 4 terdiri atas
bagian satu tentang Perda no 4 tahun 2007 an bagian dua tentang Penjelasan atas
Perda No 4 tahun 2007. Isi Perda ini 7 Bab dan 11 Pasal. Substansi materinya
meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab 1] tentang Pemelibaraan Unggas, Bab Il
Peredaran Unggas, Bab IV tentang Pembinaan, Bab V Pengendalian dan

Pengawasan Bab VI tentang Sanksi dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup.

Input Pembuatan Kebijakan Pengendalian Al DKI Jakarta

5.3.1. Rujukan Hukum/Perundangan yang Mendasari Pembuatan
Kebijakan (Instrumental Inpur)

Instrumen Input adalah rujukan hukum/perundangan yang mendasari
pembuatan kebijakan yang berasal dari Sumber Hukum yang lebih tinggi yang
dipergunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan level bawahnya. Sebagai
produk peraturan kebijakan pengendalian Al di DKI Jakarta tidak boleh
bertentangan dan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Tanggapan
Informan tentang ada tidaknya dasar hukum/perundangan yang mendasari
pembuatan kebijakan pengendalian Al di DKI Jakarta dapat dinyatakan seperti

kutipan wawancara di bawah ini :
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“Ada beberapa peraturan yang menjadi pedoman atau acuan kita yang

mendasari lahirnya Peraturan Gubernur no 15 Tahun 2007 dan Perda

no 4 Tahun 2007 antara lain Permentan No. 50 tahun 2006 tentang

Pedoman Pemeliharaan Unggas di pemukiman, Perpres No. 7 Tahun

2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Al dan Kesiapsiagaan

Menghadai pandemi Influenza.” (Wawancara dengan A.1., 2 Oktober

2007)

Hal senada diungkapkan oleh Informan A.2., yang mengatakan bahwa
produk kebijakan ini lebih mengarah ke sektor peternakan di banding sektor
kesehatan, namun Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang terkait dengan isu Al
ikut memberikan input terhadap produk peraturan yang akan dibuat, Acuan
produk hukum yang mendasari Perda dan Pergub ini antara lain peraturan yang
datang dari Depkes dan Komnas Al. Jadi ada rujukan peraturannya. Peraturan itu
antara lain UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Perpres
No. 7 Tahun 2006 tentang Komnas Pengendalian Al dan Kesiapsiagaan
Menghadapi Pandemi Influenza (Wawancara, 5 Oktober 2007).

Selanjutnya, Informan A.3. berpendapat bahwa peraturan yang menjadi
rujukan Pergub No 15 dan Perda No. 4 Tahun 2007 cukup banyak antara lain
Peraturan yang pada aspek Kesehatan, Peternakan dan Pemerintah Daerah seperti
UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Republik Indonesia Jakarta dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Intinya kita selalu menyesnaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.
(Wawancara, 12 Oktober 2007)

Informan utama lainya A 4. menyatakan hal yang senada tentang sumber
input peraturan perundangan yang dijadikan rujukan pembuatan kebijakan

pengendalian Al di Jakarta . Selengkapnya dikatakannya bahwa :
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“Referensinya utamanya adalah Permentan No. 50 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman. Sepuluh Strategi
Komnas Al Acuan yang lain adalah UU No 6 tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lebih lanjut dikatakanya sebagai berikut :

“Permentan No. 5@ ini sudah disosialisasikan ke seluruh Pemda di
Indonesia. beberapa Pemda sudah membuat rancangan Pergubnya dan
Perda. DKI Jakarta adalah Pemda yang pertamakali mengantisipasi dari
Permentan ini yaitu Pergub No 15 dan Perda no 4 Tahun 2007. Pemda

yang akan mencontoh implementasi Kebijakan DKI adalah Jabar, Jatim,
Banten dan bali.” (Wawancara dengan A.4., 2 Nopember 2007)

Mencermati berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Informan Utama
yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan, dapat dinyatakan bahwa
pembuatan kebijakan pengendalian Al DKI Jakarta yaitu Pergub Nomor 15
Tahun 2007 dan Perda Nomor 4 Tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang
lebih tinggi. Rujukan Hukum/Perundangan yang Mendasari Pembuatan
Kebijakan antara lain berupa Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Peraturan yang
dijadikan rujukan tersebut terutama hal yang mengatur sektor kesehatan,

peternakan, pemerintahan daerah dan peraturan yang berkaitan dengan wabah

Al

5.3.2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Pembuatan Kebijakan (Environfmental
Input).

a, Pengaruh Lingkungan Luar (Eksternal Environtmental Input )
Adalah aspek pengaruh lingkungan luar yang mempengaruhi
pembuatan kebijakan. Aspek lingkungan luar yang dimaksud disini

adalah isu-isu atau Situasi Global terkait perkembangan wabah Al,
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Situasi Regional dan situasi Nasional perkembangan wabah dan upaya
pengendaliannya. Penilaian Informan A.l. pada hal ini adalah sebagai
berikut : Pengaruh Global dan perkembangan situasi Nasional terhadap
kebijakan dan pengendalian Al di DKI Jakarta sangat besar. Tekanan ke
kita datang dari mana-mana untuk funtasnya kasus ini (Wawancara, 2
Oktober 2007).

Hal senada diungkapkan oleh Informan A.2. menyatakan strategi
pengendalian Al di DKI Jakarta tentu ada pengaruh dari strategi di luar.
Tetapi saya tidak tahu persis berapa besarnya pengaruh itu, karena
penanganan Al di Jakarta ini sudah dilaksanakan secara lintas sektor.

Pengamatan yang cukup jeli terhadap pengaruh luar terhadap
perkembangan Al di DKI Jakarta dan strategi pengendaliannya
diperlihatkan oleh Informan A.4. selengkapnya disinyalir oleh informan
ini sebagai berikut :

¥ Pengaruh penangan Al di DKI Jakarta sudah pasti dipengaruhi

penaganan Global dan penanganan secara Nasional. Isu Al

sudah menjadi Isu yang sifatnya Internasional, beberapa lembaga

Dunia menunjukkan perhatiannya akan tuntasnya penanganan Al

di Dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Diantara mereka
ada WHO, FAOQ, OIE, Bank Dunia dan beberapa NGO. “

Selanjutnya ditambahkan oleh Informan tersebut sebagai berikut :

“Demikian pula secara Nasional isu Al sudah menjadi perhatian
tidak saja Deptan, Depkes namun sudah lintas sektoral. Jumlah
kasus Al makin hari makin bertambah dan Indonesia menempati

rangking fertinggi dalam jumlah kasus Confirm” (Wawancara
dengan A.4, 2 Nopember 2007)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Informan tersebut,
menunjukkan adanya pengaruh lingkungan lvar (Eksternal Enverontmental

Inpuf) terhadap pembuatan Kebijakan pengendalian Al DKI Jakarta. Isu-
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isu tersebut bila dikaitkan dengan data sekunder data kasus secara Global,

Nasional maupun Lokal DKI ada relevansinya.)

b. Pengaruh Lingkungan Dalam (Infernal Environmental Inpnt)

Disamping lingkungan eksternal yang menjadi input kebijakan,
input yang datangnya dari lingkungan dalam atau Internal juga memberi
pengaruh terhadap pembuatan kebijakan seperti kutipan wawancara
mendalam di bawah ini :

“Gak gampang kita itu mengeluarkan Perda itu sudah setengah

mati tekanannya. Saat pembahasan di DPRD ada yang bawa

golok juga Kita sudah jadi perda itu sudah luar biasa.

Bagaimana menyeimbangkan keinginan masyarakat antara aspek

ekonomi dengan kesehatan® (Wawancara dengan A.1., 2 Oktober

2007)

Sedangkan Informan A.2 berpendapat dalam pembuatan kebijakan
lebih mempertimbangkan aspek dari dalam wilayah DKI itu sendin
karena kebijakan ini sifatnya otonomi (Wawancara, 5 Oktober 2007).

Informan B.1. dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 9
Nopember 2007 lebih menyoroti bahwa Perda dan Pergub ini lahir karena
antara lain adanya tekanan dari masyarakat, yang kawatir melihat kasus
perkembangan wabah Al di DKI Jakarta pada periode ifu sangat rapat

seperti tampak pada tabel 5.2
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Tabel 5,2 Kasus Al “Confirmed” DKI Jakarta (s/d akhir Maret 2007)

2005 2006 Akhir Maret 2007
NO., | WILAYAH
CONFIRM CONFIRM CONFIRM
SAKIT | MATI | SAKIT | MATI | SAKIT | MATI

1 JAKPUS 0 0 i i 0 0
2 UTARA 1 1 0 0 0 0
3 BARAT 1 1 3 3 1 1
4 SELATAN 3 2 4 3 1 1
5 TIMUR 2 2 3 3 0 0
JUMLAH 7 6 11 10 2 2

Data Skunder Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Berdasarkan tabel 10 dan hasil wawancara dengan informan

menunjukkan hal-hal yang mendorong pembuatan kebijakan terutama

pengaruh aspek dalam DKI itu sendini terutama tekanan dari masyarakat

atau public melihat perkembangan wabah Al di DKI Jakarta yang makin

rapat dan mengkawatirkan sampai dengan akhir Maret 2007.

5.4. Proses Kebijakan

Dari tahap Input kebijakan selanjutnya kebijakan akan melalui proses. Terdapat

tiga unsur proses pembuatan kebijakan yaitu peran Subyek pembuat kebijakan, Obyek

sasaran kebijakan, serta Metoda yang digunakan untuk membuat kebijakan.
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5.4.1. Peran Subyek Pembuat Kebijakan (Actors)

Subyek Kebijakan dalam pembuatan kebijakan ini adalah aktor atau
Stakeholders yang terlibat langsung, maupun tidak langsung namun memiliki
pengaruh dan peran yang kuat terhadap proses pembuatan kebijakan. Peran
subyek pembuat kebijakan dapat diketahui dari hasil wawancara dengan
Stakeholder dari Dinas Peternakan yang terlibat pembuat kebijakan seperti
berikut ini :

?Ide Kebijakan ini datang dari Dinas Peternakan DKI plus Perintah
Gubernur. Kita yang bikin konsep pergub dan Perda dibaniu dari Deptan
RI, PDHI, Akademisi, unsur Gabungan Perunggasan. Konsep kemudian
dipaparkan di forum rapat Pemda DKI, selanjutnya disusun drafi untuk
dibawa ke sidang DPRD DKI Pada waktu proses pembuatan Pergub
kasus pada hewan sudah turun tetapi pada manusia malah rapat sekali.
Analisis kebijakan yang mendasari Pergub dan Perda selama ini adalah
Al dapat menyebabkan kematian pada manusia. DKI sebagai salah satu
daerah yang potensial penularannya.” (Wawancara dengan A.l., 2
Oktober 2007)

Lebih lanjut Stakeholder ini menjelaskan tentang urutan proses
pembuatan kebijakan seperti dikutip lengkap berikut ini.

“Kebijakan Pemda DKI dalam pengendalian Al sesuai dengan urutan
proses terbitnya kebijakan terwujud dalam Peraturan Gubernur Nomor
15 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007. Diteruskan dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 19 April 2007, perbedaan antara
keduanya adalah pada Pergub tidak ada Sanksi, dalam Perdanya ada
Sanksi. Kebijakan itu mengatur tentang Pengendalian Pemeliharaan dan
Peredaran Unggas di DKI Jakaria Untuk pemeliharaan kita kendalikan.
Artinya aspek kebersihan, kesehatan hewan kita kendalikan serta aspek
peredaran juga kita kendalikan artinya aspek penampungan, pemotongan
dan distribusi unggas kita kendalikan.* (Wawancara dengan A.l., 2
Oktober 2007)

Hal senada dikatakan pula oleh Stakeholder A.2. dari Dinas Kesehatan
DKI yang menyatakan proses pembuatan draf sampai jadinya Perda berlangsung

beberapa kali pertemuan. Kita sering kumpul bareng khusus membicarakan
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kasus ini. Pimpinan rapat bisa Gubernur sendiri atau Wakil Gubemur kadang
kadang Asisten.Dalam rapat pembahasan draf pergub dan perda masing masing
memaparkan sesuai fugas pokok dan fungsi. Peran Dinas Kesehatan propinsi
dalam pertemuan adalah menyampaikan aspek epidemiologi dari Al. Karena
penyakit ini ada hubungannya antara unggas sebagai sumber, lingkungan dan
manusia itu sendiri yang tertular, makanya yang perlu mendapat perhatian adaiah
sumber penyakit itu sendiri yang ada pada unggas {(wawancara dengan A2, 5
Oktober 2007)

Sementara itu Stakeholder dari Biro Hukum DKI yang mengaku sebagai
actor yang terlibat langsung dalam tata naskah (Takah) penyusunan Pergub No
15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 menyatakan tentang jalannya rapat di Kantor
Gubernur Provinsi DK Jakarta seperti di bawah ini.

“Stakeholder yang terlibat cukup banyak dan telah melibatkan unsur

yang terkait isu Al antara lain yang selalu rapat di sini Sekda, Para

Asisten, Biro Hukum. Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan, Konsultan

Akademisi, Depkes dan Deptan Unsur masyarakat juga dilibatkan

beberapa kali pertemuan. Dengan munculnya Perda ini Pergub masih

tetap berlaku. Perda ini dalam waktu dekat akan melahirkan dua Pergub

lagi sebagai anaknya.” (Wawancara dengan A.3., 12 Oktober 2007)

Stakeholder di lvar DKI yang cukup berperan dalam pembuatan
kebijakan tentang pengendalian Al di DKI Jakarta adalah yang berasal dari
Kepala Unit Pengendalian Wabah Al Direktorat Jenderal Peternakan Deptan RI
yang mengatakan bahwa :

“Pada proses pembuatan kebijakan pengendalian Al diikutsertakan

dalam pembuatan kebijakan baik saat penyusunan Pergub maupun

Perda. Pokok pokok keinginan kita dapat diakomodir dan telah sesuai

dengan arahan dari kita. Dengan adanya Pergub ini maka sifatnya

implementasi dari perda walaupun lahirnya lebih dulu Pergub baru
Perda. Ada satu hal yang belum ada dalam pergub tapi ada dalam perda
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yaitu Sanksi hukum. Kalau bentuknya larangan harusnya ada sanksi
hukum yang jelas.” (Wawancara dengan A 4. 2 Nopember 2007)

Lain halnya dengan Stakeholder yang berasal dari Sudin Kesmas Jakarta
Timur yang berargumentasi karena Pergub No. 15 dan Perda No 4 Tahun 2007
ini adalah produk kebijakan tingkat Provinsi, kami tidak terlibat secara langsung.
Kita tahu rencana itu namun kita lebih ke penerapannya atau Impementasinya.
(Wawancara dengan B.1. 9 Nopember 2007).

Unsur masyarakat di luar birokrasi yang diwakili oleh Ketua Kelompok
Pedagang Pasar Burung Pramuka dan pengepul unggas DKI Jakarta menyatakan
bahwa waktu pengodokan kebijakan ini kita dilibatkan tapi pada awal-awal. Pada
keputusan final kita tidak lagi diajak bicara (Wawancara dengan B.2., 10
Nopember 2007).

Hal senada juga disampaikan oleh informan B.3. seorang pengusaha
pengepul unggas Jakarta Timur “Pada waktu rapat dengar pendapat di DPRD
DKI kita dilibatkan.intinya kami menolak pelarangan. Kami ini hidup dari
unggas kalau kami dilarang pelihara unggas kami mau makan apa ? (Wawancara
dengan B.3. 16 Nopember 2007).

Dari data primer hasil wawancara dengan berbagai Stakeholder tersebut
dapat dilihat peran dari masing masing Stakeholder dalam proses pembuatan
kebijakan. Peran tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga
dimana Stakeholder berdinas atau bekerja, serta aspek kepentingan tehadap isu
yang dibahas.

Selanjutnya dari ceklist yang diisi oleh seluruh Stakeholders saat

dilakukan wawancara mendalam diperoleh data tentang sikap Stakeholders
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berkaitan dengan kebijakan Depopulasi di DKI Jakarta. Ceklist ini akan
menginterprestasikan tentang Position, Interest dan Commitment lembaga
terhadap kebijakan depopulasi unggas di DKI Jakarta (diadop dari Position Map
for Health Sector Model di Republik Domeonika, Buse. Et.al 2005).

Tabel. 5,3. Peta Posisi, Interes dan Komitmen Stakeholders

Sangat- | Sangat Tidak Netral Setuju Sangat | Sangat
Sangat | Tidak Setuju Setuju Sangat
Tidak Setuju Setuju
Setuju
- B.2 B.3 - A3 A.l -
B.4 A2
A4
B.1

Suber : Data primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa sebanyak 4 Stakeholders
menyatakan sangat setuju jika DKI menerapkan langkah depopulasi dalam
mengendalikan wabah Al di DKI Jakarta. 2 Stakeholder menyatakan tidak setuju
dan masing-masing satu orang yang menyatakan setiju dan sangat tidak setuju.

Bila kita lihat dari dinas atau pekerjaan Stakeholder dapat dilihat bahwa
yang menyatakan sangat setuju dan setuju didominasi oleh elit atau Stakeholders
birokrasi atau pemerintahan. Sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju
dan tidak setuju adalah kelompok masyarakat/pengusaha yang menggantungkan

hidupnya pada unggas.
5.4.2. Obyek Kebijakan yang Diatur

Obyek kebijakan pengendalian wabah Al seperti yang tercantum dalam

Pergub Nomor 15 dan perda Nomor 4 tabun 2007 di DKI Jakarta tentang
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pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas meliputi unsur obyek benda,
obyek hewan dan obyek manusia. Obyek benda yang dinaksud adalah Tempat
Penampungan dan Pemotongan Unggas, obyek hewan adalah unggas yang
berada di wilayah DKI Jakarta serta obyek manusia adalah perorangan atau
badan yang berkecimpung sebagai Peternak, Penampung dan Pebisnis di Bidang
Peternakan serta Petugas Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan (BINDALWAS).

Mengenai obyek yang diatur oleh pergub dan perda tersirat dari
wawancara dengan Informan A.l. mengenai obyek kebijakan seperti dikutip
berikut ini.

”Keinginan kita harus merelokasi tempat penampungan dan pemotongan

jadi satu. Programnya antara lain membebaskan tanah. sosialisasi"

(Wawancara dengan A.1., 2 Oktober 2007)

Sedangkan Informan A.2. menyoroti point-point yang dibicarakan antara
lain depopulasi unggas liar, unggas yang ada di pasar, unggas kesayangan,
unggas penelitian, aspek penampungan/pengepul unggas, pedagang dan unggas
dan produknya, pasar tradisional maupun super market. (Wawancara dengan
A.2., 5 Oktober 2007)

Informan A.3. dari Biro Hukum DKI Jakarta menjelaskan bagaimana
proses penentuan obyek yang akan masuk dalam perda yang dihadiri oleh unsur
masyarakat berjalan alot seperti digambarkan dalam wawancara berikut :

“Dalam pembahasan di DPRD komisi A mengundang juga unsur

masyarakat terdiri dari pengusaha perunggasan, pecinta merpati balap,

LSM”

selanjutnya dikatakannya,

“Kalau mereka keinginannya ya dibebaskan saja. Mereka datang ke
DPRD menyampaikan aspirasi bahkan ada yang membawa golok juga.
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Kata mereka kalau di larang kita mau makan apa. Sekolah anak kita juga
dari unggas ini. Perda ini harusnya keras tetapi kita harus bisa
mengakomodasi semua kepentingan. Dalam pembahasan antar anggota
dewan sendiri terjadi perbedaan dan silang pendapat yang cukup sengit,
selama saya bekerja dan berkecimpung di Perda DKI, baru kali kali ini
saya rasakan pembahasan Perda yang sangat alot” (Wawancara dengan

A.3. 12 Oktober 2007)

Menurut Informan A.4. dari Deptan menggambarkan tentang Pokok
kebijakan yang dapat diakomodir antara lain terbitnya sertifikasi kesehatan
unggas kesayangan yang berlaku reguler setiap enam bulan. Hanya ada
dampaknya terhadap ayam komersiil. Dulu pemerintah DKI punya kebijakan
terhadap lapangan kemayoran karena banyak penggemar balap burung dara.
Mereka mengintroduksi perkembangan burung dara ke masyarakat. Ini menjadi
problem tertentu. Yang agak berat kalau menyentuh Pasar Burung Pramuka dan
Pasar Burung Kemayoran. Tapi kita sudah mencoba SOP dan surveilan yang
dibantu oleh USA dan Belanda mengenai Live Bird Market dan akan dijadikan
percontohan untuk pasar burung lain (wawancara dengan A.4, 2 Nopember 2007).

Ada beberapa pembahasan yang berjalan alot tentang obyek kebijakan
yang akan di atur dalam draft kebijakan. Terjadi tarik ulur kepentingan antar
Stakeholders seperti tersirat pada wawancara berikut ini

“dda beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok

pengusaha penampungan ayam potong dan pedagang ayam, kelompok

penggemar merpati balap didudung oleh LSM adalah termasuk yang

keras dan keberatan dengan kebijakan pelarangan memelihara unggas di

pemukiman. Kata-kata “dilarang” dalam Perda No. 4 Tahun 2007 atas

permintaan DPRD diganti dengan istilah yang lebih “santun”. Untuk
menghilangkan/mempergunakan  kata-kata dilarang saja  perlu

perdebatan sekitar 4 jam. Istilah dimusnahkan saja tidak boleh tetapi
meniadakan.” (Wawancara dengan A.1., 2 Oktober 2007)
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Dewan tidak mau ada kata-kata larangan muncul dalam Perda, sementara
itu dalam suatu peraturan apapun harus mengandung unsur larangan, perintah
dan sanksi. Dalam Pergub no 15 tahun 2007 ada kata-kata larangan tetapi dalam
Perda kata-kata itu berbunyi mengatur. Hal lain yang cukup alot dalam
pembahasan adalah masalah Denah Lokasi Kandang jarak pemeliharaan dari
pemukiman yang minimal berjarak 25 meter. (Wawancara dengan A3, 12
Oktober 2007)

Sementara itu informan A.3 dari Deptan memberikan tanggapannya
tentang proses pembuatan kebijakan seperti disampatkan berikut ini :

“Kita selalu menekankan agar produk Pergub dan Perda ini selalu
merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UU turun ke PP terus ke
Perda. Kalau bunyi perda itu larangan harus ada sanksi hukum, kalau
himbauan tidak ada sanksi.”

Selanjutnya dikatakannya ,

“Proses pembuatan kebijakan di DKI adalah kombinasi antara kebijakan
Nasional dan Rialitas di lapangan. Secara akademis penyusunan
kebijakan pergub dan perda mengacu pada Permentan no 50. Disamping
itu kondisi riel dilapangan juga kita perhatikan. Sebagai contoh saat kita
turun di lapangan kita banyak menghadapi tantangan. Saat tim kita
sweping ke salah satu komplek perumahan yang banyak memelihara
unggas ayam milik pejabat tinggi negara “Burung saya yang linggi
harganya puluhan juta, saya punya tiga, sekarang mau di sita” saya
hanya mendengarkan saja. Bapak siapa ? dia sebutkan nama dan
pangkatnya. “Kalau begitu sama dong bintangnya dengan Bang Yos”
dia tertawa, kita sampaikan Bang Yos punya lebih banyak dari
bapak Dilain tempat kita mencoba mensweping perumahan elit di temui
pembantu rumah “maaf pak Burung itu peliharaan pak Jagung Muda
Jjangan di sweping “ maksusdnya Jaksa Agung Muda. Nah dari kasus di
lapangan ini kita adakan rapat, maka terbitlah kebijakan sertivikasi
kesehatan hewan untuk jenis unggas kesayangan untuk mengakomodir
kejadian seperti di atas.” (Wawancara dengan A.4, 2 Nopember 2007)

Bila kita lihat dari pernyataan-peryataan Informan di atas dan data-data

sekunder yang dikumpulkan dari berbagai Stakeholder tersebut dapat dilihat
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peran dari masing-masing Stakeholder dalam upaya memasukkan ide, gagasan
dan kepentingannya untuk masuk dalam draft pergub dan perda DKI ini. Upaya
tarik ulur kepentingan berjalan alot dan bahkan terdapat pemaksaan dengan jalan
kekerasan agar ide, gagasan dan kepentingannya dapat diakomodir dalam

kebijakan Pergub Nomor 15 dan Perda Nomor 4 tahun 2007.

5.4.3. Metoda Pembuatan Kebijakan.

Metoda yang pembuatan kebijakan dibagi menjadi dua menurut prioritas
keluarnya kebijakan. Peraturan di lingkungan DKI Jakarta menurut tata tertib
adalah Perda kemudian diikuti oleh pergub sebagai implementasi dari Perda.

a. Pergub DKI Jakarta Nomeor 15 Tahun 2007

Metoda yang digunakan dalam pembuatan Pergub Nomor 15
tahun 2007 dijelaskan Informan A.3., yang merupakan Stakeholders
yang mengatur Tata Naskah (Takah) produk perundangan tersebut seperti
disampaikan di bawah ini:

“Perintahnya dari Gubernur saat rapim. Setelah rapim semua

ngumpul di Biro Hukum sini untuk membuat konsep
pengendalian flu burung yang harus jadi hari itu juga. Karena
banyak kasus Al pada manusia agar segera dibuat dan disahkan
sehingga dalam satu hari jadi. Dalam penyusunan draf Pergub
ini kita ditongkrongi sama Para Asisten, Kepala-Kepala Dinas
yang mengharuskan tim perumus menyelesaikan tugas hari itu

Juga. Kajiannya tidak mendalam.

Ketika ditanyakan dukungan naskah akademis dari produk
kebijakan Informan tersebut menjawab,

“Pergub No. 15 Tahun 2007 Kajian Akademisnya tidak ada,

karena Pergub ini disusun dalam satu hari langsung disahkan.”
(Wawancara dengan A.3., Oktober 2007)
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Lebih lanjut tentang keharusan ada atau tidaknya naskah
akademik Dalam setiap produk perundangan Informan tersebut
menjelaskan. Seperti termuat dalam Perpres 68 tahun 2005 dalam pasal 8
tentang penyusunan produk hukum dapat disertai Naskah Akademik. Jadi
naskah bisa disertakan bisa tidak, namun Produk Hukum yang baik
seyogyanya disertai kajian/naskah akademis. (Wawancara dengan A.3.,
12 Oktober 2007)

Dari hasil wawancara dengan Informan lain yang kita mintai
keterangan tentang ada dan tidaknya naskah akademis umumnya para
informan tidak menjawab secara jelas tentang ada atau tidaknya naskah
akademis itu. Bahkan peneliti ganti disuruh menjelaskan apa yang
dimaksud naskab akademis dari kebijakan, dari keterangan Informan
tersebut disimpulkan sementara memang produk Pergub Nomor 15 tahun
2007 tidak dilengkapi oleh naskah akademik.

Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2007
tersebut bila divisualisasi secara skematis adalah mengatur hal-hal

sebagai berikut pada gambar 5.1 di bawah ini.
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PERATURAN GUBERNUR NO. 15 TAHUN 2007
TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

. 1, Sefakgt 17 Jan. 2007 » Difadakan
~an - Secara sukarela: - Dikonsumst
PEMELIHARAA ﬁoh " Dl
1 NUNGGAS | | -Angsa
-Buruny dara 2. Sefaktgl.1 Feb. 2007 - Dilarang memelibara dipemukimian
“Bumng puyh -Unggas Kesayangan, pendidiar,
penefitian -» SERTIFIKAS!
g Pﬁg&“ = Direlokasi-» Tempat ditetapkan olch Gubemur
| ey |, - TPAABTPA - bertahap direlokasi
UNGGAS - Lafu lintas diatur
- Dinas Pefernakan
- Dinas Kesehatan

PENGENDALIAN > - Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- Walikotamadya dan Bupati Adm.

- Bafuan Kerja Perangkat Daerah
| PENGAWASKN ™ oot

- Pengambilan inggas unfuk dimusnahkan
- Sanksi kain sesuat dgn kefenfuan peraturan perundangan-undangan

=3 SANKS! oy

Gambar 5.1 Skema Operasional Pergub Nomor 15 Tahun 2007

b. Perda DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2007
Hal-hal yang menyangkut metoda yang digunakan dalam
pembuatan Perda Nomor 4 tahun 2007 dijelaskan Informan A.3., Pejabat

di Biro Hukum Kantor Gubernur DKI yang merupakan Stakeholders
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yang mengatur Tata Naskah (Takah) produk perundangan tersebut seperti
disampaikan di bawah ini:
“Tanggal 17 Januari Pergub ditandatangani oleh Gubernur,
Tanggal 18 Januari membuat rancangan Perda tapi kan tidak
langsung jadi tetapi pembahasan bolak balik. Draf Perda digodok
di Kantor Pemda DKI melibatkan Dinas Peternakan, Dinas
Kesehatan, Biro Hukum, Biro Perekonomian. Dari Konsultan
Akademisi Pranata Ul Bp.Mohamad Budiat. Setelah beberapa
kali pertemuan risalah kita sempurnakan sebelum kita sodorkan
ke DPRD. Draf Perda masuk DPRD pada Januari 2007 juga.
Tetapi waktu itu tidak segera dibahas karena perhatian kita lebih
Jokus pada pengendalian banjir di DKI “ (Wawancara dengan
A.3. 12 Oktober 2007).
Selanjutnya Informan lainya A.l. menjelaskan bahwa Perda No.4
Tahun 2007 adalah Produk yang dihasilkan oleh Eksekutif bersama
Legislatif (DPRD) merupakan kelanjutan dari Pergub No. 15. Di dalam
Perda terdiri atas 7 Bab 17 Pasal (Wawancara A.1., Oktober 2007).
Dari data sekunder penelaahan terhadap dokumen yang ada di
Dinas Peternakan DKI Jakarta bahwa Raperda diterima menjadi perda
dengan beberapa saran DPRD DKI Jakarta antara lain : Segera
mensosialisasikan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas ke masyarakat hingga tingkat
RT/RW. Segera mensosialisasikan relokasi TPnA & TPA kepada para
pelaku tata niaga unggas serta daerah-daerah sekitar Jakarta. Terhadap
birokrasi perizinan dan sertifikasi jangan mempersulit masyarakat,
dilaksanakan secara cepat, cermat, sederhana. Tidak memungut biaya

apapun dengan alasan apapun, selain retribusi bila ada. Jangan hanya
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dijadikan simbol sebagai persyaratan pelaksanaan aturan dan ketentuan
semata.

Hal lain yang ditekankan oleh DPRD DKI Jakarta menanggapi
raperda tersebut adalah : Terhadap penataan peredaran unggas harus
dikelola dengan baik karena dapat merusak tata niaga penjualan unggas,
termasuk kemungkinan kelangkaan unggas pangan di Ibukota. Terhadap
perpindahan TPnA dan TPA diharapkan Pemda harus memperlihatkan
keberpihakan dan perhatian khusus terhadap usaha kecil yang bergerak
dalam bidang fersebut. Jangan sampai Raperda menjadi lahan empuk atau
ajang pungli oleh oknum aparat untuk menarik keuntungan pribadi
dibalik perizinan yang akan dikeluarkan. Pengawasan dan penegakan
peraturan secara tegas terhadap pengenaan sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh aparat pelaksana maupun perorangan atau badan hukum.
Perlu dibentuk satgas khusus untuk memantau pelaksanaan kebijaksanaan
tersebut. Pemda DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemda di setiap
perbatasan wilayah, untuk membuat suatu regulasi bersama dalam hal
penanganan Flu Burung.

Dari hasil wawancara dengan para Informan yang kita mintai
keterangan tentang ada dan tidaknya naskah akademis yang menyertai
pembuatan Raperda umumnya para informan tidak menjawab secara jelas
tentang ada atau tidaknya naskah akademis ifu. Dari keterangan Informan
tersebut disimpulkan memang produk Perda Nomor 4 Tahun 2007 juga

tidak dilengkapi oleh naskah akademik.
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Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007

tersebut bila divisualisasi secara skematis adalah mengatur tentang hal-

hal sebagaimana yang tampak pada gambar 5.2. berikut ini.

= 3 Perasuian Unggas :
PANGAN ~TPuA, —Terpatskan ditetaplan oeh Gubemur

- TPaA sutiah ada sebefum Raperda : - Relokasi: - Tempat yang ddetapkan oleh Gubemar

- Jangka Waktu 3 hun
- Melewati 34zhun: penutupan dan penyitaan Unggs

+ Prosedur Penfahapan Pemindahan Lokasi TPnA dan TPA - Distur Peraturen Gubemur
-Syaratsyaret Pemasukan : + SKU dari Dolder Hewan dari daersh 2l

- Surat Keferangan asal & tejuan oleh pefabat yg berwenang

Pengendalian : 1, Walikotamadya dan Bupati Kab. Adm.

2, Dinas Peternakan, Perfkanan dan Kelautan
pENGENDALK | s Die Kooz
& PENGAWASAN 4. Dinas Trantb & Linmas
Pengawasan ;1. Satuan Kerja Perangkat Daorah
2. Nasyarahat
1, Pidana 3 { figa | bulan
SANKSIPELANGGARAN = | 2.Denda Rp. 50000000, flima puichjuta rupiah)
3. Penyitaan unggas
UNGGAS YG DIPELIHARA TEINDIKAS!
VIRUS FLU BURUNG . DIMUSNAHKAN TANPA GANTIRUGI

Gambar 5.2. Skema Operasional Perda Nomor 4 Tahun 2007
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PERDA NO. 4 TH. 2007
Tentang Pengendalian Pemeliharaan & Peredaran Unggas Di DKI Jkt
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ocarsie. | [PLemin 21 ot o1 puoa et Syt Ditempe Ster
SATANGAN bermetera bk
- _ Tdk Memenuhi 3
T x o [
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Dipasarkan | - Lokasiyang ditetapkan
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5.5.

78

Outpuf Kebijakan dan Implementasinya
5.5.1. Sosialisasi Kebijakan Kepada Masyarakat

Produk perundangan seperti Pergub Nomor 15 tahun 2007 dan Perda

‘Nomor 4 Tahun 2007 harus segera disosialisasikan setelah diundangkan,

Indikator sosialisasi adalah persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang
peraturan kebijakan yang telah dihasilkan. Informan A.1. dari Dinas Peternakan
DKI menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan terhadap publik tentang
kebijakan selengkapnya di bawah ini.
?Evaluasi kegiatan kila lakukan secara periodik. Termasuk sosialisasi ke
publik tentang produk kebijakan ini. Bila ada tokoh di bidang
perunggasan belum tahu Perda ini itu berarti kuper.., kebangetan karena

berita di koran sudah ada. Jadi salahkan dia jangan disalahkan kita.
{Wawancara dengan A.1., 2 Oktober 2007).

Namun pernyataan yang meragukan meratanya masyarakat terhadap
produk peraturan disampaikan oleh informan B.4. yang menyatakan Pergub dan
Perda ini kita yang di bawah sudah tahu, dan memahaminya. Namun untuk
masyarakat saya belum yakin. Perlu sosialisasi lagi.” (Wawancara dengan B.1,

9 Nopember 2007)

Hal senada disampaikan oleh Informan B.2. seorang Ketua pedagang
unggas Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur yang menyatakan

“Mengenai Pergub nomer 15 tahun 2007 sudah tahu karena sering
dimuat di koran dan diberitakan di TV, tapi Perda nomor 4 tahun 2007
belum tahu. Saya sebagai Ketua Pedagang unggas di Pasar Burung
Pramuka belum pernah diajak ngobrol oleh petugas masalah Perda ini.”
(Wawancara dengan B.2., 10 Nopember 2007)
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Lebih lanjut ketika ditanyakan persepsinya tentang Al informan menjawab
“Pengetahuan saya tentang flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh
Virus H5N1 yang menyerang unggas, katanya menyerang manusia tetapi
buktinya kurang tahu ya,. Salah satu penyebab katanya adanya interaksi dengan
unggas. Virus ini menyerang bebek, ayam, burung dara. Burung di sini atau
burung berkicau tidak pernah ada kasus di Pasar Burung ini.” (Wawancara B.2.,
10 Nopenber 2007)

Pendapat yang lain adalah dari B.3 scorang Ketua Pedagang ayam di
Pasar Kramat Jati Jakarta Timur yang menyatakan saya hanya tahu di DKI sudah
ada peraturannya. Tapi mengenai isinya saya belum paham betul. Saya sudah
tahu rencana relokasi itu. (Wawancara B.3. Nopember 2007)

Hal senada disampaikan oleh B.4. seorang Pengusaha pengepul ayam
potong di wilayah jakarta Timur yang menyatakan Saya mengetahwi dari
membaca koran dan nonton TV sudah ada Peraturan Gubernur tentang larangan
pelihara unggas di DKI. dan juga sudah tahu tentang rencana relokasi
penampungan itu fapi saya tidak tahu kapan hal itu dilaksanakan. Saya hanya
diberitahu peringantan bagi terapat pengepul dan pemotongan suatu saat akan
dipindahkan. (Wawancara dengan B.4., Nopember 2007).

Dari pernyataan para Informan tersebut di atas sosialisasi terhadap
Pergub dan Perda tentang pengendalian Al di Jakarta telah dilaksanakan oleh
pemerintah DK Jakarta, masyarakat sudah tahu namun secara substansial isinya

belum .

5.5.2. Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
Kebijakan ini akan efektif bila ada koordinasi yang mantap, komunikasi

dan informasi yang berjalan rutin dan berkualitas. Indikator ke arah itu tercermin
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dari peryataan informan A.l. seorang pejabat di Dinas Peternakan DKI bahwa
setiap kegiatan turun ke lapangan, bila ada kasus Kkita selalu melaksanakan
koordinasi. Selama ini kita telab laksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab
masing-masing. Jadi tidak ada masalah.

Selanjutnya dikatakan oleh Informan tersebut

“Pencatatan dan pelaporan terhadap hasil surveilans maupun hasil

kegiatan program selalu kita laksanakan. Pelaporan rutin maupun

insidentil bila ada kasus selalu kita laporkan dan koordinasikan ke

Deptan. Kita membuka layanan telepon pengaduan dari masyarakat

tentang keberadaan unggas di pemukiman maupun kasus-kasus kematian

unggas yang tidak wajar. Kita mencoba melakukan pelacakan di

lapangan dan selalu kita respon terhadap setiap pengaduan dari

masyarakat.” (Wawancara dengan A.1, 2 Oktober 2007)

Senada dengan itu Informan A.2. pejabat di Dinas Keschatan DKI
menyatakan bahwa Keterpaduan kita sudah jalan dengan baik. Kita selalu kerja
sama. Bahkan kita sudah mulai membentuk Komda AI Propinsi, turunan
Komnas Al.unsur yang terkait antara lain Dinkes, Disnak, Dikbud, Dinas
Kebersihan, Depag dll pokoknya seluruh Dinas terkait ikut untuk menghadapi
penanggulangan Al dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Al. (Wawancara
dengan A.2. 5 Oktober 2007)

Informan A.4 seorang pejabat berpengarsh di bidang pengendalian Al
Deptan RI menyoroti tentang koordinasi, komunikasi dan informasi serta
kerjasama lintas sektor. Kutipan lengkapnya sebagai berikut.

”Kerjasam lintas sektor awalnya berjalan sendiri-sendiri sesuai disiplin

ilmu. Namun perkembangan selanjutnya belajar dari kasus-kasus di
lapangan mengharuskan kerjasama lintas sektor yang baik.
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Lebih lanjut menanggapi terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2007
tanggal 12 pebruari 2007 tentang penanggulangan dan Pengendalian Virus Flu
Burung (Avian Influenza) informan tersebut berkomentar.

"Seluruh unsur Departemen sesuai Inpres No. 1 Tahun 2007

mengharuskan terlibat dalam pengendalian Al Unsur dari aparat TNI

Jjuga sudah dilibatkan terutama aparat teritorial ikut memback-up

kegiatan utamanya depopulasilnpres ini juga dimaksudkan memberi

payung hukum pada aparat TNI dan Polri untuk mem back up, utamanya
tindakan di lapangan yang sedikit bernuansa keras. Namun karena
otonomi daerah ini tindakan itu belum seperti yang kita harapkan. Pihak
pemegang ofda malah mengedepankan unsur hansip dan satpol PP
karena depopulasi yang mereka lakukan depopulasi yang sifatnya

kekeluargaan. (Wawancara dengan A 4., 2 Nopember 2007)

Dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007
tentang Penanggulangan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian
Influenza), tersebut memerintahkan dengan tegas kepada Menkokesra,
Menkeu, Mentan, Menkes, Panglima TNI, Para Gubernur dan para Bupati
walikota agar meningkatkan intensitas dan melakukan langkah-langkah
kongkrit dan efisien untuk pengamanan dan pengendalian Al sesuai lingkup
tugas'dan kewenangan masing masing dan dilaksanakan secara integrasi.
Unsur yang belum dilibatkan secara aktif oleh permnda DKI Jakarta adalah
keterlibatan TNI dalam membantu pengendalian, utamanya hal-hal yang
memerlukan tindakan yang bernuansa keras dan unjuk kecepatan tindakan di

lapangan.

- 553, Depopulasi Unggas dan Kompensasi

Depopulasi unggas menjadi indikator implementasi pelaksanaan

kebijakan pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas. Hasil kongkrit
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depopulasi dapat kita ketahui dari wawancara denga A.l. pejabat di Dinakans
peternakan DKI dalam wawancara pada 2 Oktober 2007 berikut ini

"Pencapaian depopulasi di DKI tidak mungkin 100%, Tapi
Alhamdulillah...,” (Tanpa menyebutkan tingkat pencapaiannya).

Selanjutnya ditambahkan,

»Dana depopulasi, karena tidak ada kasus lagi pada unggas. Depopulasi
yang dapat uangnya adalah depopulasi yang terbukti ada HSNI
berdasarkan wji labnya. Ada saksi-saksinya. Tanda tangan RT, RW,
Lurah, Camat. kalau hasil lab negatif tidak dapat dana pengganti.
Depopulasi di DKI tidak bisa radius 1 kilometer, kalau itu diberlakukan
bagaimana bila mengenai daerah sekitar Tamanmini atau Monas yang
banyak populasi unggasnya ? Selama ini kalau ada temuan kasus. Paling
200-300 meter dilaksanakan surveilan bila positif dilakukan
depopulasi.”.

Hal senada disampaikan oleh A.2. pejabat Dinas kesehatan DKI
Depopulasi unggas di DKI belum 100 %, Dinas Peternakan belum melaporkan
perkembangan depopulasi ini secara terbuka. Setiap kita melaksanakan
surveilans dan pertemuan di lapangan ada saja masyarakat yang melaporkan
keberadaan unggas milik tetangga atau lingkungan yang masih memelihara,
Mereka ikut membantu dismak menangkapi unggas tersebut. (Wawancara
dengan A.2., 5 Oktober 2007)

Demikian pula Informan A.4. dari Deptan RI memberi gambaran tentang
aspek aspek depopulasi di DK Jakarta.seperti kutipan berikut ini.

"Saya pikir belum sesuai target. Namun dengan adanya Inpres no 1

Tahun 2007 diharapkan kerjasama lintas sektor dapat diwujudkan.

Konsep awalnya kita akan mencontoh langkah negara lain yang telah

berhasil meminimalisir kasus Al dengan melibatkan aparat militer untuk

eliminasi unggas dari pemukiman seperti di negara lain. Tetapi ternyata
dengan adanya otonomi daerah mereka hanya memback up dari

belakang dan hanya melibatkan satpol PP dan Satpam satpam yang
turun langsung untuk depopulasi”
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"Untuk mendapatkan pembiayaan sehubungan tindakan depopulasi,
syaratnya sangat mudah. Dananya ada di Deptan. Syarat pengajuan
kompensasi yaitu apabila sudah dinyatakan oleh Dinas peternakan dan
diperiksa oleh dokter hewan yang ditunjuk bahwa daerah itu tertular
Virus Al dan dilakukan tindakan Depopulasi Terhadap populasi yang
sehat di sana, tandatangan dolter hewan, mengetahui pemilik ternak,
kepala desa. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi untuk diajukan ke
Deptan. Pengajuan oleh Kasudin Peternakan setempat mengetahui
Bupati/Walikota. Dilampiri Rekening Bank untuk dilaksanakan tranfer,
karena tidak ada pembayaran langsung di lapangan. Dana Kompensasi
selanjutnya didistribusikan ke yang berhak Kegiatan itu berkisar 7 — 10
hari. (Wawancara dengand.4., 2 Nopember 2007)

Sesuai Pergnb nomor 15 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa
mayarakat yang memelihara unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, burung
dara dan burung puyuh di pemukiman, terhitung sejak tanggal 17 Januari
2007 agar secara sukarela meniadakan unggas-unggas peliharaannya.
Dari data Sekunder pencapaian Depopulasi Unggas sampai dengan 31
Januari 2007 Dapat dilihat pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4. Jumlah Depopulasi Unggas di wilayah DKI Jakarta sampai
dengan tgl. 31 Januari 2007

NO. KOTAMADYA JUMLAH (Ekor)
1 | JAKARTA TIMUR 15.993
2 | JAKARTA BARAT 43.370
3 | JAKARTA SELATAN 20.134
4 | JAKARTA UTARA 18.637
5 | JAKARTA PUSAT 8.900
- | TOTAL 112.534

Data Sekunder Sumber Dinas Peternakan DKI Jakarta,

Dari data primer dan sekunder di atas menunjukkan bahwa depopulasi

telah dilaksanakan di sektor 4 peternakan dengan pencapaian sampai dengan 31
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Januari 2007 sejumlah 112.534 denpgan urutan pencapaian tertinggi wilayah
Jakarta Barat diikuti, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta
Pusat. Pencapaian depopulasi sesuai data primer tidak bisa 100%.

Selanjutnya mengacu ke Pergub Nomor 15 tahun 2007, terhitung tanggal
1 Pebruari 2007, masyarakat dilarang memelihara unggas jenis ayam, itik, entok,
angsa, burung dara dan burung puyuh di pemukiman. Langkah lebih lanjut yang
dilaksanakan adalah melaksanakan sweeping terhadap unggas tersebut di atas di
pemukiman. Hasil Sweeping sampai dengan 31 maret 2007 ditampilkan dalam
tabel 5.5.

Tabel. 5.5 Jumlah Unggas Hasil Sweeping sampai dengan
- Tgl 1 s/d tgl. 15 Maret 2007

NO. KOTAMADYA JUMLAH (Ekor)
1 JAKARTA TIMUR 52.025
2 JAKARTA BARAT 6.490
3 JAKARTA SELATAN 584
4 JAKARTA ULARA 6.293
5 JAKARTA PUSAT 1.196
TOTAL 66.588

Data Sekunder sumber Dinas Peternakan DKI Jakarta,

Dari data sekunder di atas menunjukkan bahwa depopulasi telah
dilaksanakan di sektor 4 peternakan dengan pencapaian sampai dengan 31 Maret
2007 sejumlah 66.588 dengan urutan pencapaian tertinggi wilayah Jakarta Timur
diikuti, Jakarta Barat, Jakarta Utara , Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Menyangkut dana depopulasi di sektor 4 DKI karena dianggap tidak ada

lagi unggas maka Suku Dinas Peternakan tidak lagi megajukan dana depopulasi
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ke Deptan. Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas adalah keterlibatan TNI
seperti yang diamanatkan oleh Inpres nomor 1 Tahun 2007 belum dimanfaatkan
secara baik oleh Pemda DKI, Masalah ganti rugi baru dimanfaatkan beberapa
kodya.
5.5.4. Vaksinasi

Kalau dulu vaksinasi merupakann tindakan preventif utama, tapi dengan
perkembangan virus di lapangan kita adakan evaluasi. Hal yang menjadi alasan.

Pertama, ternyata evektifitas vaksinasi di pertanyakan, Ayam sakit kalau
kita periksa positif Al, namun ayam sehatpun kalau kita periksa bisa positif Al
Sehingga untuk daerah tertular baru tidak kita amjurkan divaksinasi. Vaksin
dengan strain lama tidak evektif karena serotipe virus di lapangan sudah berbeda.
Efektivitas vaksin kita perkirakan kurang dari 60 %. Vaksinasi dilakukan secara
berkala 3 sampai 4 bulan sekali.

‘. Kedua Coverage rendah pada sektor 4. kalau ada yang ngomong
coverage tinggi omong kosong. Karena untuk menangkap ayam pada sektor 4
sulit.

Ketiga, pasca vaksinasi di lapangan bila di ukur titer antibodi tidak
sampai 50 %. Hal itu mungkin vaksinnya yang jelgk atau pelaksanaan vaksinasi
yang tidak betul, dilaporkan divaksin padahal tidak. Kegiatan vaksinasi sektor IT¥
dan IV dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Sektor I dan II tetap menggunakan
Vaksin. (Wawancara dengan A.4., 2 Nopember 2007).

Hal senada disampaikan oleh Informan A.2. bahwa vaksinasi digunakan

untuk hewan kesayangan.
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“Vaksinasi dan sertifikasi untuk hewan-hewan kesayangan. Depopulasi

dipergunakan khususnya untuk hewan yang tidak bertuan, depupulasi

Juga untuk kandang yang terpelihara dan di pemukiman padat. Vaksinasi

Jjuga jalan depopulasi juga™ (Wawancara dengan A.2., 5 Oktober 2007)

Informan B.2. dari Perkumpulan pedagang unggas Pasar Burung
Pramuka mengatakan bahwa vaksinasi tidak dilakukan di pasar ini (Wawancara
dengan B.2., 10 Nopember 2007)

Dari keterangan Informan diketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi pada
awalnya adalah pilthan utama, namun tindakan ini perlu dievaluasi sebagai
pilihan, karena dianggap kurang efektif. Khusus sektor 4 DKI, karena sektor 4
dianggap tidak ada unggas komersiil maka tidak dilaksanakan vaksinasi lagi.

Vaksinasi khususnya dilakukan hanya untuk hewan kesayangan, namun

demikian hasil wawancara pasar burung tidak dilakukan vaksinasi.

5.5.5. Sertifikasi

Di daiam kebijakan pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas ini
antara lain diatur masalah sertifikasi khususnya unggas kesayangan, penelitian
dan unggas konservasi. Untuk mengetabui implementasi sertifikasi di DKI
Jakarta hasil wawancara dengan informan dari Dinas peternakan DKI
disampaikan berikut ini.

®Pada kebijakan ini Prioritas yang kita lakukan adalah : Pertama,

Sertifikasi terhadap hewan-hewan kesayangan”

- Lebih lanjut disampaikan oleh informan ini,

sertifikasi sekarang ini pada awalnya bagus tetapi pada ulangan agak

menurun. Pada awalnya luar biasa sampai ngantri, mereka pada takut
unggasnya di sita, tetapi pada periode ulangan mereka menganggap oh..,
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sudah pernah di sertifikasi ya sudah. ” (Wawancara dengan A.1., 2
Oktober 2007)

Informan dari Direktorat jenderal peternakan Deptan RI menjelaskan
bahwa Pokok kebijakan yang dapat diakomodir antara lain terbitntya sertifikasi
kesehatan unggas kesayangan yang berlaku reguler setiap emam bulan.
Selanjutnya dikatakannya lagi sehubungan pelaksanaan sertifikasi di lapangan.

"Memang untuk yang diberikan sertifikat adalah unggas kesayangan di

perumahan, yang di pasar burung tidak, karena mobilitasnya sangat

tinggi. Biaya serfifikat tidak ada. Namun bila ingin memberi minum pada

petugas ya silakan saja.” (Wawancara dengan A.4., 2 Nopember 2007)

Hal senada disampaikan oleh Informan pedagang di pasar burung
pramuka Jaktim Sertivikasi di Pasar Burung tidak ada. Sertifikat gratis tetapi
kenyataannya bayar, nominalnya saya tidak tahu (Wawancara dengan B.2.,
10 Nopember 2007)

Dari data sekunder, jumlah Serifikasi Keschatan Unggas yang telah

dikeluarkan oleh Suku-suku Dinas Peternakan DKI dapat di lihat pada tabel 5.6

berikut ini
Tabel 5.6 Jumlah Sertifikat Kesehatan Unggas yang telah dikelvarkan
31 Maret 2007:
NO. KOTAMADYA JUMLAH

1 JAKARTA TIMUR 13.010

2 JAKARTA BARAT 9.288

3 JAKARTA SELATAN 10.393

4 JAKARTA UTARA 5.101

5 JAKARTA PUSAT 4,845

6 DINAS PEKANLA 332

7 BKHI 219

8 Drh. PRAKTEX 97
TOTAL 43.185

Data Sekunder sumber : Dicas Pternakan DKI Jakarta,
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Dari data di atas diketahui bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan
sampai dengan 31 Maret 2007 sejumlah 43.185 dengan pencapaian tertinggi di
wilayah Jakarta Timur diikuti oleh Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara
dan Jakarta Pusat. Sertifikasi juga dilakukan di Dinas atau kantor terkait serta

Dokter Hewan praktek namun jumlahnya kecil.

5.5.6. Pengendalian Peredaran Unggas
Secara eksplisit kebijakan pengendalian pemeliharaan dan peredaran
unggas ini juga mengatur masalah peredaran unggas komersial untuk konsumsi
masyarakat di DKI Jakarta. Untuk mengetahui implementasi di DKI Jakarta hasil
wawancara dengan informan A.l. Pejabat di Dinas peternakan DKI disampaikan
berikut ini.
?Implementasi pengendalian AI di DKI ini ada rakap;nnya terutama

yang paling berat adalah relokasi penanpungan dan pemotongan
unggas.”

Selanjutnya informan menjelaskan tentang tahapan relokasi

penampungan unggas sesuai yang diatur dalam perda nomor 4 tahun 2007 seperti

berikut ini.

“Tahun Pertama :@ Penyusunan kebijakan-Sosialisasi-Penyiapan dan
penetapan lokasi tempat penempungan dan pemotongan unggas-
Koordinasi dan penatoan perusahaan, Tahun Kedua :@ -Sosialisasi-
Pembebasan lahan-Pembangunan sebagian infra strultur-Bimbingan
alih usaha, Tahun ketiga-Pelaksanaan Pada akhir 2009 seharusnya
sektor 4 seharusnya tidak ada masalah lagi. (Wawancara dengan A.1.,
2 Oktober 2007)

Lebih Janjut informan ini menyampaikan harapan-harapan dari tindakan

pengendalian AI DKI adalah : Secepatnya tertata rapi, penempungan,
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pemotongan dan di pasar tidak ada lagi pemasaran unggas hidup. Masyarakat
sudah tersosialisasi. Mereka sudah harus bersikap bahwa unggas yang sudah
dipotong itupun juga bagus. Kedepan sudah harus ada Meat Shop — Meat Shop
pada pasar tradisional juga punya. Meat Shop — Meat Shop pada pasar andalan
juga sudah punya. Seperti kemarin saya ke Australia kita lihat sudah tertata rapi,
daging sudah bersertifikat halal ada tanggal kadaluwarsanya, asal usul daging
juga dapat diketahui. (Wawancar dengan A.1., 2 Oktober 2007)

Senada denpan itu, Informan A.3 pejabat di kantor Gubernur DKI
mengatakan  sebagai berikut :

“Keinginan pemda ke depan tidak ada hewan hidup di pasarkan di pasar.

Dan tidak ada pemotongan di pasar. Kita perlu waktu 3 tahun untuk

menerapkan secara strike dan keras. (Wawancara dengan A.3,

12 Oktober 2007)

Menanggapi rencana Pemda DKI ini, Informan B.3. seorang Pengusaha
Pengepul Ayam komersial di Jakarta Timur menaggapi dengan dingin bahwa,
Batas waktu bagi kami tidak ada masalah asal Pemda siap menyediakan lahan
bagi tempat penampungan dan pemotongan unggas. (Wawancara dengan B3.,
16 Nopember 2007)

Tanggapan yang cukup emosional disampaikan oleh Informan B.4.
seorang Pengusaha jual beli ayam atau pedagang ayam Pasar Kramat Jati yang
menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

"Kalau menurut saya batas wakiu yang diberikan terlalu singka.

Soalnya saya tidak memandang bahaya di tingkat peternaknya. Soalnya

sudah lebih tua kandang dari pada pemukimannya. Sebaiknya langkah

yang ditempuh adalah adanya jaminan dari pengirim unggas bahwa

unggas yang dikirim memang bebas dari flu burung (Wawancara dengan
B.3., 23 Nopember 2007 ).
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Lebih lanjut informan ini menyampaikan,

»Yang perlu dipikirkan antara lain adalah lalu lintas unggas dari daerah
asal ke DKI melewati daerah yang bebas. Tentu kalau Perda ini diadopsi
oleh daerah itu akan menjadi suatu masalah. Sekarang sebailnya
memikirkan bagaimana peternakan menghasilkan unggas yang sehat,
dan jangan buru-buru mengambil kebijakan di luar bidang kesehatan
hewan seperti relokasi ini. Yang sulit dari relokasi penampungan unggas
dan pemotongan unggas antara lain faktor pembebasan tanak/lahan,
Jaktor transportasi tidak seluruh pedagang memiliki alat transportasi,
tingkat harga akan naik karena fakior tempat. Dan wjungnya akan
menaikkan harga. Bila harga naik konsumen akan beralih ke komoditi
lain, ikan misalnya.

Hal 1ain yang disampaikan, tentang solusi terbaik dan dampak dari solusi
itu informan ini menjelaskan :

YAlternatif yang aman antara lain pengiriman Karkas beku dari daerah
asal ternak Dikirim ke Jakarta dalam kondisi bersih dan beku. Kendala
yang timbul tidak ada namun tentu tingkat harga karkas beku sangat
mahal dibanding kondisi yang sekarang. Biaya yang besar terutama
untuk prosesing ke bentuk bekunya. Disamping itu perternak yang
menikmati fasilitas ini tentu peternak yang skala bisnisnya menengah ke
atas. Bila DKI memberiakukan daging beku maka pedagang kecil
menengah akan mati. Yang memiliki penampungan dan pemotongan
umumnya pemodal besar. Pedagang kecil akan mati yang bisa
berdagang hanya segelintir orang. (Wawancara dengan B.3,
23 Nopember 2007).

Berdasarkan data di atas, pengendalian peredaran unggas akan
dilaksanakan secara bertahap. Terdapat beberapa alternatif pemecahan untuk
mencukupi kebutuhan daging asal unggas untuk konsumsi yang aman bagi
masyarakat DK] yaitu dengan mendatangkan daging beku, namun konsekwensi

dari itu semua harga komoditi ini akan naik.

5.5.7. Biosecurity
Biosekurity adalah suatu tindakan preventif untuk mencegah masuknya

virus ke dalam fubuh, tindakan ini berupa pengaturan manjemen pemeliharaan
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unggas, higiene perorangan dan higiene kandang dan pengaturan jarak kandang
dari pemukiman penduduk. Langkah ini menurut Informan A.4. seorang Pejabat
di Ditjen Peternakan Deptan RI adalah tindakan yang utama dalam menyikapi
fenomena Al (Wawancara dengan A.4, 2 Nopember 2007)

Dalam perda nomer 4 tahun 2007 tentang pemeliharaan unggas
disebutkan jarak pemelibaraan dengan pemukiman minimal 25 meter, hal itu
dibenarkan oleh informan A.3 dari Biro Hukum DKI sebagai berikut :

"Persyaratan dalam perda kususnya tentang jarak minimal 25 meter dari

pemukiman jelas tidak mungkin di DKI” (Wawancara denga A.3., 12
Oktober 2007)

Namun tanggapan yang bernada protes disampaikan oleh Informan B.4.
seorang Pedagang unggas Pasar Kramat Jati sebagai berikut :

"Kita ini peternak yang sudah bisnis puluhan tahun. Di Pulo Gadung

kandang kita dirikan sebelum penduduk datang. Jadi kandang telah ada

sebelum yang lain ada lebih tua kandangnya. Kalau sekarang diminta
kandang minimal 25 meter ya silakan beli kandang kita. Kita sering
didatangi petugas dari Pemda diberi penyuluhan tapi ujung-ujungnya ya

UUD (Ujung-ujungnya Duit) (Wawancara dengan B.4., 23 Nopember

2007)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, tempat penampungan
unggas dan penjualan unggas di wilayah jakarta timur mendapati bahwa pekerja/
karyawan di tempat tersebut tidak melengkapi dirinya dengan perangkat
pencegahan penularan seperti scpatu, masker, sarung tangan, menanggapi itu
berikut ini wawancara dengan B.3. Pengepul unggas untuk kawasan Jakarta
Timur mengatakan bahwa: Kebetulan disini anak-anak pada susah disuruh
memakai sepatu dan masker pak, kadang-kadang pakai kadang-kadang tidak.

(Wawancara dengan B.3, 16 Nopember 2007).
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Hal senada disampaikan oleh Informan B.4. Pedagang unggas wilayah
Jakarta Timur yang menyatakan : Karyawan di sini pada malas pakai, alasanya
dari dulu sudah biasa dengan ayam. Takut sih takut tapi penyakit ini kan dari
dulu sudah ada, namanya tetelo, ND, ngengkreg. Sekarang ini kan ganti nama
saja. Kalau di bilang Al kan itu hanya prediksi saja. Jadi Al dari ayam itu hanya
Mithos saja. (Wawancara dengan B.4., 23 Nopember 2007).

Dari pernyataan para Informan tersebut di atas sosialisasi penerapan
biosekurity di lingkungan peternak masih sangat kurang, Sosialisasi terhadap
pergub dan Perda tentang pengendalian AI di Jakarta telah dilaksanakan oleh
pemerintah DKI Jakarta, masyarakat sudah tahu namun dalam penerapan belum

dilaksanakan dengan berbagai alasan.

5.5.8. Kcpatuhan Masyarakat Terhadap Produk Kebijakan.

Salah satn aspek suksesnya implementasi kebijakan adalah kepatuhan
terhadap produk kebijakan atau peraturan. Berikut adalab data-data tentang
indikator kepatuban masyarakat DKI terhadap kebijakan pengendalian
pemeliharaan dan peredaran unggas di DK Jakarta.

Pejabat di Dinas peternakan DKI yang juga sebagai informan A.l.
menilai bahwa:

*Kita tidak tahu ya sulit implementasinya. Seharusnya, idealnya setelah

terbitnya perda tidak ada lagi unggas pangan di sektor 4. Itu tergantung

wilayahnya, wilayah mau bergerak tidak ? kita mau tegas sekarang LSM

banyak lho pak ..., (Wawancara A.1, Oktober 2007).

Lebih lanjut tentang ketegasan petugas di lapangan dalam melaksanakan

tugas swepping terthadap unggas liar di Sektor 4.
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YKalau diterbtibkan galakan dia Satpol PP pun ngeper melawan dia.”.
Lebih lanjut Informan ini memberi argumentasi tentang kepatuhan masyarakat
terhadap produk kebijakan seperti berikut ini :

"Produk Kebijakan Pengendalian Al ini adalah hasil karya kedua

lembaga antara DPRD dan Pemda. Dalam hal ini sebenarnya rakyatlah

yang diwakili DPRD yang membuat peraturan sehingga rakyat sendiri

yang harus menerima dan mematuhinya. ” (Wawancara dengan A.l. 2

Oktober 2007)

Informan A.3. pejabat di Biro Hukum DKI menganalisis hal ini sebagai
berikut : Hambatan Implementasi kebijakan yang lebih tahu adalah Dinas
Peternakan. Kalau kita melihat masih adanya unggas liar dipemukiman itu suatu
kendala. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap produk kebijakan serta
penerapan sanksi hukumya. Buktinya masyarakat turut membantu pelaksanaan
depopulasi. Masyarakat sudah berami nulis di kolom pembaca tentang
keberadaan unggas di pemukiman dan tidak adanya gejolak. demonstrasi yang
cukup signifikan untuk menentang Pergub dan perda ini, (Wawancara dengan
A3, 12 Oktober 2007).

Tanggapan kelompok masyarakat pedagang burung, pengepul ayam
komersial dan pedagang ayam beragam pamun intinya adalah keberatan terhadap
besarnya sanksi yang tercantum dalam pergub seperti kutipan berikut ini;

YKalau memang sudah ada perdanya kita sebagai warga masyarakat

akan patuh. Namun perlu disadari mungkin kebijakan ini akan

berdampak ekonomi terhadap kita sebagai asosiasi pedagang. Sanksi
dalam perda saya keberatan namun kalau sudah dibilang begitu ya apa

boleh buat. (Wawancara dengan B.2,, 10 Nopember 2007)

?Maunya saya sebaiknya tidak ada sanksi.”. (Wawancara dengan B.3, 16
Nopember 2007)

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



5.6.

94

Lebih lanjut dikatakannya,

Kami sebagai masyarakat biasa sebenarnya keberatan dengan

kebijakan ini namun, sebagai masyarakat yang baik apapun keputusan

pemerintah kami akan tunduk.”

YKalau sanksi hukum 3 bulan kurungan tidak memberatkan, tetapi kalau

denda 50 juta saya rasa keberatan. Kalau disuruh memilih saya pilih 3

bulan dari pada 50 juta. Karema 50 juta saya tidak punya uang.”

(Wawancara dengan B.4., 23 Nopember 2007)

Namun demikian akhirnya informan ini menyatakan,

YKami sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan ini, namun apapun

demi kesehatan kita bersama dan sudah diputuskan oleh pemerintah kami

akan mentaatinya.”

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima
bentuk sanksi seperti yang diamanatkan dalam peraturan Gubernur dan perda
tentang Pengendalian wabah Al di DKI jakarta, namun kepatuhan ini disertai

dengan keberatan-keberatan dari masyarakat.

Dampak Kebijakan (Outcone)

5.6.1. Dampak Kebijakan Terhadap Jumlah Kesakitan (Morbiditas) Kasus
Al di DKI Jakarta

Indikator yang paling sederhana dan mudah untuk dipahami terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian wabah Al di DKI Jakarta
dapat dilihat dari dua faktor yaitu jumlab Kesakitan (Morbiditas) dan jumlah
kematian (Mortalitas) yang diakibatkan oleh Al

Menyikapi jumlah morbiditas ini A.2. Pejabat di Dinas kesehatan DKI
yang membidangi Surveilans Al ini mengatakan di bawah ini.

»Kalau kita melihat grafik, angka kesakitan ada penurunan pada periode

2007 ini, kasus dimulai pada bulan September 2005 sampai 2006 hampir
tiap bulan ada kasus pada manusia hanya ada satu bulan kosong.”
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antara lain Litbangkes, Balai Penyelidikan Penyakit Hewan, Dinas Kesehatan,
Dinas Peternakan, Sudinkes dan Peternakan serta Aparat yang terkait.

Lebih Lanjut dikatakannya untuk Sentinel khusus Al belum ada namun
kalau ILI sudah ada bekerja sama dengan Litbang Depkes dan CDC Atalanta itu
di Puskesmas Utan Kayu Utara dan RS Pasar Rebo digunakan untuk Sentinel
ILI, setiap pasien yang memiliki gejala Influenza ada demam, batuk pilek,
diminta kesediaanya untuk diambil Spicemen Swab hidung dan diserahkan ke
Litbangkes untuk diperiksa secara laboratorium.

Hal lain yang dinilai oleh informan ini terkait tingginya jumlah
morbiditas pada manusia menyampaikan analisisnya sebagai berikut :

“Kasus di DKI tinggi kalau saya sendiri melihat, mengamati mungkin

karena : Pertama faltor lingkungan itu sendiri, kemudian arus masuknya

unggas dari luar daerah yang masuk ke DKI tiap harinya, kemudian
yang ketiga belum diaturnya pemeliharaan dan penampungan unggas
sehingga kadang kadang ada di pemukiman penduduk yang menampung
ayam di rumah rumah penduduk.” (Wawancara dengan B.1. 9 Nopember

2007

Pada sisi lain, bila kita lihat jumlah morbiditas dan Prevalensi pada
Unggas dinyatakan oleh Informan A.1. dan A.4. dari Dinas peternakan DKI dan
Deptan RI yang mengatakan bahwa angka prevalensi tertinggi unggas terinfeksi
Al sesuai uratan adalab : pertama Entok/itik, kedua ayam hias, ketiga Perkutut/
tekukur, ke empat ayam aduan. Mengenai merpati balap nol, tetapi merpati yang
abal abal itu saya tidak tahu karena mereka sulit sgka]i menertibkannya.
(Wawancara dengan A.1., 2 Oktober 2007)

Kalau secara Nasional pengendalian Al pada unggas dapat ditekan.

Untuk DKI karena tidak ada unggas lagi, untuk daerah pemukiman sudah kita
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anggap tidak ada lagi. Kalau di pasar memang masih ada. Bahkan laporan
kematian unggas di DKI sudah tidak ada. Dengan pergub dan perda sekior IV
ayam komersiil sudah tidak ada seharusnya. Kenyataannya di tempat sampah kan
masih ada Ayam liar. Tetapi Dinas Peternakan dan dari masyarakat sudsh tidak
ada lagi laporan ke kami (Wawancara dengan A 4., 2 Nopember 2007)

Berikut ini adalah Gambaran Jumlah Morbiditas manusia yang
diakibatkan oleh Virus Al di wilayah DKI Jakarta pada periode sebelum
diberlakukannya Pergub Nomor 15 dan Perda nomor 14 Tahun 2007 ditampilkan

dalam grafik trend Time Epedemiology perbulan seperti tabel Grafik 5.1. berikut

ini
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Grafik 1. Grafik Trend Time Epidemiology Perbulan
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Dari data grafik 5.1, diatas diketahui bahwa kasus confirm, probable dan
suspect pada akhir tahun tahun 2005 mulai meningkat, perkembangan kasus
berlanjut pada 2006 hampir tiap bulan terdapat kasus kecuali bulan Nopember
dan Desember tidak ada kasus Confirm, Pada awal tahun 2006 kasus Al kembali
terjadi pada bulan Januari hingga April 2007, setelah itu tidak didapatkan kasus
confirm hingga Desember Satu satunya kasus confirm adalah pada bulan
September 2007. Sedangkan data primer dari seluruh informan menyatakan,
bahwa angka morbidits kasus Al di DKI Jakarta ada kecenderungan menurun
setelah diberlakukannya pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perda Nomor 4
Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di seluruh

wilayah DKI Jakarta.

5.6.2. Dampak Kebijakan Terhadap Jumlah Kematian Kasus Al di DKI
Jakarta (Mortalitas)

Walaupun tidak berdampak langsung terhadap tingkat kematian atau
mortalitas namun kebijakan ini periu di analisis untuk mengetahui time trend
penyakit.

Berikut ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Informan A.2. seorang
pejabat Dinas Kesehatan DKI yang mengatakan

“Kematian akibat Al setelah Maret kosong tidak ada kasus hingga

September ada kasus lagi. Sepanjang 2007 ini delapan kasus konfirm

tujuh meninggal dunia. Untuk bulan ini belum ada. *(Wawancara dengan
A.2., 5 Oktober 2007).
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Informan dari Deptan yang membidangi Unit Pengendalian AJ
menggarisbawahi tentang Perkembangan epidemiologi Virus AI Sementara ini
belum ke level 4 atau Human to Human Transmision, belum terjadi hal ini sudah
menjadi kesepakatan para Ahli. Namun dikalangan kita dengan adanya antigenic
drift virus saat ini sudah lebih Humannice atau mengalami penyesuain dengan
manusia. (Wawancara dengan A 4., 2 Nopember 2007).

Analisis lain, disampaikan oleh pejabat di Suku Dinas Kesehatan Jakarta
Timur.

Menanggapi tingginya angka mortalitas di DKI di DK Jakarta.

“Angka mortalitas tinggi menurut pengamatan saya antaralain karena :

Terlambatnya dibawa ke sarana kesehatan, deteksi dini yang kurang,

diagnosa juga kuang tepat, sehingga pengobatan tidak tepat. Yang periu

disarankan adalah sosialisasi Perda ke masyarakat dan pelatihan deteksi
dini dan SOP ke Doakter-dokter praktek swasta. Karena kasus-kasus
banyak ditemukan pertamakali di Dokter-dokter swasta. Kasus kontak
dengan unggas ada yang kontak dan ada yang tidak kontak dengan
unggas. Ada kasus pada manusia positif tapi unggas di lingkungannya
negatif ~Dan sebaliknya sehingga menyulitkan dari  aspek

epidemicloginya. (Wawancara dengan B.1., S Nopember 2007)

Berikut ini adalah Gambaran Jumnlah kasus Confirm pada manusia yang
diakibatkan oleh Virus Al di wilayah DKI Jakarta pada periode 2005 sampai
dengan 2007. Bandingkan sebelum diberlakukannya Pergub Nomor 15 dan Perda
nomor 14 Tahun 2007 dan setelah diberlakukannya Pergub dan Perda seperti

Grafik 5.2. berikut ini.
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Grafik 5.2 Jumlah Kasus Confirm di Lima Wilayah DKI Jakarta

periode 2005 s/d 2007.
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Berdasarkan data di atas kasus Confirm pada tahun 2005 sejumlah 7
kasus dengan daerah tertinggi terdapat di Jaksel diikuti Jaktim, Jakbar, Jakut
sedangkan Jakpus tidak didapatkan kasus. Pada Tahun 2006 kasus Confirm
mengalami peningkatan yang tajam yaitu 11 kasus dengan dengan kasus tertinggi
di Jaksel diikuti oleh Jaktim, Jakbar dan Jakpus. Sedangkan kasus di Jakut pada
periode ini kosong. Pada tahun 2007 kasus mengalami penurunan menjadi 8
kasus dengan kasus tertinggi di Jakpus ditkuti, Jakbar, Jaksel dan Jaktim.
Sedangkan Jakut tidak didapatkan kasus Confirm. Yang menarik adalah jumlah
kasus Confirm di Jakarta Pusat ada kecenderungan kasusnya meningkat.

Sedangkan Gambaran Jumlah kematian atau mortalitas kasus Confirm
pada manusia yang diakibatkan oleh Virus Al di wilayah DKI Jakarta pada
periode 2005 sampai dengan 2007 dapat dibandingkan sebelum diberlakukannya
Pergub Nomor 15 dan Perda nomor 14 Tahun 2007 dan setelah diberlakukannya

pergub dan perda seperti Grafik 5.3. berikut ini.
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Grafik 5.3. Jumlah Jumlah Mortalitas di DKI Jakarta Pertode 2005 s/d 2007.
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Berdasarkan Grafik 3. di atas Jumlah kematian kasus Confirm pada
tahun 2005 dari 7 kasus 6 meninggal (CFR 85.7 %), Tahun 2006 dari 11 kasus
10 meninggal {CFR 90.9 %) dan Tahun 2007 dari 8 Kasus 7 Meninggal 9 (CFR
87.5 %). Dari data ini menunjukkan tingkat kematian tahunan tidak ada
perubahan yang signifikan. CFR dari tahun ke tahun masih tetap tinggi.

Kasus Confirm bila ingin melihat pengaruh musim atau pengaruh waktu
terhadap angka kasus dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. 5.4 Kasus Confirm Al di DKI Jakarta dilihat dari aspek trend waktu
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Dari grafik 5.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat kasus tinggi pada
bulan September, Oktober dan Nopember, serta pada Maret dan April.
Sedangkan kasus cenderung tidak ada pada periode Juni, Juli dan Agustus.

Dari data sekunder grafik dan wawancara diatas informan menyatakan
bahwa angka mortalitas yang disebabkan kasus AI di DKI Jakarta ada
kecenderungan menurun setelah diberlakukannya Pergub nomor 15 Tahun 2007
dan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan

peredaran unggas di seluruh wilayah DKI Jakarta.

5.6.3. Gambaran Peta Geomedik Kasus Al di DKI Jakarta.

Kasus wabah Al di DKI Jakarta dapat dianalisis dari berbagai segi, salah
satunya adalah dari aspek tempat kejadian kasus. Bila dicermati dari tempat
kejadian terdapat fenomena yang menarik yaitu daerah kasus positif pada hewan,
daerah kasus positif pada manusia, dan daerah positif balk pada manusia maupun
hewan, Hal tersebut di dudung oleh keterangan dari A.2 seorang pejabat Dinas
Kesehatan DKI yang berkecimpung di bidang surveilans Al sebagai berikut.

“Kecamatan hasil surveilan Disnak ada 24 kecamatan. Daerah terbagi
atas 3 yaitu daerah kasus yang confirm hanya pada unggas, daerah
yang confirm hanya pada Manusia dan Daerah yang confirm baik pada
unggas maupun pada manusia. Dari 26 kasus 22 kasus ada di wilayah
yvang terinfeksi pada unggas. Hamya ada 4 kasus pada manusia
daerahnya tidak terinfeksi unggas.”™

Selanjutnya informan ini berusaha menarik kesimpulan, sebagai berikut :

*Jadi dari sini memang benar bahwa Al ini menyebar lewat lingkungan.
Yaitu lingkungan yang unggasnya terinfeksi.”

Lebih lanjut mengenai hubungan faktor resiko terhadap kejadian penyakit yang

diakibatkan virus Al, informan ini menjelaskan :
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"Yang menarik dalam investigasi kita dari 26 kasus hanya ada 3 kasus

yang ditemukan yang bersangkutan dirumahnya atau pekerfaanya

beresiko kontak dengan unggas. Yang lainnya sangat sulit kapan dan
dimana yang berangkutan kontak dengan unggas.” (Wawancara dengan

A.2., 5 Qktober 2007)

Sinyalemen yang dilansir oleh Informan A.2. tersebut dibenarkan oleh
Informan B.4. seorang pengusaha pedagang ayam komersial di Pasar Kramat Jati
pada wawancara yang terpisah yang mengatakan berikut ini :

?Yang namanya penyakit itu sudah biasa bagi kami, kalau ayam sakit ya

kita sembelih, kita goreng, kita makan. Hingga sekarang ya alhamdulilah

tidak ada satu korbanpun dari kalangan peternak atau siapapun yang
berkecimpung di peternakan * (Wawancara dengan B.4., 23 Nopember

2007)

dari fenomena ini, Informan A.2. seorang magister di bidang Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan yang bekerja pada seksi Surveilans Al mengaku
kesulitan untuk menginterprestasikan fenomena tersebut secara ilmiah seperti
kutipan pernyataannya :

“Dari sini kami juga kesulitan untuk menginterprestasikan mekanisme

penularan dari unggas ke manusia. Itulah sebabnya kita harus waspada

pada pandemi Al (Wawancara dengan A.2,, 5 Oktober 2007)

Dari data dan wawancara diatas informan mcnyétakan bahwa kasus
wabah Al di DKI Jakarta dapat dianalisis dari aspek tempat kejadian kasus. Bila
dicermati dari tempat kejadian terdapat fenomena yang menarik yaitu daerah
kasus positif pada hewan, daerah kasus positif pada manusia, dan daerah positif
baik pada manusia maupun hewan. Fenomena ini hingga kini masih belum dapat
diinterprestasikan secara epidemiologis.

Gambaran Peta epidemiologi berikut adalah gambaran vyang

menunjukkan Kasus wabah Al di DKI Jakarta, Daerah atau wilayah yang tertular
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terbagi atas daerah kasus positif pada hewan, daerah kasus positif pada manusia,
dan daerah positif baik pada manusia maupun hewan Seperti tampak pada

Gambar 5.1, Gambar 5.2. dan Gambar 5.3. di bawah ini.
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BAB VI
PEMBAHASAN
6.1. Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian

Penelitian Kebijakan ini termasuk dalam kelompok penelitian terapan atau dalam
lingkup penelitian sosial yang dalam aplikasinya mengikuti prosedur penelitian yang
berlaku secara umum. Menurut Ann Majchrzak yang dikutip oleh Danim (2005)
Pepelitian kebijakan adalah proses penyelenggaraan peneclitian yang menganalisis
masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu
pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan rekomendasi yang berorientasi
pada tindakan atau tingkah laku pragmatik.

Kebijakan Pengendalian AI DKI Jakarta adalah peraturan yang dibuat oleh
pemda DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 2007 dan
Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran unggas
di Wilayah DK Jakarta. Adalah suatu tindakan gawat darurat (Emergency Action) untuk
mencegah penyebaran penyakit Al dengan cara memusnahkan atau meniadakan
/menghilangkan dari populasi. Xedua kebijakan ini satu dengan yang lain berkaitan.
Kalau dilihat dari proses keluarnya kebijakan Pergub lebih dulu keluar diikuti oleh
Perda. Proses yang demikian ini bila dilihat dari tertib hukum, merupakan anomali,
karena Pergub Nomor 15 merupakan anak dari Perda Nomor 4 atau induk.Hal ini
dibenarkan oleh Informan A.3. Pejabat di Biro Hukum Pemda DKI dan A.4. seorang
Pejabat di Unit Pengendali AI Ditjen Peternakan Deptan RI yang mengatakan bahwa
pergub ini merupakan implementasi lebih lanjut dari Perda, walaupun lahirnya dulu anak
baru induknya.
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Urutan kelahiran pergub lebih dulu dibanding dengan perda itu menurut analisis
dilatarbelakangi faktor lingkungan yang mengintrudusir lahirnya svatu kebijekan atau
pembuatan kebijakan. faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah pengaruh lingkungan
tuar ( Eksternal Enverontmen Inpuf) meliputi isu-isu global, situasi regional dan nasional
wabah Al pada periode awal akhir 2006 dan awal 2007. Pada periode itu posisi
Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah kasus Confirm Al yaitu 89 kasus 68
diantaranya meninggal dumnia, dan Jakarta menempati urutan kedua setelah Jawa Barat
dalam jumilah kasus Confirm Al yaitu 22 kasus 19 diantaranya meninggal dunia.
Ditambah analisis beberapa pakar yang menyatakan bahwa DKI merupakan Epicentrum
wabah global, sehingga bapyak kalangan menginginkan segera terkendali dan tuntasnya
wabah Al di DKI Jakarta.

Pengaruh Lingkungan dalam (Internal Enverontmental Input) juga memberi
andil lahimya kebijakan pengendalian AT di DKI Jakarta. Berdasarkan analisis justeru
Pengaruh dari dalamlah yang lebih dominan mengintrodusir lahirnya Pergub no 15 tahun
2007. Pengaruh dari dalam yang dimaksud adalah Tekanan dari masyarakat, elite politik,
LSM, Tokoh masyarakat, Akademisi dan Pers. Hal lain yang memicu adalah rapatnya
kasus Confirm, suspect maupun probable Al pada periode itu yaitu Januari s/d April
2007.

Pengarvh Internal lainnya yang memberi andil adalah faktor kepemimpinan
Stakeholoder kunci yaitu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Stakeholder merupakan figur
militer yang dikenal tegas dan responsif terhadap perkembangan situasi lingkungan.
Naluri akan adanya ancaman pandemi di DXI jakarta dijawab dengan menerbitkan

perintah pada Staf terkait untuk membuat kebijakan untuk mengatasi krisis. Pemyataan
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ini didukung oleh keterangan Informan Al,A2 dan A,3. yang mengatakan bahwa
Gubernur memerintahkan staf terkait membuat kebijakan (Pergub Nomor 15 Tahun
2007) setelah rapim, yang mengharuskan tim perumus menyelesaikan jadi hari itu
,disahkan dan langsung diberlakukan hari ifu juga yaitu hari Rabu tanggal 17 Januari
2007.

Karena dibuat dalam satu hari pergub ini tidak didasari oleh kajian yang
mendalam. Hal tersebut diakui oleh Informan A.1. dan A.3. yang mengatakan bahwa
kajian akademis kebijakan tidak ada, namun pergub ini telah mengacu pada peraturan
atau kebijakan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan materi Pergub. Sumber hukum
yang dijadikan rujukan antara lain semua Undang-Undang, Peraturan pemerintah,
Peraturan Presiden dan peraturan menteri yang mengatur sektor kesehatan, peternakan,
pemerintaban daerah dan peraturan yang berkaitan dengan wabah.

Instrumen Input yang sangat penting yang belum dimasukkan sebagai
pertimbangan penyusunan kebijakan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1
Tabun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian influenza),
yang mengatur tentang peran dan keterlibatan Departemen terkait, Panglima TNI dan
para Gubernur, Bupati/Walikota dalam pengendalian Al di daerah masing-masing untuk
safu tujuan melemparkan virus Al kelvar dari Zona Nasional Indonesia.

Tidak masuknya Inpres Nomor 1 Tahun 2007 dalam rujukan Pergub nomeor 15
bisa dimaklumi karena pergub dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2007 sedangkan
Inpres dikeluarkan pada tanggal 12 pebruari 2007. Namun pada perda Nomor 4 tahun
2007 yang ditandatangani Gubernur DKI tanggal 19 April 2007 juga tidak

mencantumkan Inpres Nomor 1.
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Dampak dari tidak masuknya Inpres yang bersifat mengikat seluruh departemen
dan memiliki kemampuan memerintahkan unsur terkait dalam langkah operasional
pengendalian Al ini dianalisis sangat menghambat implementasi pengendalian Al
dikemudian hari. Dampak tersebut antara lain tidak adanya pelibatan unsur TNI dalam
proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan implementasi di lapangan,

Pembuatan kebijakan pengendalian AT di DKI Jakarta ini bila ditinjau dari segi
peran subyek (Actors) pembuat kebijakan, obyek sasaran kebijakan dan metoda yang
digunakan untuk membuat kebijakan dapat dianalisis sebagai berikut:

Peran Subyek atau actors pembuat kebijakan pada pembuatan Pergub tidak
tampak karena pergub disusun dan disabhkan dalam satu hari, namun pada penyusunan
perda telah tampak dari keikutsertaan instansi terkait Al seperti Dinas peternakan DKI,
Dinas Kesehatan DKI, Ditjen Peternakan Deptan RI, unsur Depkes RI, Unsur Biro
Hukum, DPRD, LSM, masukan dan saran dari Akademisi serta profesi, unsur Pengusaha
perunggasaan, pedagang unggas dan Pecinta merpati balap. Para aktor inmi turut
mewarnai dan terlibat dalam tarik menarik kepentingan terhadap isu yang dibahas.

Dari analisis terhadap Stakeholder yang menginterprestasikan tentang Position,
Interst dan Commitmen lembaga terhadap kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang menyatakan sangat setuju dan sefuju terhadap kebijakan ini adalah dari kalangan
elite birokrasi, Stakeholder birokrasi atau pemerintahan, Sedangkan yang menyatakan
Sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan kebijakan ini datang dari kelompok
pengusaha/masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada unggas serta kelompok

pecinta burung berkicau.
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Tarik menarik kepentingan dalam proses pembuatan Perda Nomor 4 tahun 2007
terjadi di Ruang sidang DPRD maupun di lapangan ini digambarkan oleh Informan A.1.
dan A.3. serta A.4.dalam wawancara berjalan sangat alot. Bahkan di alam demokrasi ini
ada satu kelompok elemen masyarakaf yang menggunakan kekerasan, ancaman dalam
memaksakan kepentingannya. Sehingga hasil akhir atau Output kebijakan pengendalian
Al adalah hasil kompromi-kompromi dari Stakeholder dan kelompok penekan (Pressure
Group). Salah satu hasil kompromi mepurut Informan A4 seorang Stakeholder Ditjen
peternakan Deptan RI adalah diterbitkannya kebijakan sertifikasi Kesehatan Hewan
bagi masyarakat yang memelihara unggas di DKI Jakarta. Kata-kata “Dilarang
Memelihara Unggas di wilayah DKY’ yang ada pada pergub dianggap membatasi
kebebasan masyarakat pecinta unggas, dan dirasakan berbau otoriter dan melanggar
HAM. Sebagai gantinya dalam Perda Nomor 4 digunakan istilah diatur
pemeliharaannya, memusnahkan unggas dari pemukiman diganti meniadakan unggas
dari pemukiman dil.

Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 Tahun 2007, dari segi kecepatan antisipasi
terhadap keadaan wabah AT memang paling cepat di Indonesia. Banyak pemda lain di
Indonesia ingin mencontoh dan melibat implementasinya. Kalau kita lihat secara
substansi obyek yang diatur dalam Pergub dan perda tidak mencerminkan suatu
kebijakan yang komprehensif pengendalian Al. Substansi di dalam pergub dan Perda
hanya mencantumkan 3 strategi dari 10 Strategi pengendalian Al Bapenas yaitn
Pengendalian pada Hewan dan restrukturisasi sistem Industrti perunggasan, serta
penguatan dukungan peraturan, Bila dikaitkan dengan Strategi pengendalian Al Deptan
hanya mengcover 5 strategi dari 9 strategi Deptan. Dan tidak ada satu setrategipun yang

berkaitan dengan obyek yang diatur dalam Strategi Depkes dalam pengendalian Al
Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008
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Apa makna dari ini semua, bahwa kebijakan ini dibuat dengan tidak melihat
strategi level diatasnya, sangat simple, tidak komprehensis dan point-pointnya tidak
operasional. Bila dibandingkan dengan Pergub serupa yang dibuat oleh Pemda provinsi
Jawa barat yaitu Pergub Nomor 19 tahun 2007 yang diundangkan pada 3 april 2007
sangat jauh perbedaannya. Pada Pergub Jabar ini telah mengacu pada Inpres nomor 1
tahun 2007 yang berusaha melibatkan selurub komponen dan potensi masyarakat terlibat
dalam pengendalian Al termasuk unsur TNI dan polri, Obyek yang diatur telah mengacu
pada 10 strategi Bapenas, Strategi deptan dan Strategi depkes dalam pengendalian Al
Point yang diataur antara lain Pengendalian virus pada hewan, pengendalian Virus pada
manusia, koordinasi, sosialisasi, peran serta masyarakat, peran TNI/Polri, Peran Dunia
Usaha, aspek sumber pembiayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
pelaporan. Pergub ini komprehensif dan operasional.

Menurut Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2005 pasal 8 tentang penyusunan
produk hukum dijelaskan bahwa produk peraturan/kebijakan dapat mencantumkan
kajian akademis. Namun Pergub maupun Perda belum dilengkapi dengan naskah atau
kajian akademis. Kajadian akademis diperlukan agar substansi yang akan diatur dalam
kebijakan telah melalui kajian yang mendalam dari berbagai aspek idiologi,
politik,sosial, budaya, pertahanan keamanan, aspek geografi, demografi dan potensi
kekayaan alam, (Asta gatra).

Bila dilihat dari aspek Implementasi, kebijakan pengendalian Al DKI Jakarta
dapat dianalisis pada point-point sebagai berikut : |

Impelementasi aspek sosialisasi produk kebijakan kepada masyarakat, pada

umumnya untuk kalangan birokrasi pemerintahan telah tahu baik pada produk pergub
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maupun perda. Sosialisasi pada masyarakat tentang pergub cukup baik karena seringnya
dimuat di koran, diberitakan di radio dan televisi Namun untuk Perda belum
tersosialisasi dengan baik di kelompok pengusaha perunggasan, pencinta unggas apalagi
masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini dimungkinkan karena kasus Al secara perlahan
mulai menurun, sehingga pemberitaan Pers tidak ada lagi.

Implementasi pada aspek koordinasi, komunikasi dan informasi tidak ada
hambatan yang berarti, artinya aspek ini telah dapat berjalan dengan baik. Pelibatan
unsur TNI dan Polri dalam lingkaran koordinasi seperti diamanatkan dalam Inpres
nomor | tidak berjalan maksimal, pemda DKI cenderung lebih mengedepankan Satpol
PP dan unsur perangakat kelurahan untuk melaksanakan penegakan hukum, depopulasi
dan sweeping unggas.

Implementasi dalam depopulasi unggas dan pemberian kompensasi belum
berjalan seratus persen pada sektor empat peternakan ,pemukiman hal ini dikarenakan
sulitnya menangkap unggas liar, {idak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sweeping
oleh aparat terhadap unggas yang masih ada disektor empat. Hal lain yang menyebabkan
tidak tuntasnya depopulasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi
peraturan ini. Dana komipensasi diberikan untuk unggas sektor empat pada awal-awal
kebijakan, namun yang memanfaatkan dana itu baru Jakarta utara dan Jakarta barat.
Untuk wilayah lainnya tidak mengambil dana kompensasi ke Deptan RI dengan alasan
unggas sektor empat diwilayahnya tidak ada lagi.

Implementasi vaksinasi pada unggas pada awalnya merupakan tindakan preventif
utama namun dalam perkembangan virus dilapangan kebijakan itu di DKI Jakarta tidak

dilaksanakan lagi. Strategi utamanya adalah biosecurity. Vaksinasi hanya dilakukan

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



116

untuk hewan kesayangan. Hal yang belum diatur adalah yang menyangkut burung yang
dipasarkan di pasar-pasar burung. Hal ini dikarenakan mobilitas penjualan unggas ini
sangat dinamis.

Implementasi sertifikasi terhadap unggas kesayangan, penelitian dan konservasi
sudah berjalan, Sertivikasi ini berlaku reguler setiap enam bulan. Hambatan
implementasi adalah keengganan dari pemilik untuk pengurusan sertivikasi ulangan
tidak dilakukan. Kondisi ini akan menyulitkan untuk penilaian kesehatan hewan.

Implementasi pengendalian peredaran unggas komersial untuk konsumsi
masyarakat DKI Jakarta belum dapat dinilai. Hal ini disebabkan kebijakan ini
impelementasinya dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun meliputi tahun
pertama penyusunan kebijakan, sosialisasi, penyiapan dan penetapan lokasi tempat
penampungan dan pemotongan unggas, koordinasi dan penataan perusahean. Tabun
kedua sosialisasi, pembebasan lahan, pembangunan sebagian infra struktur dan
bimbingan alth usaha. Tahun ketiga pelaksanaan pemindahan yang dilaksanakan pada
tahun 2009. hal yang perlu diatur adalah mensetabilkan suplay daging untuk konsumsi
masyarakat DKI Jakarta meliputi aspek keterjangkauan pasar dan keterjangkauvan harga.

Implementasi Biosecurity masyarakat maupun peternak, pedagang unggas masih
sangat rendah. Hal ini terbukti dari tingkat kepatuhan masyarakat, peternak untuk
melengkapi dirinya dengan perlengkapan perorangan pencegahan Al. Disamping itu
peternak masih mengabaikan terhadap aspek higiene perorangan, higiene kandang dan
pengaturan jarak kandang dari pemukiman penduduk. Sosialisasi penerapan biosecurity

harus terus digalakkan agar masyarakat terhindar dari penularan virus Al
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Implementasi kepatuhan masyarakat terhadap produk kebijakan dirasakan masih
kurang hal ini dibuktikan dengan masih adanya unggas liar di pemukiman, kepatuhan
sertivikasi kesehatan unggas yang kurang, biosecurity yang diabaikan, Sanksi hukum
Perda No 4 th 2007 berupa denda limapuluh juta dan kurungan tiga bulan bagi yang
melanggar tidak membuat masyarakat merasa takut. Wibawa hukum dari peraturan ini
belum membuat masyarakat sadar dan patuh pada peraturan. Daya paksa produk hukum
ini masih sangsikan oleh berbagai kalangan termasuk stakeholder pembuat kebijakan
informan Al, A2, dan A4. Kalangan masyarakat dan pengusaha perunggasan yaitu
informan B2, B3 dan B4 beranggapan yang serupa. Hal ini menunjukkan lemahnya Low
Inforcement atau penegakan hukum atas produk peraturan ini.

Dampak implementasi kebijakan akan segera nampak pada dua aspek yaitu
aspek jumlah kesakitan (morbiditas) dan jumlah kematian (mortalitas) kasus Al di DKI
Jakarta,

Jumiah morbilitas kasus AI setelah dibandingkan sebelum kebijakan
pengendalian Al tingkat kasus confirm, suspect dan probable Al ada trend atau
kecenderungan menurun. Kasus confirm dimulai bulan September 2005, selanjutnya
kasus selalu ada tiap bulannya hingga Oktober 2006. Pada bulan Nopember dan
Desember 2006 tidak ada kasus namun muncul {agi pada bulan Januari sampai dengan
April 2007, Pada bular Mei sampai deogan Desember 2007 tidak ada kasus kecuali satu
kasus pada bulan September 2007 satu orang confirm di Rawabuaya Jakarta Barat.

Jumlah mortalitas kaus Al setelah dilakukan kebijakan dibanding sebelum ada
kecenderungan penurunan. Kasus kematian confirm AI pada tahun 2005 sgjumlah 7

kasus 6 meninggal (CFR 85.7%). Pada tahun 2006 mengalami peningkatan 11 kasus 10
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meninggal (CFR 90.9%) dan pada tahun 2007 mengalami penurunan hanya 8§ kasus 7
meninggal (CFR 87.5%). Namun demikian case fatality rate (CFR) tetap tinggi. Hal ini
disebabkan antara lain manajemen perawatan (SOP) tidak terlaksana dengan baik atau
virus mengalami peningkatan patogenitas.

Dari aspek epidemiologi penyebaran penyakit kasus dibagi menjadi tiga wilayah
yaitu daerah kasvs positif pada hewan, daerah kasus positf pada manusia dan daerah
kasus positif pada manusia maupun hewan. Sedangkan bhubungan faktor resiko terhadap
kejadian penyakit dari hasil infestigasi dari 26 kasus hanya ada 3 kasus yang ditemukan
yang bersangkutan dirumahnya atau pekerjaannya kontak dengan unggas. Fenomena ini
menyulitkan interprestasi secara ilmiah hubungan atau pengaruh faktor resiko terhadap

kejadian kasus penyakit.

6.2. Konsepsi Pembuatan Kcbijakan Pengendalian Al Berbasis Ketahanan
Nasional

6.2.1. Pengertian dan Diskripsi Pertahanan

Menurut buku Pokja Geostrategis & Tannas Lemhannas RI, Pertahanan
adalah usaha mempertahankan diri dari serangan musuh atau lawan, baik itu
serangan dari dalam maupun luar. Pertabanan negara merupakan faktor yang
paling hakiki dalam menjalani kelangsungan hidup suatu negara,tanpa
mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri
suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam wusaha
pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
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Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung.{ UU no 3. Tahun 2002 tentang pertahanan negara)

Pengelolaan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan
negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung
kebijakan nasional dibidang pertahanan. Kepentingan nasional tersebut bersifat
dinamis dan selalu dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategik, baik
pada lingkup nasional, regional maupun global dan mencakup kepentingan
keamanan nasfonal.

Pemerintah mempunyai fungsi pertahanan nasional harus mempunyai
kemampuan dan kekuatan militer serta nonmiliter untuk menghadapi ancaman
militer dan nonmiliter yang membahayakan kedaulatan negara, eksistensi bangsa,

keutuhan wilayah dan persatuan kesatuan bangsa.

6.2.2. Konsepsi Ketahanan Masyarakat

Di Indonesia pemahaman pertahanan setiap individu berbeda-beda hal ini
tidak dapat dihindari karena latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial yang
sangat beragam. Adanya pendapat bahwa pertahanan negara adalah urusan negara
dan bukan masyarakat atau individu tentu tidak seratus persen benar ataupun
salah.

Kesadaran masyarakat bahwa pertahanan negara adalah hak dan kewajiban
belumlah terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, keegoisan
masyarakat menyebabkan semakin lunturnya semangat untuk mempertahankan

bangsa dan negara.
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Semakin melemahnya kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia
sebagai alat negara untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengalaman jaman orde baru yang mengunakan kekuasaan untuk
mempertahankan kepentingan penjabat atau pribadi membuat masyarakat menjadi
apatis terhadap pertahanan negara. Sehingga masyvarakat tidak menyadari bahwa
dirinya merupakan komponen cadangan dan komponen pendukung Haneg.

6.2.3. Diskripsi Ketahanan Avian Influenza
a. Statement Kebijakan
Flu burung atau Avian Influenza adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh H5N1 yang umum ditemukan pada burung atau unggas
seperti itik, ayam, entok, burung puyuh, angsa, burung liar dan beberapa
binatang lainnya. Wabah avian influenza atau flu burung yang terjadi saat
ini, pertama kali terdeteksi pada unggas di Korea Selatan pada bulan
Desember 2003. Virus ini secara bertahap terus berkembang dan
menyerang burung peliharaan,burung liar dan buring yang bermigrasi
serta hewan lain seperti babi, kucing dan harimau dan terus menyebar ke
negara-negara lain. Saat ini virus telah menyerang unggas di 12 negara,
termasuk Indonesia. Hingga saat ini, tercatat 150 juta ayam yang mati atau
dimusnahkan karena terserang Flu burung. Virus Flu burung terus
terdeteksi di 6 negara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, Indonesia,
‘Thailand, Cina, Kamboja dan Laos.

Sebenarnya virus Flu burung tidak mudah menular kepada

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



.

121

manusia. Tetapi hal ini bisa berubah karena terjadinya mutasi genetis
(bercampurnya gen influenza pada hewan dan manusia) sehingga dalam
perkembangannya penyakit Flu Burung tidak hanya menyerang unggas,
tetapi juga menyerang manusia. Hingga 4 Desember 2007, diseluruh dunia
tercatat 336 kasus yang telah terkonfirmasi pada manusia, 207 di antaranya
meninggal.

Suatu hal yang dikawatirkan dunia saat ini yaitu munculnya sub
tipe baru virus influenza pada manusia yang berasal dari mutasi adaptif
atau reasortment genetic yaitu tercampurnya virus influenza pada hewan
dan manusia. Virus sub tipe baru ini akan mampu dengan cepat dan
menular dari manusia ke manusia. Sehubungan dengan itu, permasalahan
flu burung memerlukan penanganan yang integratif dari sisi fatalaksana

kesehatan hewan dan kesehatan manusia.

b. Uraian Kebijakan

Hukum ftertinggi kita UUD 1945, dalam Pembukaan alinea
keempat ".......Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”. Melindungi bukan
hanya dari penjajahan saja tetapi juga melindungi dari penyakit yang
berasal dari luar maupun dalam, penghidupan yang layak, kesejahteraan
sosial, pendidikan, perlindungan keselamatan individu, perlindungan
beribadah, perlindungan wuntuk bertempat tinggal serfa mendapat
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan dasar.
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Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib mendapat
perlindungan atas dirinya dari ancaman penyakit yang dapat menimbulkan
wabah dan membahayakan kesehatan dirinya sehingga dapat menghambat
pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kesehatan.
Hal ini dapat terjadi karena penurunan kwalitas sumber daya manusia akan
menghambat tujuan visi dan misi negara.

Masyarakat juga berhak mendapat kompensasi bagi ternaknya yang
direlakan terindikasi terkena wabah Al untuk dimuspahkan untuk
kepentingan nasional yang dapat menentukan suksesnya program
penanggulangan Al. Hal ini merupakan bentuk negara memberi
perlindungan harta benda bagi warga negaranya.

Penduduk berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, ini berarti
Pemerintah harus memperbaiki dan mengendalikan cara betemnak
masyarakat Indonesia yang selama ini mengantungkan hidup dari beternak
agar tidak mempengaruhi kesejahteraan mereka terkait penanggulangan
wabah flu burung,

Kebiasaan beternak dalam rumah dan berinteraksi sehari-hari
dengan ternak membuat flo burung sulit dikendalikan. Agar tidak terjadi
pandemi harusnya pola beternak seperti ini harus ditiadakan dengan
penyuluhan dan edukasi. Hal ini sesuai dengan kewajiban pemerintah
memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat dan ini merupakan
hak setiap warga negara.

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dan pertahanan
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tubuhnya dari negara, sehingga kebijakan yang dibuat terkait dengan flu
burung dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia sehingga program

penanggulangan wabah flu burung dapat didukung oleh rakyat.

c. Latar Belakang Kebijakan

Tujuan Pembangunan Nasional yaitu terwujudnya tingkat
kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia dan bahwa
penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta membahayakan kesehatan
masyarakat dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, UU
No.6 Tahun1962 tentang Wabah yang diubah dengan UU No.7 Tahun
1978 tentang Perubahan Pasal 3 UU No.6 Tahun 1962 tentang Wabah
sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat inisehingga

ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu UU.

d. Maksud dan Tujuan dari Kebijakan

Maksud dan tujuan dibuat UU ini adalah untuk melindungi
penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam
rangka meningkatkan masyarakat untuk hidup sehat.

Mempertimbangkan bahwa penyakit flu burung merupakan
penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah serta mengancam
kesehatan masyarakat oleh karena itu perlu dicegah penularannya melalui
langkah-langkah upaya penanggulangan, maka perlu ditetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Penetapan Flu Burung sebagai Penyakit Yang

Dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya.
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Mempertimbangkan perkembangan virus flu burung di dunia dan
Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan
korban kematian dan kerugian material yang semakin besar dan telah
berimplikasi pada aspek idiologi, politik, budaya, sosial, ekonomi dan
pertahanan keamanan.

Mempertimbangkan flu burung merupakan penyakit  yang
disebabkan oleh virus influenza A (H5N1) menimbulkan kepanikan di
masyarakat, hal ini disebabkan virus flu burung dapat menular dari unggas
atau hewan lainnya ke manusia dalam waktu relatif cepat dan potensial
menimbulkan wabah yang disertai kematian.

Mempertimbangkan posisi Indonesia secara geografis sangat
strategis serta merupakan salah satu Negara yang beresiko tetjadinya
pandemi influenza dan percepatan pengendalian flu burung serta
peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi memerlukan langkah-
langkah komprehensif dan keterpaduan dan seluruh instansi mulai dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi,

organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional.

e. Rujukan UUD 1945

Kebijakan yang dibuat haruslah berdasarkan UUD 1945 dan tidak
bertentangan. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah dalam rangka
melindungi hak dan kewajiban masyarakat, Presiden bersumpah dalam
menjalankan undang-undang : "Demi Allah, saya bersumpah akan

memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya
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dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa™.

Butir kesembilan sila kedua mengatakan Bangsa Indonesia
meripakan bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap
saling mengcintai sesama manusia, penanggulangan dan pencegahan wabah
fla burung akan membawa efek baik bagi rakyat Indonesia dan seluruh
dunia.

Butir kesatu dan kedua sila ketiga, mampu menempatkan
keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan serta
sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan
mengembangkan rasa cinta tanah air membawa tanggung jawab moral
setiap masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dalam penanggulangan
dan pencegahan flu burung demi bangsa dan negara.

Butir kelima dan keempat sila keempat, menghormati dan
menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah, dan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima
dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kebijakan yang dibuat
olech pemerintah dalam memberantas flu burung harus didukung
masyarakat sepenuhnya serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Butir keempat dan kedelapan sila kelima, menghormati hak orang
lain dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan

dengan atau merugikan kepentingan umum. Flu burung dapat mengancam
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hak hidup orang lain dan masyarakat memelihara ternak unggas di sekitar
rumah menimbulkan faktor resiko hal ini merugikan kepentingan umum

yang harus dilindungi.

1 Filosofis
Bangsa Indonesia dengan kedaulatannya memiliki hak dan
kewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman dari Juar maupun dari

dalam negeri.

Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara oleh karena itu
pembangunan kesehatan di Indonesia merupakan visi dan tujuan bangsa.
Setiap kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk melindungi dan
mensejahterakan warga negara Indonesia. Sosialisasi dan edukasi yang
baik, diharapkan masyarakat dapat mengerti isi dari kebijakan kesehatan
yang dibuat dan mendukung penuh dalam melaksanakan kebijakan
tersebut.

Kesadaran masyarakat untuk mau menjalani pola hidup yang bersih
dan sehat serta mau bekcxjasama. dengan Pemerintah dalam memberantas
penyakit untuk kepentingan bersama merupakan tolok ukur kebijakan
kesehatan didukung oleh masyarakat.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan mempunyai tanggung jawab
melindungi kepentingan dan menyejahterakan rakyat, sebaiknya kebijakan
yang dibuat mampu melindungi selurvh rakyat untuk menjaga keutuhan

suatu bangsa.
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Dalam membuat suatu kebijakan tentu saja dibutuhkan dana yang
besar, begitu juga dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksanaan
penanggulangan flu burung dibutuhkan dana dalam operasional dan
pembayaran kerugian yang diderita rakyat karena ternak unggas mereka
dimusnahkan atau karena kompensasi pelaksanaan isi kebijakan agar
kebijakan dan program yang dibuat dapat berjalan sukses dan tidak sia-sia.
Hal ini sesuai fungsi negara sebagai pertahanan dan keamanan bagi warga
negaranya.

g. Yang Diatur dalam Kebijakan

Dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI tentang
Penyakit Flu Burung (Al) ye:mg diatur antara lain mengacu pada:

1) 10 Strategi Bapenas tentang pengendalian Al

2) Strategi pengengendalian Al Deptan RI

3) Strategi pengendalian Al Depkes RI

4) Produk Kebijakan lainnya yang relevan.

6.2.4. Kebijakan Al Berbasis Ketahanan Nasional

Aspek Lingkunga Strategis meliputi delapan gatra yang mempengaruhi
kebijakan pengendalian Al di Indonesia disebut Asta gatra. Tiga gatra bersifat
Statis dan 5 gatra bersifat Dinamis. Gatra-gatra tersebut adalah, geografi,
demografi, Idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan serta

sumber daya alam.

a, Geografi
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Posisi Indonesia yang strategis pada 95 derajad BT dan 141 derajad BT
dan 6 derajad LU serta 11 derajad LS. Diapit oleh dua benua Asia dan Australia ,
dua samudera Hindia dan pasifik menempatkan Indonesia pada lintasan orbit Geo
Stasioner satelit. sekaligus lalu lintas manusia dan lalu lintas perdagangan unggas
serta migrasi burung liar.

Kondisi pgeografi kita turut memberikan kontribusi pada masalah

penyebaran wabah Al dari negara/ kawasan lain di luar Indonesia.

b. Sumber Kekayaan Alam

Seluruh sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah, adalah
berkah yang paling besar bagi bangsa Indonesia. Namun sumber kekayaan alam
ini bila tidak dapat dikelola dengan benar tidak akan banyak manfaatnya bagi kita,
justru negara negara lain akan berusaha mendapatkan kekayaan alam milik kita.
Isu sumber kekayaan alam pada wabah Al adalah mengupayakan ketergantungan
kita pada produsen daging dan telor, dan tidak memberi kesempatan pada kita

untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam milik kita.

c Demografi
Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat kepadatan (densitas)
yang tinggi pada bagian-bagian tertentu di perkotaan, diikuti kepadatan unggas

bercampur dalam rumah tangga penduduk memicu muncuinya wabah Al

d. Idiologi
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Sistem nilai yang terkandung dalam idiplogi Pancasila memberikan
motivasi dan mampu menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Idiologi pancasila akan tetap bertahan di tengah isu Otonomi daerah.

Di dalam Ideologi Pancasila, mewajibkan kepada penduduknya untuk
memeluk suatu agama yang disahkan dalam peraturan pemerintah, ideclogi yang
mengatur bagi setiap warganya untuk memeluk agama adalah sila pertama
pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ajaran kepercayaan memberikan suatu arahan, aturan dan anjuran yang
bersifat baik terhadap pemeluknya. Agama islam adalah agama yang dipeluk oleh
mayoritas penduduk di Indonesia. Sehingga di mayoritas agama yang dipeluk oleh
penduduk adalah agama Islam. Dalam agjaran Islam khususnya memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam proses suatu kebijakan khususnya mengenai
wabah Al di Indonesia. Hal ini seperti tercermin dalam anjuran bagi warga
muslim untuk selalu bersih, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.
Anjuran ini sgjalan dengan upaya untuk berperilaku hidup bersib dan sehat, cuci
tangan dengan sabun dan lingkungan sehat.

Selain dianjurkan untuk selalu berperilaku bersih, agama Islam juga
mengatur pemeluknya untuk tidak memakan makanan yang tidak dimasak secara
benar (matang) terutama untuk produk daging dan mengharamkan memakan
daging bangkai. Peraturan ini sejalan dengan anjuran pemerintah dalam mengatasi
penyebaran penyakit flu burung yaitu memasak sampai matang daging ayam yang
akan dikonsumsi dan memilih daging yang bukan berasal dari bangkai hewan
(daging tiren).
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e. Politik

Dinamika reformasi polittk menunjukkan sistem politik nasional
mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Kehidupan perpolitikan dari
sentralisme berubah menjadi desentralisasi memunculkan otonomi daerah.

Sistem politik akan mempengaruhi kebijakan suatu negara, termasuk
kebijakan dalam penanganan wabah Al Euphoria otonomi daerah dihadapkan
dengan pemerintah pusat sering memunculkan permasalahan, khususnya yang
berkaitan dengan koordinasi amtar pusat — daerah atau sebaliknya, penerapan
implementasi kebijakan yang tidak mulus, perbedaan cara pandang dalam
menangani kasus, bahkan ada kecenderungan otoda memuncutkan ketidakpatuhan
pejabat daerah terhadap kebijakan pusat. Pada vjungnya kebijakan yang diambil

tidak berjalan secara efektif.

f. Ekonomi

Semenjak krisis ekonomi menghantam Indonesia, dampak buruknya masih
terasa hingga saat ini. Akibat krisis tersebut tingkat kemiskinan rakyat makin
nyata. Berpengaruh terhadap kesehatan dan pendidikan. Isu AT sarat akan
kepentingan ekonomi khususnya terkait perdagangan karkas daging ayam, telor,
vaksin Al pada unggas dan manusia, serta obat Al ( Oseltamivir).

Usaha peternakan skala kecil bagi masyarakat Indonesia merupakan
bagian terpenting sebagai sumber penghasilan dan kebutuhan sehari-hari. Daging
unggas dan telur unggas merupakan sumber protein hewani yang paling murab

dan mudah untuk ditemui.
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Munculnya pandemi flu burung yang menyebabkan banyak kematian
khususnya pada unggas akan mempengaruhi usaha skala kecil peternakan unggas
dan masyarakat pemilik unggas. sulitnya mencari sumber protein hewani lain yang
semurah dan semudah daging unggas dan telur terutama daya beli masyarakat
yang rendah menyebabkan kesulitan semakin besar bagi pemerintah untuk
mengimplementasikan kebijakan pemusnahan unggas-unggas milik masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam lokalisasi peternakan melalui aturan yang
ketat tentunya akan sangat memberatkan peternak di Indonesia yang rata-ratanya
adalah peternak-peternak kecil. Dampaknya akan sangat besar terhadap tingkat
pengangguran dan tidak meratanya tingkat pendapatan masyarakat karena hanya
peternak-peternak besar saja yang dapat melakukan usaha peternakan sesvai
dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Bahkan tidak menutup kemungkinan
industri-industri peternakan raksasa dunia lain akan masuk ke Indonesia.

Indonesia sebagai negara agraris tampak pada mata pencaharian rakyatnya
yang sebagian besar adalah petani, kemudian disusul dengan industri kecil dan
rumah tangga dan industri besar hanya 1%. Dengan demikian bila kita mengambil
kebijakan depopulasi atau pemusnahan unggas dan hewan peliharaan, maka
berapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dan hal ini sangat sulit dipatuhi
oleh rakyat karena kan menghancurkan perekonomian keluarganya, seperti juga
yang terjadi di Vietnam.

Untuk unggas di peternakan yang besar relatif lebih mudah diterapkan
kebijakan-kebijakan di atas. Tetapi tidak demikian dengan petani kecil dan juga

binatang unggas peliharaan. Apalagi bila dalam pemusnahan ungpas tadi
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pemerintah tidak memberikan kompensasi yang memadai atau tidak memberikan

alternatif pencaharian lainnya.

g. Sosial Budaya

Bentuk dasar masyarakat Indonesia yang bersuku-suku, agama, ras serta
adat ijstiadat melahitkan masyarakat yang unik. Sebagian besar penduduk
Indonesia tinggal di pedesaan sebagai petani, peternak dan nelayan. Kehidupan
sehari-hari “bergaul” erat dengan jenis unggas kesayangan seperti ayam, bebek,
burung, angsa dll. Budaya “bergaul” ini sudah dilakukan dari jaman nenek
moyang dan turun-temurun. Unggas telah menjadi teman sekaligus sumber protein
dan pendapatan yang penting bagi keluarga.

Besarnya jumlah penduduk lebih dari 200 juta dengan rata-rata tingkat
pendidikan hanya pada tingkat menengah dan rata-rata umur pada usia sekolah
(produktif). Struktur sosial bangsa Indonesia dengan tingkat pendidikan yang
rendah akan mengakibatkan tingkat kelabilan dalam tingkat pemikiran.
Implikasinya adalah pemabaman yang rendah terhadap implementasi suatu
kebijakan. Nampak bahwa dalam langkah pemerintah melarang memelihara
unggas di sekitar lingkungan, mereka diam dan tidak protes. Tetapi mereka tetap
melakukan peternakan di sekitar lingkungan pemukiman. Mereka tidak menyadari
bahaya yang mengancam kesehatan atau bahkan mengancam jiwa mereka.
Mereka tahu tentang penyakit Al secara sekilas namun tanpa adanya upaya untuk
ingin mengetahui lebih jauh lagi, meskipun flu burung erat kaitannya dengan mata

pencaharian mereka.
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h. Pertahanan Keamanan

Pertahanan Keamanan Negara RI dilaksanakan dengan menyusun,
mengerahkan dan menggerakkan selurub potensi nasional. Potensi itu diantaranya
adalah masyarakat itu sendiri, dikoordinir dan diitegrasikan dimana TNI dan Polri
menjadi inti.

Potensi ancaman pertahanan dan keamanan oleh wabah flu burung sangat
nyata, dimana bila unsur manusia yang menjadi sumber pertahanan kearmanan
negara tegjangkit virus Al maka akan sangat berpengaruh negatif terhadap upaya
pertahanan keamanan negara. Bila telah menginjak tahap pandemi Al Isu Bie
Terorism oleh berbagai kalangan belum bisa dibuktikan. Namun isu Al sebagai

bagian dari perang modern tetap relevan.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
a. Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 Tahun 2007 telah merujuk kepada
peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diitrodusir oleh situasi perkem-
bangan kasus Al global, nasional maupun lokal DKI, Disamping itu pengaruh tekanan
masyarakat, Interest group dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubernur

Sutiyoso.

b. Produk kebijakan tidak dilengkapi kajian akademis yang mendalam, substansi
obyek yang diatur dalam Pergub dan Perda tidak mencerminkan suatu kebijakan yang
komprehensif pengendalian Al. Apa makna semua ini, bahwa kebijakan ini dibuat
dengan tidak melihat strategi level diatasnya. Substansi di dalam Pergub dan Perda
hanya mengakomodir 3 strategi dari 10 Strategi pengendalian AI Bapennas, 5 strategi
dari 9 strategi Deptan dan tidak satu setrategipun yang berkaitan dengan obyek yang

diatur dalam Strategi Depkes dalam pengendalian Al.

c. Hasil analisis terthadap Stakeholder yang menginterprestasikan tentang Position,
Interst dan Commitmen lembaga terhadap kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap kebijakan ini adalah dari kalangan

Stakeholder pemerintahan. Sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak
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setuju dengan kebijakan ini datang dari kelompok pengusaha/masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada unggas serta kelompok pecinta burung berkicau. Tarik
menarik kepentingan dalam proses pembuatan Perda Nomor 4 tahun 2007 ferjadi di
Ruang sidang DPRD maupun di lapangan. Sehingga hasil akhir atav Ouiput kebijakan
pengendalian Al adalah hasil kompromi dari Stakeholder dan kelompok penekan
(Pressure Group). Salah satu hasil kompromi adalah terbitnya kebijakan Sertifikasi

Kesehatan Hewan dan hilangnya kata “dilarang” pada produk Perda ini.

d. Hasil Implementasi Kebijakan antara lain: Sosialisasi produk kebijakan pada
masyarakat felah berjalan cukup baik, demikian pula koordinasi antar Bindalwas Al
Namun pada pelaksanaan depopulasi unggas belum mencapai target dengan masih
ditemukannya unggas di pemukiman. Untuk pelaksanaan vaksinasi unggas tidak
merupakan tindakan preventif utama dengan pertimbangan perkembangan serofype
virus di lapangan yang tidak cocok lagi dengan vaksin, kualitas vaksin, cakupan yang
rendah pada sektor 4 serta titer antibodi kurang dari 50 % pasca vaksinasi serta faktor
Virus sheding. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Hewan berkala setiap ¢ bulan pada
unggas kesayangan cakupan bagus pada awal kebijakan, namun menurun pada ulangan.
Pengaturan peredaran unggas komersial diatur secara bertahap selama 3 tal;un
diharapkan pada 2009 tidak ada masalah lagi pada sektor 4 perunggasan. Penampungan
unggas dari luar daerah dan pemotongan akan disentralistik di beberapa wilayah DKI.
Aspek sadar kebersihan dan Biosecurify masyarakat, peternak dan pedagang unggas
masih rendah. Kepatuhan masyarakat terhadap produk kebijakan dirasakan masih

kurang hal ini dibuktikan dengan masik adanya unggas liar di pemukiman, kepatuhan
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sertivikasi kesehatan unggas yang kurang, biosecurity yang diabaikan. Sanksi hukum
Perda No 4 th 2007 berupa denda limapuluh juta dan kurungan tiga bulan bagi yang
melanggar tidak membuat mﬁsyarakat merasa takut. Wibawa hukum dari peraturan ini
belum membuat masyarakat sadar dan patuh pada peraturan. Daya paksa produk hukum
ini masih sangsikan oleh berbagai kalangan termasuk stakeholder pembuat kebijakan,
penampung unggas. Hal ini menunjukkan lemahnya Law Enforcement produk peraturan

ini.

e. Pengaruh  prakebijakan dibandingkan pascakebijakan tethadap  jumlah
morbiditas memberikan pengaruh positif dan ada kecenderungan jumlah morbiditas
menurun. Demikian pula terhadap jumlah mortalitas terdapat kecenderungan menurun,

Namun demikian CFR Confirm Al masih sangat tinggi bisa 90 % .

f. Gambaran peta geomedik epidemiologi penmyebaran penyakit, kasus dibagi
menjadi tiga wilayah yaitu daerah kasus positif pada hewan, daerah kasus positif pada
manusia dan daerah kasus positif pada manusia maupun hewan. Sedangkan hubungan
faktor resiko terhadap kejadian penyakit dari hasil infestigasi dari 26 kasus hanya ada 3
kasus yang ditemukan yang bersangkutan di rumahnya atau peketjaannya kontak dengan
unggas. Fenomena ini menyulitkan interprestasi secara ilmiah hubungan atau pengaruh
faktor resiko terhadap kejadian kasus penyakit. Fenomena ini sangat menarik dan
menyimpan misteri yang belum terungkap dan pertanyaan yang belum terjawab hingga
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7.2. Saran

a. Perlu disusun Perda baru (revisi) intensifikasi pengendalian Al di DKI Jakarta
yang lebih komprehensif dari segi subjek yang terlibat maupun objek yang diatur
sehingga langkah pengendalian dilakukan secara terintegrasi sesuai yang diamanatkan
oleh Inpres No. 1 tahun 2007 tentang instruksi intensitas pengendalin Al secara
terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri. Kebijakan itu nantinya harus dilakukan
kajian ilmiah yang mendalam, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi,

kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

b. Implementasi Kebijakan perlu dimaksimalkan dengan menghilangkan faktor-
faktor kendala implementasi dengan melaksanakan sosialisasi yang lebih intens tentang
aspek penyakit, kesadaran hukum pada produk kebijakan, dan kewaspadaan
(awareness), Pemenuhan biaya operasional petugas, sensitifitas petugas pelayanan
kesehatan terhadap penyakit dan pelibatan unsur masyarakat termasuk TNL/Polri untuk
bersama-sama mengendalikan virus bila mungkin mengeluarkan virus dari Zona
Nasional Indonesia.

c. Perlu dilakukan penelitian terhadap aspek perilaku virus, cara penularan pada
manusia, pengaruh faktor resiko terhadap kejadian penyakit Al di kalangan peternak dan

aspek manajemen SOP Al di Institusi Pelayan kesehatan.
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Unggas. Jakarta.

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakartano 5  tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta nol5 tahun 2007 tentang
Pengendalian Pemeliharaan dan peredaran Unggas. Jakarta
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA
Terhadap unsur

INPUT, PROSES dan OQUTPUT serta OUTCOME Kebijakan Pengendalian Al

Di DKI Jakarta.

Karakteristik Informan

Nomor Informan

Nama

Umur/Jenis Kelamin

Dinas/Kantor

P T T T T T T T T R P PP

Pekerjaan/Jabatan

Pendidikan Terakhir

................................................................................................

NomorTelepon
Kantor /HP

................................................................................................

Alamat

------------------------------------------------------------------------------------------------
1

Pelaksanaan " | T HA, @HEEAL 1 o e e seeens
Wawancara TempPat o s
Jam Mulai .....cooeeereereenine SI e
Lembar Pengesahan |
e Tanda Tangan Informan
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JENIS VARIABEL TERUKUR : KEBIJAKAN PENGENDALIAN Al
UNSUR : INPUT

NO

MATERI PERTANYAAN

HASIL

Apakah ada peraturan/pedoman/prosedur/petunjuk | tékni__; yang
dibuat oleh supra sistem ( WHO/OIE/ Depkesﬂ)eptanf Komnas Al})
yang dipergunakan sebagatr dasar pembuatan kebijakan dalam
rangka pengendalian wabah Al di DK1 Jakarta, ?

-Mohon penjelasan Bentuk/wujud Kebijakannya ?

R o) - s

e i meaw

Apakah ada pengaruh penanganan Al secara global dan nasional
terhadap penanganan Al di DX1 Jakarta 7
- Mohon penjelasan pengaruh situasi Al global dan nasional
terhadp Al di DKI jakarta.

Isu diseputar wabah Al tidak saja pada aspek kesehatan, tetapi
dipengaruhi pula isu lain dalam isu lingkungan strategis
(ASTAGATRA) ? '
_ Mohon penjelasan isu Al dxhubungkan dengan aspek
Geografi, Demografi dan Ipolcksosbudhzmkam DKI
' Jakarta khususnya Indonesia umumnya. Lo
- Mohon penjelasan pengaruh OTODA terhadap kcbljakan

Apakah sumber daya { Resources) untuk mcndorong pengcndal}an
Al di DKI Jakarta sudah cukup memadalu
- Mohon penjelasan kecukupan faktor Sumber daya manusia
dan anggaran yang tersedia di DKI ( apakah ada bantuan dana

dari pemerintah pusat/lembaga Internasional). -

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM UI,'2008
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UNSUR : PROSES

NO

MATERI PERTANYAAN

HASIL

Bagaimana peranan bapak/ibu atau departemen bapak/ibu dalam
proses pembuatan kebijakan pengendalian Al ?
- Mohon stake holder/Informan untuk menceritakan proses

pembuatan kebijakan sesuai level.

Dalam tataran proses pembuatan kebijakan apakah semua pendapat,
ide bapakfibu dapat diakomodir dengan baik dalam Kebijakan Al
(Pergub no 15 tahun 2007 dan Perda No 4 Tahun 2007)
- Mohon Stake Holder/Informan menjelaskan pokok-pekok
kebijakan yang dapat/tidak dapat diakomodir dalam kebijakan.

Apakah dalam proses pembuatan kebijakan telah mempertimbangkan
aspek geografi, demografi dan Ipoleksosbudhankam serta pro kontar
terhadap kebijakan ini?
- Mohon
pembahasan/proses pembuatan kebijakan.

menjelaskan apa yang krusial dalam

Bagaimana Sikap bapak/ibu atau kantor bapak/ibu berkaitan dengan
kebijakan Depopulasi Di DKI Jakarta saat ini ?

Cheklist
menginterprestasikan tentang
Commitment lembaga terhadap. suvatu hal. (di adop dari
Position Map for Health Sector Model di Republik Domonika, .
Buse. Et.al 2005)

- Sodorkan analisis ~ StakeHolders  yang

.. Position, Interest dan

Sangat-
Sangat
Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuyju

Tidak
Setuju

Netral .

Setuju

Sangat
Setuju

Sangat
Sangat
Setuju
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UNSUR : QUTPUT

NO

MATERI PERTANYAAN

-

HASIL

Mengapa Pemda DKI lebih memilih strategi  depopulasi
dibandingkan strategi Vaksinasi atau yang lainnya dalam
mengendalikan wabah Al ?

- Mohon penjelasan untung rugi, kekuatan dan kelemahan produk

kebijakan ini strategi ini dibanding yang lain.

Apakah pencapaian Depopulasi unggas telah sesuai dengan sasaran/ Target
di seluruh wilayah DKI ?

mohon pencapaian depopulasi telah berapa persen.( Seharusnya 100 %)

Bagiaman keterpaduan { Koordinasi) dan dukungan Program lintas sektor

dalam pengandalian Al dilaksanakan di DK1 Jakarta 7

Bagiaman kegiatan Supervisi dan monitoring yang dilaksanakan oleh
Deptan, Depkes dan Komnas Al di DKI Jakarta ?

Bagiaman evaluasi kegiatan program pengendalian Al dilaksanakan di DKI
Jakarta dan di kota madya ?

Bagiaman pencatatan dan pelaporan hasil Surveilans dan monitoring
kebijakan depoputasi  dilaksanakan ?  bagaioaman mengolah dan

menganalisa datanya 7

Bagiaman cara yang ditempuh untuk meberikan umpan balik (Feed-Back)
kepiatan Depopulasi ?

Bagiaman meningkatkan kemampuan Resourses terutama SDM dan

Pembiayaan ?

Apa hambatan-hambatan implementasi Kebijakan depopulasi ini ?

10

Mohon bukti bahwa produk ini telah diterima/ditolak olel;; masyarakat
di berbagai lapisan/disiplin ilmu/ profesi .

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



d ks yu

JENIS VARIABEL TERUKUR : OUT COME
UNSUR : MORBIDITAS

NO

MATERI PERTANYAAN

BASIL

[

Menurut Bapak/lbu apakah chijakén depopulasi sesuai Pergub 15
tahun 2007 telah memiliki dampak pada pengendalian wabah Al di
DKI Jakarta 7

- Mohon penjelasan Stake Holder untuk memberikan tanggapan

aspek dampak kebijakan depopulasi.

Apakah pasca diberlakukannya trategi depopulasi di DKI Jakarta
berpengaruh terhadap tingkat morbiditas manusia dibanding sebelum
diberlakukannya kebijakan itu ?
- Mohon bukti perbandingan tingkat morbiditas pra dan pasca
depopulasi.

UNSUR : MORTALITAS

NO

MATERI PERTANYAAN

HASIL

Apakah pasca diberiakukannya trategi depopulasi di DKI Jakarta
berpengaruh terhadap tingkat mortalitas manusia dibanding sebelum
diberlakukannya kebijakan itu ?
- Mohon bukti perbandingan tingkat morbiditas pra dan
pascadepopulasi.

Bagaimana Distibusi epidemiolog; wabah Al & DKI Jakarta dilihal
dari aspek morbiditas dan mortalitasnya.
- Mohon data sekunder hasil survey refrospektif dan rencana
survey prospektif di wilayah DKI Jakarta untuk bahan
pembuatan PETA GEOMEDIK Wabah Al

Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM-UI, 2008
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PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG

E’ENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

'DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PF OVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Rabhwa penyakil fiu burung merupakan salah salu penyakit menular yang
disebabkan oleh virus HSN1 dan ditularkan oleh unggas yang dapat
menimbutkan kematian Bagi penderitanya;

bahwa penderila penyakit flu burung di Indonesia tertinggi di dunia yang
sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa dan Provinsi Daerah
Khusus ltukota Jakaria termasuk safah satu dari tiga daerah yang paling
banyak lerjadi kasus flu buning pada manusia sehingga perlu segera
diiakukan langkah-angkah pengendalian secara menyeluruh terhadap
pemelihaiaan dan peredaran unggas:

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan hwruf b, perlu menelapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian
Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. :

Undang-uﬁdang Nomor 6 Tahun 1867 tentang Ketentuan-Kelenluan
Pokok Pelegrnakan dan Kesehatan Hewan,

Undang-lUindang Nomor 4 Tahun 1984 {entang Wabah Penyakit Méhhlar‘. _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tenlang Kesehalan;

Undang-Undang Nomor 23 FTuhun 1997 lenlang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Undang-Undang Nemor 34 Tahun 1999 lentang Pemersintahan F'rop‘ir'nsn.
Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarla;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004‘lenlang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tenlang Penanggulangan
Penyakit Menutar;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional

Pengendatian Flu Burung {Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghagapi
Pandemi nfluenza; .

Peraluran Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIli1989 lentang .

Jenis Penyakil Tertentu yang Dapat Menimbulk.n Wabah, Tala Cara
Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggula.gan Seperlunya;
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tMenetapkan

10.

1.

12.

13.

Peraturon  Menteri Perlanian  Nomor 80/Permentan/QT.140/10/200
tentang Pedoman Pameliharaan Unggas di' Pemukiman;

Keputusan Menteri Kesshatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentan
Pengtapan Flu Burung {Avian Influenza) Sebagai Penyakit Yang Dap:
Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomoi- 1372/Menkes/SK/NX/2005 tentan
r?lnetar;a)n Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Fls Burung (Avia
nfluenzay;

Peraluran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibtuketa Jakarla Nomc
3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerj:
Perangkal Daerah dan Sekrelarial Daerah Perwakilan Rakyat Daeral
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakaria.

MEMUTUSICAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAL
DAN PERECARAN UNGCAS,

Da
q
2.

(1)

(2)

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasail-1
lam Peraluran Gubernur ini yang dimaksud denga.n :
Daecraly acalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaria.

Pewmerintc h Daerah adalah Gubernur dan perang™at daerah sebagai unsu
penyelent gara Pemerintahan Daerah.

. Gubernur adaiah Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

. Perangkai Daerah adalah peran%kat daerah Provinsi Oaerah. Khusuy

lbukota Jakara yang tecdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRC
Dinas Caerah, Lembaga _Teknis Daerah, Kolamadya/Kabupaie
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Pengendalian Unggas adalah pengawasan alas pemeliharaan  da
peradaran unggas dalam rangka pencegahan penyakif flu burung.

Unggas tdalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan barbulu
tfermasuk segale jenis burung yang dapet dipelihara dan dilernakkat
sebagai penghasil pangan atau sebagal hobi, pendidikan serta penelitian.

BAB (]
PEMELIHARAAN UNGGAS )
Pasal 2 ' .

Masyarakal yang memelihara unggas jenis ayam, ik, enlok, an sa
burung dara dan burung puyuh diparmukiman, terhitung sejak tanggal 1.
Jonuafi 2007 agar secara sukarela meniadakan unggas-ungga:
peliharainnya dengan cara dikonsumsi secara benar, dijual atal
dimusnahkan. Ce .

Terhitung mufai tanggal 1 Februart 2007, masyarakal dilarant
memelihara  unggas sebagaimana dimaksud pada ayal (1}«
permukiinan. -
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Pasal 3
(1} Setiap orang atau badan hukum atau lembaga yang memelihara ung¢
setagai hobi, unltuk penelitian dan pendidikan, wajib memiliki sesifi
kesehatan hewan dan tanda khusus, '
{2) Serifikat kesehz}lan hewan dan tanda khusus sebagaimana dimaks
pada ayal (1) diberikan oleh Dinas/Suku Dinas Peternakan, Perikar
dan Kelautan tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

Usaha peternakan unggas di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakana sec:
berlahap akan direlokasi ke tempat yang ditetapkar kemudian oleh Pemerinl

Provinsi Oazrah KKhusus bukota Jakana.

BAB il

PIEREDARAN UNGGAS

Pasal 5
Tempat peampungan, pemolongah dan f)enjuaian unggas hidup sece
bertahap akan direlokasi ke tempat yang ditetapkan cleh Pemerintah Provir
Daerah Khusus tbukota Jakaita,

Pasal 6
Lalu linlas peredaran unggas hidup yang masuk ke wilayah Provinsi Daer
Khusus |bub.ota Jakarta akan diatur kemudian,

8aAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
. . Pasal 7

Pengendalizu:: terhadap pengaluran pemelihnraasy dan paredaran ungg
dilakukan oleh :

. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelaulan;

. Dlnas Kesehatan; :

. Dinas Ketenteraman, Ketetiban dan Petlindungan Masyarakat;

. Walikotamadya dan Bupali Kabupalen Administrasi. v

oo om

Pasal 8
Pengawasaa terhadap pengalurdn pemeliharaan dan peredaran unggi
dllakukan olzh Satuan Kerja Perangkat Dacrah terkail sebagairmana dimaks
dalain Pasa 7 bersama-sama dengan imasyarakal. . :
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BAB V
SANKSI
Fasal &

Seliap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasasl

dikenakan sanksi berupa pengambilan unggashya uniuk dimusnahks
dan/atay  sanksi

lain sesvai dengan ketenluan peraturan  perundan:
undangan, '

BAB W ‘
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Peraturan Gubemnur inf ditetapkan untuk mengatasi ancaman keselamata

jivia penduduk di Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta dari virus flu burung

olehi karenanya produk peraturan dan perizinan yang berkajtan denga

pumeliharaan dan peredaran unggas yang dilerbitkan sebelum adany.

Peraturan Gubernur int dikesampingkan atau dinyatakan sementara tida

berlaku sampai dengan ancaman keselamatan akibat flu burung dapat diatas
© denfatau dite-apkannya peraturan lebih fanjut.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Poraturan Gooernar ini mulai bedaku pada langgal dividangkan.

Acar seliap crang mengetahumya, memerinlahkan pengundangan Peraturar

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daeral
IKhusus fbuko a Jakarla.

Ditetapkan di Jakagin
pada langgal 17 Januari 2007

CUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SEHROJT——

SUTIYOSQ
.. Dlundangkan di Jak:irta )
pada tanggal 17 Janwuari 2007

: SEKRETARIS D

ACRAH PRPVINSI BAERAH KIMUSUS -
IBUKOTAfIAKARTA,

RITOLA TIRSMAYA
NIP 140891657

.

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 14
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 15 TARUN 2007
TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

'DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PF OVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO;I'A JAKARTA,

.

bahwa penyakit flu burung merupakan salah salu penyakit menutar yang
disebabkin oleh virus H3N1 dan ditularkan cleh unggas yang dapat
menimbulkan kemalian bagi penderitanya;

bahwa penderita penyakil flu burung di Indonesia tertinggi di dunia yang
sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa dan Provinsi Daerah
Khusus ltukota Jakart2 lermasuk salah satu dari tiga daerah yang paling
banyak terjadi kasus flu hurung pada manusia sehingga perlu segera

dilakukan langkah-langkah pengendalian secara menyeiuruh lerhadap
pemelibaraan dan peredaran unggas;

bahwsa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menelapkan Peraturan Gubernus tentang Pengendalian
Pemelihalaan dan Peradaran Unggas.

Undang-uﬁdang Nomor 6 Tahun 1967 tenlang Ketenluan-Ketentuan
Pckok Pelarnakan dan Kesehatan Hewan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Méhhlar;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tenlang Kesehalan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tenlang Pengelolaan Lingkungan
Hidup,

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 lentang Pemorintahan Pmpir‘msi
Daerah Khusws Ibukela Negara Republik Indonesia Jakaria;

Undang-Undang Nomoi 32 Tahun 2004 lentang Pemerinlahan Daerah;

Peraluran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 lentang Penanggulangan
Penyakil ivtenular;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tenlang Komite Nasicnal

Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi
Pandemi Influenza;

Pzraturan Menteri Keschalan Nomdf 560/Menkes/Per/VIli 1969 teniang .

Jenis Penyakit Tertentu yang Dapal Menimbulk.s Wabah, Tata Cara
Penyampeaian Laporan dan Tala Cara Penangguiz.gan Seperslunya;
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10. Peraturan  Menferi Perlanian  Nomor 50/PermentaniQT.140110120Q:
tentang Pedoman Pemelibaraan Unggas dif Pemukiman:

11. Kepulusan Menleri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SKAX/2005 tentan

Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakil Yang Dape
Menimbutkan Wabah Serta Pedoman Penanggu angannl;a; 9 e

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1372/Menkes/SKAX/2005 tentan

Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avia
Influenzay;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ltukota Jakarta Nomc
3 Tahun 2007 lentang Bentuk Susunpan Qrganisasi dan Taia Kerj.

Perangkal Daerah dan Sekretarial Daerah Perwakilan Rakyal Daeral
Propinsi Daerab Khusus ibukota Jakarta. i

MEMUTUSKAN - .
PERATURAIN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAD
DAN PERECARAN UNGGAS,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiany Peraluran Gubermur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah acalah Provinsi Daerah Khusus lbukaota Jakanta,

2. Petmerinl: h Daerah adalah Gubernur dan perangal daerah sebagai unsu
enyeleng gara Pemerintzhan Daecah.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakana.

4. Perangkal Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerzh. Khusu
{bukola J.ikarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRLC

Dinas Caerah, Lembaga . Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupale
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

5 Pengendalizn Unggas adalah pengawasan atas pemeliharaan da
persdaran unggas dalam rangka pencegalan penyakil flu burung.

6. Unggas cdalah hewan bersayap, berkaki dua, basparuh dan berbulu
termasuk segala jenis burung yang dapal dipelihara dan diternakkal
sebagai p.znghasil pangan atau sebagai hobi, pendidikan serla penelitian.

gaAB | :
PEMELIHARAAN UNGGAS
Pasat 2 ’

(1) Masyarakal yang memelihara unggas jenis ayam, ilix, entok, angsa
burung dara dan burung puyub dipermukiman, terhitung sejak tanggal 1%
Januari 2007 agar secara  sukerela meniadakan unggas-ungga:
peliharaunnya dengan cara dikonsumsi secara benar, dijual alat
dimusnahkan. . -

af
(2) Terhituny mulai langgal 1 Februari 2007, masyarakat dilaranc

memelihara unggas sebagaimana dimaksug pada ayat (1) d
permukiinan, s
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Pagal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum atau lembaga yang memelihara unge
sebagai hobi. uniuk penefittan dan pendidikan, wajib memiliki senifi
kesehittan hewan dan landa khusus.

{2) Serifikat kesehqtan_ hewan dan landa khusus sebagaimana dimaks
pada avat {1) diberikan oleh Dinas/Suku Dinas Peternakan, Perikar
dan Ketaulan tanpa dipungut biaya.

Pasal 4

Usaha peternakan unggas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakara sec:
bertahap akan direlokast ke tempat yang ditetapkan kemudian cleh Pemerint
Provinsi Dazarah IChusus Ibukota Jakarta,

BAB Il

PERIEDARAN UNGGAS

Pasal 5
Tempal pelampungan, pemotongan dan fnenjuaian unggas hidup sece
berlahap akan direlokasi ke tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provit
Daerah Khusus Ibukota Jakara.

Pasal 8
Lalu intas peredaran unggas hidup yang masuk ke wilayah Provinsi Daer
Khusus Ibut.ota Jakarta akan diatur kemudian.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pengendalizu: - terhadap pengaluran pemelihoraan dan peredaran ungg
dilakhukan oleh :

a. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelaulan;

b. Dinas Kesehalan; :

¢. Dinas Ketenteraman, Ketenliban dan Perlindungan Masyarakat;

d. Walikotamadya dan Bupati Kabupalen Administrasi, v

fPasal 8
Pengawasaa ierhadap pengaturan pemeliharaan dan peredaran ungg:

dilakukan ol2h Satuan Kerja Perangkat Dacrab lerkail sebagaimana dimaks:
dalam Pasa 7 bersama-sama dengan masyarakal, . :
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BAB v
SANKSI
Pasal 9

Seliap orarg yang melanggar kelentuan Pasal 2 ayal (2) dan Pasal
thkenakan canksi berupa  pengambitan unggasnya untuk  dimusnahkz
danfatau sanksi lain sesuai dengan  kelenluan peraturan  perundan:
undangan, )

BAB vi _
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Peraluran Gubernur ini ditetapkan untuk mengatasi ancaman keselamata
jiv:a penduduk di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dari virus flu burung
al:ly karenanya produk peraluran dan perizinan yang berkaitan denga
puemeliharaan dan peredaran unggas yang dilerbilkan sebelum adany.
Puoraturan Gubernur inl dikesampingkan atau dinyatakan sementara tida

~ berlaku sampai dengan ancaman keselamatan akibat flu burung dapat diatas

di:nfalaw diterapkannya peraturan lebih lanjut.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 11
Pocaturan Guoerw ing mulai berlaku pada langgal dividangkan,

Acar seliap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar

Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berila Daerah Provinsi Daeral
Khsus [buko a Jakarla.

Ditetaspkan i Jakacly
pada tanggal 17 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SCROFT—
SUTIYQOSs0

.- Olundangkan di Jak:irta

e 5. £ o AR ki L RAREL s e AT

pada tanggal 17 Javuari 2007

SEKRETARIS DAEIRAH PRVINSI BAERAF KHUSUS
. IBUKOTAIAKARTA,

RITOLA KSMAYA .
NIP 140491657
BERITA DAERAH PROVINGI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 14
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PERATURANM DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA |

Meanimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIFARAAN DAM

PEREDARAN UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA ;
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa penyakit (lu burung (Avlan Influenza) merupakan
salah salu penyakit menular yang disebabkan olsh virus

H5N1 dan dilularkan oleh unggas yung dapat menimbulkan
kematian bagl penderilanya: = -

bahwa penyakit flu burung pada marusla | indonesia sudah
dinyatekan sebagai Kejadlan Lusr Blasa dan Provins
Daerah Khusus lbukota Jakarla te-masuk salah satu darl
figa daerah yang paling banyak (ufadl kasus flu burung
lersebul sehingga perlu segera dllakukan langkah-langkeh
pengendalian secara menyeluruh terhadap pemellharagn
dan peredaran unggas; .

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
datam hurufl a dan buruf b, peru mambeniuk Peraturan

Daerah tentang Pengendalian Pemellharaan dan Perodaran
Unggas;

Undang-Undang Momor 6 Tahun 1367 lentang Ketentuan-
Ketentuan Pukok Pelernakan dan Kesehatan Hewan
{Lembaran Negara Repuhiik tndonesla Tahun 1867 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
2024), .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1884 lentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Repubilk Indonesls .
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahian Lembaran Negsara
Republik Indoriesia Nomor 3273);

Undang-Undar,g Nomor 23 Tahun 1882 tenlang Kesehatan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia
Nomor 3495); '

Undang-Undang Nomor 23 'l_ahun' 1997 {entang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rapubllk
Indonesia Tahun 1997 Nemor 68, Tambahan Lembaren

Negara Republik,Indonesia Nomor 3:368);

~ Analisis kebijakan..., Wahyu Saptonohadi, FKM Ul, 2008



B = ek aca e

MBS clieen ddiiiz

W a_ati. 2 camniac

R S PIPEPII T YPRT

10.

11.

12.

13.

14,

185,

Undang-Undang Nomor 34 Tahup 1998 tentang
Pemerinlahan Provinsi Baerah. Khusus Ibukota Republik
indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republlk Indonasla

Tahun 199¢ Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Ropublik Indonasla Nomer 3e78);

Undang-Undang  Nemor 10 - Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republ!l( Indonesie Nomor
4389); .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004- (enlang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republilt Indonesia Nomor 4473);

Peraluran Pemerinlah Nomor 15 Tahun 1977 lerj'iané.l
Penolakan, Percegahan, Pemberaniasan dan Pengobatan

Penyakil Hewan {Lembaran Negara Republik Indonesla . -

Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 3101);

Peraturan Pemerinlah Nomor 22 Tahun 1983 lentang
Kesehatan Masyarakal Velerlner {Lembaran Negara
Republik hdonesta Tahun 1983 Homor 23, Tambahan
l.embaran Negara Republik [ndonesie Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1881 lenlang
Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19891 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3447);

Peraluran Presiden Nomor 7 Tahur 2008 tenteng Komite
Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan
Kesiagaan Menghadapi pandemi Influenza;

Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/
PerMI1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat
Menimbulkan Wabah, Tala Cara Peryampaian Laporan dan
Tala Cara Penanggulangan Séperlunya;

Peraturan Menteri P srlantan Nomor
50/Permenlan/Q7.140/10/2006 tentang Pedoman
Pemeliharaan Unggas dl Pemukiman; .'

Kepulusan Menteri Kisehalan Nomor
137 1/Menkes/SK/NX/2005 tenlang ienctapsn Flu Burung

‘(Avian  Influénza) Sebagal Penyakit Yang Dapal

Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannys,

Keputusan Menleri Kisehatan . Nomor
1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan  Kondisl
Kejadian Luar Biasa (KLB) Flv Burung (Avian Influenza);
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Menelapkan

16 Peraturan  Daerah Nomor 6§ Tahun 1992 lentang
Pengmpungan dan Memolongan \Inggas serla Peredaran
Daging Unggas di,Wilayah Daerah Khusus Ibukola Jakarla

(Lembaran Daerah Provinsi Daeral Khusus Ibukota Jakara
Tahun 1992 Nomor 75);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Beniluk
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daarah dan
Sekrelarial Dewan Penwakilan Fakyal Daerah Propins|
Daerah Khusus [bukola Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus ibukota Jakarla Tatun 2001 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINS) DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DAERAH « TENTANS PENGENDALIAN
FEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS.

-

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Balam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus |buliota Jakaria.

Pemerinlah Daerah adalah Gubernur dan [Perangkat Dasrsh sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria.

. Perangkal Daerah adalah Perangkat Daerish Provins! Daerah Khusus

Ibukola Jakarta yang lerdiri darl Sekretarlat Daerah, Sekretaplat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kolamadya/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Suku Dinas adalah Suku Dinas Peternakar dan Perlkanan Kotamadya
Jakarta Pusat, Kolamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan,
Kolamadya Jakarta Barat, Suku Dinas [*elernakan Perlkanan dan
Kelautan Kolamadya Jakarta Utara serfa Suku Dinas Perkanan dan
Kelautan Kabupaien Administras! Kepulauan Saeribu,
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Pengendalian Unggas adalah pengawasen atas pemeliharaan dan
peredaran unggas dalam rangka pencegahan penyaklt flu burung.

Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbuitl,
iermasuk segala jenis burung yang dapat dipelihara dan diternakikan
sebagai penghasil pangan atau sebagal hobi, pendidlikan serla
penelitian. N '

Unggas Pangan adatah seliap jenis bu[un;; yang dimanfaatkan untuk
pangan.

Unggas Kesayangan adalah setiap jenis burung yang memiliki nilai
manfaat yailu keindahanr, warna, bentuk, ketangkasan dan suaranya .

10.Badan Hukum adalah perseroan lerbatas, persekutuan komandller,

Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dengar- nama dan bentuk apapun,
persekuluan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasl, yayuasan alau
lembaga dan bentuk usaha letap. :

11.Pemohon adalah orang perorang dan/alat badan  hukum yang

mengajukan permchonan perizinan,

12. Pemeliharaan adalah kegiatan memellhara alal budidaya unggas.

13. Peredaran adalah kegialan Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkulan,

(2}
(3)

(4)

Penampungan dan Pemasaran Unggas.

BAB I
PEMELIHARAAN UNGGAS
Pasal 2

Seliap orang danfatau badan hukurmn yang memelihara unggas pangan
di Daerab wajib memiliki izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oloh Kepala Suku
Dinas. i

Proscs perfizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
secara cepat, cermal, dan sederhana tanpa dipungut btaya apapun.

Untuk mendapatkan izin -sebagaimana dimaksud pada ayat {2),

pemohon harus melampirkan persyaratan antara lain sebagal berikut ;-

a. foto copy kartu tanda penduduk;

b. izin lingkungan; .

c. jenis dan jumlah unggas: . B

d. bentuk dan luas kandang; dan

c. denah Jokasi kandang minimal berjarak 25 {dua puluh fima) me_ﬁey
dari pemukiman,

Izin akan dikeluarkan apabila telah mement hi persyaratan.

Ketentuan lebih tanjut mengenai persyaratan dan lalacara perlzlnan
pemeliharaan unggas pangan dialur dengan Peraturan GQubarur.
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Pasal 3

(1) Setiap orang dan/alau badan hukum yang inemelihara ungges pangan
yang lelah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Inl dalam jangka
waklu 6 (enam) bulan masih tidak memienuni persyaratan dlfarang
melakukan kegiatan pemeliharaan. . '

(2) Apabila selelah melewali wakiu 6 {enam) bulan pemaellhara unggas
pangan lidak melaksanakan ketentuan ‘sedagalmana dimaksud pada

ayal (1), maka Gubernur dapal melakukan findakan penutupan dan
penyilaan unggas,

(3) Tindakan penupan dan pehyilaan unggas pangan sebagalmana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalul  prosedur yang
berlaku. -

Pasafl 4

(1) Setiap orang dan/atay badan hukum yang meméllhara. unggas
kesayangan dan unggas unluk kepentingan penelitian, pendidikan dan -

kanservasi wajib memiliki serlifikasl kesehatan hewan dan tanda-
khusus: > : '

(2} Serlifikasi kesehatan hewan dan landa khusus.sebagalmana dlmai{sud'

pada ayal (1), diberikan oleh Dinas Felornakan, Perikanan den
Kelautan, ,

(3) Kelentuan lebih tanjut” mengenai parsya:atan teknls dan prosedur
serlifikasi dialur dengan Peraturan Gubsrnur.

-

Pasai 5

Terhadap orang darfalav badan hukum yang tldak memillkl serilfikat
kesehatan hewan dilarang memelihara unggas kesayangan dan unggas
unluk kepentingan penelitian, pendidikan dan konservasl. '

BAB Il '
PEREDARAN UNGGAS
Pasal 6

(1) Seliap orang danfalau badan hukum yang mmemasukkan unggas pangén
ke Daerah, wajib ke lokasi tempat penampLngan.

(2) Kelentvan iebih lanjut mengenai lokasi tempat penampungan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan dengan Keputusan
Gubernur, i .

Pasal 7

(1) Pemilik tempat penampungan dan pemolongan unggas pangan yang
telah ada sebelum berlakunya Peraluran Daerah Inl wallb melaksanakan
pemindahan lempat psnampungan dan pemolongan unggas pangan ke
lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur afau keluar Daerah- sscara
bertahap dalam jangke waktu pallng iama 3 (liga) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Daerah inf;
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(2)

(3)

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

Apabila selefah melewali jangKa waktu 3 (tica) tahun perllik tempat
penampungan dan pemolongan unggas panjzan lidak melaksanakan
pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubsernur dapal
melakukan lindakan penutupan dan penyitaan unggas pangan,

Kelentuan lebih lanjut mengenal prosedur oenlahapén p'amin'dahan

lokasi penampungan dan pemotongan unggas pangan dlatur dengan
Peraluran Gubernur. : . '

Pasal B

Seliap orang dan/atau badan hukum yang memasukan unggas ke
Daerah wajib dilengkapi dokumen yang menyatakan kesehatan unggas
dan menerangkan asal seita tujuan pengldman yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang atau dokler hewan dasrah asal unggas;

Terhadap unggas sebagaimana dimaksud pad'a' ayal '("I') Karus: dllﬁkﬁkah_.‘ E
pemeriksaan kesehatan dan administrasi oleh petugas SukuDlnas;, - -

Pasal 8

Seliap orang dan/atau badan hukum yang memasarkan unggas -
kesayangan dan unggas untuk kepentingan pénelitian dan pendidlkan
wajib dilakukan pada lokasi yang ditetapkan. - _ '
Seliap orang danfalay bhadan hukum yang memasarkan unggas
kesayangan dan unggas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan .
wajib memiliki izin dari Kepala Stku Dinas. ' .

Ketentuari lebih lanjut mengenai persyaralan teknis dan prosedur -
perizinan serta penetapan lokasl pemasarasn .unggas ssbagaimana -
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10 _

Pemerinlah Daerah bertanggungjawab atas pemb naan keterampilan teknls
mengenai pengelahuan kesehatan kepada pemelihara dan penjual unggas.

BAB YV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Pengendalian ferhadap pengaluran p_emellhara_aﬂ dan peredaran unggas
serla dampaknya dilakukan oleh; '

a.

b
c.
d

Walikolamadya dan Bupali Kabupaten Administrasl;

“b. Dinas Pelernakan, Perikanan dan Kelaulap;

Dinas Kesehatan, dan

. Dinas Ketenlraman, Ketertiban dan Perlindungan MasyarakaUSaluan

Polisi Pamong Praja.
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Pasal 12

Pengawasan terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas selain

dilakukar} oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkal
Daerah juga dilakukan oleh masyarakal. '

BAB VI
SANKSI
Pasal 13
Seliap orang danfatau badan hukum yang melahggar ketenluasn Pasal 2 -
ayal (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayal (1) , Pasal 5, Pasal 8 ayat (1),
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayal (1) dan Pasal 9 ayat (1) .dan ayat (2) -

diancam pidana dengan pidana kurungan paing larha 3 (tigd) bulen atau™ -
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 {lima puluh uta raplahy. o

Pasal 14

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam- P'asaii- -
13, dapal dikenakan sanksi berupa penyitaar. unggas. i
L
Pasal 15

Terhadap orang danfatau badan hukum yang memelihara unggas
lerindikasi terinfeksi virus flu burung, Gubernwr dapat menylta unggas

dimaksud untuk dimusnahkan tanpa diberikain gantl rugl. : . '

BAB Vil _
KETENTUAN PENU"UP
Pasal 16

Pada saal Peraluran Daerah inl mulal herlaku, Perajuran. Daerah

_Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penampunga dan Pemotongan Unggas -

serta Peredaran Daging Unggas dl Wilayah Daerah Khusus Ibukots
Jakarla {Lembaran Daerah Provinsl Daersh Khusus {bukKoia Jak_a,r_tal _
Tahun 1992 Nomor 75) dan semusa ketentuan pelaksanaannya tetap

beriaku sepan|ang tidak berientangan dengan Peraturan Daerah Inl. .
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Pasal 17

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan,

Agar seliap orang

mengelahuinya, memeriniahkan
Peraturan Daerah inj

pengund_ahgan

[ S

a2

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarla -

Diletaplcan di Jakarta :
pada tanggal 19 April 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
T |

IBUKOTA JAKARTA,

S

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 24 Apri) 2007

SEKRETARIS DAERAI P OVINS| DAERAH KHUSUS

BUIKOTAIJAKARYA,

RITOLA THSMAYA
NIP. 1491657

LEMBARANDAERAHPRovmmlDAERAHKHUSUSIBUKOTAJAKAR%A
TAHUN 2007 NOMOR 4. '
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DARN
PEREDARAN UNGGAS

UMUM

Pemeliharaan dan peredaran unggas dalam rangka memenuhl kebutuhan akan
daging unggas di Provinsi Daerah Khusus !bukotla Jakara diperoleh -dar peliharaan
masyarakal dl permukiman maupun peternakan serta hasll darl pemasukan unggas darl Idar .
daerah. Dalam perkembangannya pemeliharaan unggas di permukiman maupun : i
peternakan khususnya unggas |en|s ayam, itik, entok, angsa, burung dara dan burtihg puyuht.

menimbulkan polensi ancaman virus H5N1 terhadap manusla yang penularannya mslalui
unggas dimaksud.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta lelah' '

. ditetapkan sebagai salah satu dari liga daarah yang paling banyak terjadl kasus'flu burung

pada manusia, sehingga perlu ditakukan langkah-langkah pengendallan secara manyaluruh
terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas dI Provinsi Daerah Khusus Ibukola 'Jakarla

Selama Ini pengaluran mengenai pemallharaan dan peredaran unggas df Provinsl
Daerah Khusus ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Jaerah Nomor & Tahun 1992
tentang Penampungan Dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Dagilng Unggas Di -
Wilayah -Daerah Khusus ibukota Jakarta, namun dalam rangka efisiensi dan efekllfitas
pengendalian pemeliharaan dan  peredaran unggas | unluk. ‘mencegah semakin.
berkembangnya dan memutus mata ranlal penyebaran penfaklt flu burung. maka parlu
menyempurnakan Perda Nomor § Tahun 1892. _

Dengan adanya Peraluran Daerah lersebut dapat menekan seopllmal mungkln guna
menghilangkan penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus HSN1 dl Provinsl Dasrah
Khusus Ibuicota Jakaria.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan Unggas Pangan adalah ayam, Illk entok angsa. merpati
potong dan burung puyuh . _

Ayat(2)
Cukup jelas
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